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ABSTRAK

Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Bagi Hasil
(Mudarabah)
(Studi Kasus pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta )
Oleh:
Muksan
06913222

Sudah  bertahun-tahun perbankan kita yang berlandaskan sistem ribawi
menguasai pasar. Dengan beragam produknya, bank konvensional mendominasi
aktivitas perekonomian ummat, salah satu faktor yang terabaikan dalam pesatnya
perkembangan bank konvensional adalah belum adanya sistem yang memberikan
pelayanan syari'ah. Walaupun sebenarnya pada tahun 1992, tatkala Bank
Muamalat Indonesia berdiri barulah ummat disuguhkan perbankan alternatif
yang menawarkan kerja profesional dunia perbankan, tanpa mengorbankan
aqidah Islam yang kuat dipegang ummat.

Beberapa permasalahan hubungan -bank dengan para nasabah dikarenakan
masih adanya ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam menentukan nisbah
bagi hasil antara pihak bank dengan para nasabah. Oleh karena itu penulis
tertarik untuk meneliti hal tersebut' pada-bank BNI Syari’ah Cabang
Yogyakarta yang merupakan salah satu bank yang menganut sistem dual
banking. Maka penulis| rumuskan/ masalahnya| sebdgai“~berikut: Bagaimana
pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudarabah) pada BNI Syari’ah Cabang
Yogyakarta?; Bagaimana keseimbangan hak dan/kewajiban para pihak dalam
perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudarabah) pada BNI Syari’ah
Cabang Yogyakarta ?

Penelitian ini bertujuan pertama untuk menjelaskan pembiayaan dengan sistem
bagi hasil (muddrabah) pada BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta. kedua ,untuk
menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian
pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudarabah) pada BNI Syari’ah Cabang
Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan studi kasus
menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif, Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan wawancara, dokumentasi, angket dan pengambilan sample.
Kemudian dari data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis
deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa BNI
Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam operasionainya yang berkaitan dengan akad
pembiayaan selalu mengedepankan unsur saling menguntungkan, kesetaraan, dan
iktikad baik dalam rangka menegakkan kemaslahatan,

Kata-kata kunci:Keseimbangan Hak dan kewajiban; Mudarabah; Mudarib.



ABSTRACT

Balancing of Rights and Obligations the Parties in Revenue Sharing Contract
(mudarabah)
(Case Study in BNI Syari’ah, Yogyakarta Branch)
By:
Muksan
06913222

It had been years of our banking that based on ribawi system dominated the
market. With a variety of products, conventional banks dominate economic
activity of ummah, one overlooked factor in the rapid development of
conventional banks is the lack of system that provides the syari'ah service.
Although actualy in 1992, when Bank-Muamalat Indonesia stood presenting an
alternative banking that offers world 5’5}5&%0 1l work in banking for ummabh,
without sacrificing strong held Islami by

“ ‘ O]
Some problems in relationships between béank and customers are because there
still an imbalance of rights and @ EI determining revenue sharing
between the bank with customers. Thes Z -am interested to examine it at the
BNI Syari’ah bank branch of Yogydkarta, which is one of the banks who hold dual
banking system. The writer concludes the formulation of the problem is such as:
How to finance a sysrew t the BNI Syari’ah
branch of Yogyakarta ?; How 1o balance the rights and obligations of the parties
in a financing agreement with rh*wt mudarabah) at BNI Syari’ah

Branch of Yogyakarta? | N D O N E S | A

First aims of this research is to explain a financing with the revenue sharing
system (mudarabah) at the BNI Syari’ah branch of Yogyakarta, second, is to
analyze the balance of rights and obligations of the parties in a financing
agreement with a system of revenue sharing (mudarabah) in BNI Syari’ah
Branch of Yogyakarta.

This research is include in field research with a case study using-normative
Jjuridical approach, data collecting technique by using interviews, documentation,
questionnaires and sampling. Then, from these data continue with analyzed using
descriptive analysis method.

Keywords: Balancing; Rights and Obligations; Mudarabah; Mudarib.



BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada awalnya pengaturan tentang bank berdasarkan prinsip syari’ah
masih sangat terbatas. Didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang perbankan tidak menyebutkan secara tegas tentang keberadaan bank

yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syari’ah didalam Undang-

undang tersebut hanya terdapdt doa ‘pasal

Z
o
pasal 6 huruf M.

Dan ketentuan Undang-%ﬂgfm@”or 7 Tahun 1992 tentang

perbankan terlihat p Wﬁﬁtg&rﬁ{ﬂl: gari’ah tersebut hanya
menggambarkan terglg perrgﬁn &rﬁrkau prinsip bagi hasil saja,
padahal dengan sistem brth bﬁggzl Krupakan salah satu bentuk

dari produk penyaluran dana, produk lain yang lazim digunakan dalam bank

yang mengatur tentang prinsip

Syari’ah dan itupun secara s tu pada pasal 1 ayat 12 dan

UNIVERHTA

syari’ah adalah berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah).
prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau
pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan
(ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang
yang disewa dari pihak bank atau pihak lain (ijarah wa igtina)

Dalam perjanjian bagi hasil terjadi persetujuan kehendak antara kedua

belah pihak. Persetujuan kehendak sifatnya bebas, artinya betul-betul atas



kemauan sukarela pihak-pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak
manapun. Dalam pengertian persetujuan ini tidak ada kekhilafan dan tidak ada
penipuan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang diundangkan pada
tanggal 10 November 1998, menandai sejarah baru dibidang perbankan yang

mulai memberlakukan sistem ganda dual sistem banking di Indonesia, yaitu

sistem perbankan konvensiona ,dengan’piranti bunga, dan sistem perbankan

Z
u&n?p rinsip-prinsip syari’ah.
Z

]|
Sejarah perbankan secar %’akt telag mencatat bahwa dalam kurun
=) >

waktu antara tahun 1992 hing%ﬁ@%ﬁlah berkembang pesat. Secara

kuantitatif jumlah bafB erl\h}% ﬂxgi%lﬁlgda satu Bank Umum

Syari’ah, yaitu Bank Muanlgliui esia, , tetapi dalam perkembangan

sekarang telah ada dua Nﬁ\@ NégTﬁ 114 kantor cabang dan

pembantu Bank Syari’ah.'

<
dengan piranti akad-akad yang s
i

Bank Syari’ah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah
riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan
salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Suatu hal yang
sangat menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah

mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikan

' Ahmad Kamil, M.Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah,
c.1,(Jakarta:Kencana,2007), hal.v., (data diambil dari laporan statistic perbankan pada bulan Januari
tahun 2004).



sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai
dengan etika Islam. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas
bunga yang biasa disebut dengan bank syari’ah, didirikan. Perbankan syari’ah
didirikan berdasarkan pada alasan filosofis maupun praktek.” Secara filosofis,
karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non
keuangan.’ Secara praktik, karena sistem perbankan berbasis bunga atau

konvensional mengandung beberapa kelemahan, sebagai berikut

(1).Transaksi berbasis bunga U)e anggan dilan atau kewajaran bisnis.
<

(2).Tidak fleksibelnya sisterrU‘Z) rbasis bunga menyebabkan
i

kebangkrutan. (3) Komitmen b% jaga keamanan uang deposan
y4
o]

i k mengembalikan pokok dan

)

berikut bunganya membuat ba'””&ﬁﬁf‘:aﬂf

bunganya.(4) Sistem transaksi berbasis burglrrl‘igﬁ?i munculnya inovasi

NIVER

oleh usaha kecil. (S)L%)alam sgam bunga, bank tidak akan tertarik dalam
kemitraan usaha kecuali biﬂﬂa % &!);ﬁnégtliaxengemba[ian modal dan
pendapatan bunga merek!l.4
Maka dengan munculnya bank Syari’ah ini diharapkan dapat
menjawab keragu-raguan masyarakat Islam sehingga mampu menggali
potensi ekonomi masyarakat muslim untuk dapat lebih dioptimalkan.
Dalam melakukan transaksi, baik itu berkenaan dengan syarat-syarat jual

beli, sewa menyewa, gadai maupun bagi hasil telah diatur dalam hukum transaksi

? Muhammad, Bank Syari'ah, (Y ogyakarta: UPP AMP YKPN, 1987) hal. 7.
3 ...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...( Q.S. al-Bagarah (2):275).
4 Zaenul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari’ah, (Jakarta: Alfabeta,2002), hal.39-40.



Islam. Hubungan finansial tersebut harus dilandasi dengan kejujuran,
ketepatan dan kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab.

Hukum transaksi Islam adalah nama lain dari Figh al-Mu'amalah yang
membicarakan masalah-masalah sipil (civil affairs) yang membahas masalah-
masalah kepemilikan, kontrak/perjanjian dalam ha-hal yang menyangkut
prosedur pelaksanaannya.

Sudah menjadi fitrah manusia untuk berusaha dan bekerja demi mencari

sesuatu yang dapat memenuhi k geﬂlﬁ%hﬁiu,p ya berupa sandang, pangan dan

lainnya. Usaha pencarian hartawh&lg i aturan tertentu yang dapat

L

menjamin tidak terjadinya kez%ima an penganiayaan terhadap siapa saja

yang terlibat dalam aktivitas i Mj baik melalui jual beli, sewa

menyewa, hutang piUNiWédﬁSngrx A S
Atas dasar itulah, Islam igﬂeﬁamn peraturan dan perundangan

khusus yang mengatur mfmmgsr ka dalam masalah al- 'ug

ud (kontrak atau perjanjian). Ketentuan - ketentuan hukum tersebut dimaksudkan
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan serta keserakahan
yang sering menyelimuti jiwa manusia.

Melihat dari kenyataan-kenyataan diatas penulis semakin merasa tertarik
untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang pembiayaan dengan sistem bagi hasil
(mudarabah) tersebut sehingga akhirnya penulis tuangkan dalam bentuk tesis
dengan judul "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak

Bagi Hasil (mudarabah) (Studi Kasus pada BNI Syari’ah Cabang



Yogyakarta).

Sebagai sebuah lembaga keuangan, BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta
merupakan salah satu usaha dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang
melaksanakan sistem perbankan berdasarkan prinsip syari’ah. Sistem yang
dijalankan BNI saat itu, adalah dual banking system, artinya suatu sitem yang
menjalankan dua sistem secara bersamaan, berdampingan dan saling sinergis.’

BNI Syari'ah cabang Yogyakarta, secara resmi mulai beroperasi tanggal 1

Mei 2000 dengan alamat di Ja Dahlan No. 64 Yogyakarta.

Z

Untuk memenuhi kebutuhan n &n@dahkan akses bagi nasabah akan
Z

BNI Syari’ah, maka pada tanggal i 2003, BNI Syari’ah Yogyakarta pindah

ke kantor baru yang bemlma%]@j’@umanegam No. 112 Yogyakarta

e UNIVERSITAS
Sebagai sebuah Iembag1 §E%\m Syari’ah Yogyakarta dalam

operasionalnya mempunyﬂﬁﬂ@ﬁgegmwum yang diakui dan sah

dalam melakukan aktifitas perbankan, pengakuan secara legal formal dalam bentuk

akta, disamping mempunyai kekuatan hukum juga sebagai salah satu bentuk
tindakan preventive terhadap tindakan penipuan yang kemungkinan besar terjadi.
BNI Syari’ah Yogyakarta sebagai sebuah lembaga kuangan mempunyai izin
operasional (HO) tempat usaha yang dikeluarkan oleh Walikota Yogyakarta

dengan Nomor: 543-579/14.NG/2001. Tanda daftar perusahaan sebagai sebuah

5 Booklet Profil Perusahaan, Sambutan Direktur Utama BNI Bapak Saefudin Hasan,
(Jakarta BNI Syariah Yogyakarta), hal.2



Perusahaan Terbatas (PT) dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor : 100/BH.12-05/1V/2000.°
Mengapa penulis mengambil mudarabah? karena mudarabah sangat
cocok diterapkan pada sektor riil dan pengembangan usaha rakyat, sebenarnya
sudah sangat sesuai dengan pola yang diharapkan, mampu mem-back up industri
besar yang kini mengalami tingkat persaingan yang sangat kompetitif.
Mudarabah pada BNI Syari’ah bisa dioptimalisasikan melalui berbagai

langkah, antara lain kesinambu si informasi terhadap usaha

yang akan dijalankan. Informasjui adalah sesuatu yang sangat

penting dan berharga dalam seti

dimaksimalkan melalui database.” f

mencari dan menemu@ Nri\t?gw §Ila||d ;& iklim usaha tersebut.
Langkah lainnya adalah mﬂ%ng industri-industri kecil yang

dibina langsung oleh barllra]btj’m EI.SII %\benar—benar milik rakyat,

prospektif, dan dikelola dengan amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci
penting bagi negara kita untuk dapat survive di saat krisis seperti ini, dan melatih
bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri.”

Dan data yang penulis olah adalah data tentang keseimbangan hak dan

kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil (mudarabah) pada Bank Negara

® Sumber: BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta tahun 2009.
7 http://salafivunpad.wordpress.com, diakses pada tanggal Senin 12 Januari 2009 pukul 22.15
wWIB




Indonesia (BNI) Syari’ah cabang Yogyakarta tahun 2005 - 2009.

B. Rumusan Masalah
Melihat kompleksnya permasalahan yang ada dan cukup luasnya kajian
yang harus dibahas dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk
membatasi permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudarabah) pada Bank
Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana keseimbangan hz

pembiayaan dengan sistem

Indonesia (BNI) Syari’ah Cab

JMJI@

C. Tujuan Penelitian

Tojuan darl pendtBin S Mﬁ@ﬁh’il&é S

1. Untuk menjelaskan pemb:ayaan engalnas\lstAerébagl hasil (mudarabah) pada
Bank Negara Indonesia ﬁNR aﬁaﬁ %ogyakarta

2. Untuk menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalarn
perjanjian pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudarabah) pada Bank

Negara Indonesia (BNI) Syari’ah cabang Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian
Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:
1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai keberadaan Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah serta



produk-produknya, terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana dalam
bentuk pembiayaan dengém sistem bagi hasil (mudarabah).

2. Bagi Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Yogyakarta, sebagai
bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dimasa datang berkaitan
dengan pembiayaan dengan sistem bagi hasil (mudarabah).

3. Bagi kepentingan Akademis, Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan
informasi bagi akademisi/peneliti yang akan melakukan penelitian terhadap

permasalahan yang sama. [/ ISLAM

S

VERSITA
ISINOANN

%(

H. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah bagi WMMJ@? memahami hasil penelitian ini
secara terperinci, maka 3iftidfatidh pembabdsanhyh sébagabberikut :

Bab. I. Pendahuluan, bérisi tertang\iAl-hal yang mengatur isi dan
bentuk tesis. Pada bagian| e\ fa)thit Belakardg/musalah, rumusan masalah,

pembahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat/ kegunaan penelitian, dan
sistimatika pembahasan.

Bab II. Deskripsi tentang bagi hasil yang terdiri telaah pustaka,
kerangka teori, hipotesis. berisi paparan tentang pengertian bagi hasil,
perbedaan sistim bagi hasil dan sistim bunga, prospek perbankan berprinsip
bagi hasil, permasalahan dalam implementasi prinsip-prinsip syari’ah, produk-

produk bank syari’ah.



Bab  IIl. Metode Penelitian, bab ini menjelaskan tentang dimana tempat dan
waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang peneliti pakai, teknik pempulan
data pada saat penelitian serta sumber data penelitian.

Bab V. Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dipaparkan tentang
gambaran perusahaan, yang memaparkan tentang profil perusahaan, sejarah singkat
Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Yogyakarta, alasan pendirian, visi misi dan
budaya perusahaan, produk-produk Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Yogyakarta,

struktur organisasi serta tentang keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Yogyakarta. Serta menjelaskan temgjwm apabila terjadi sengketa diantara

= UNIVERSITAS
Bab VL. Penutup, yang brs Elﬁlm saran
INDONESIA



BAB Il

TELAAH PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka
Berbagai karya ilmiah tentang Perbankan Syari’ah diterbitkan antara lain : karya
Muhammad Syafi’i Antonio berjudul Bank Syari’ah suatu pengenalan umum, buku ini
mengajak para banker dan praktisi keuangan tentang keunggulan-keunggulan

komparatif system perbankan termasuk mencermati penyebaran dan

Manajemen Syari’ah dala

» X1k

Hendri Tanjung,' dalam karyan indngiioiaallon Wi bagaimana manajemen
UNIVERSITAS

perbankan syari’ah dapat sinergi d manejemen yang diajarkan oleh Rasulullah
ISLAM

Muhammad SAW. Dengam nﬁggdr a manajemen harus diawali
oleh suatu keyakinan bahwa setiap érubahan yang t%\di hendaknya berawal dari
kekuatan diri sendiri. Kemudian diuraikan pula bagaimana membuat team work yang
kuat tanpa merugikan pihak lain. Buku ini diterbitkan pada tahun 2003 di Jakarta oleh
penerbit Gema Insani.

Karya ilmiah Manajemen Bank Syari’ah karya Muhammad,” yang diterbitkan

pada tahun 1987 oleh UPP AMP YKPN Yogyakarta, buku tersebut menguraikan

! Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktek,(Jakarta: Gema
Insani, 2003).

? Muhammad, Manajemen Bank Syari ‘ah, (Y ogyakarta:UPP AMP YKPN,tt).
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tentang sistem keuangan Islam telah menarik perhatian para bankir barat terutama
Eropa, bahwa metode pembiayaan syari’ah telah dipandang sebagai suatu tantangan,
sekaligus peluang. Hal ini dimungkinkan adanya fenomena masyarakat industri yang
didorong oleh tuntutan klien dalam nuansa bisnis modern.

Masih karya Muhammad,” yang berjudul Bank Syari’ah Analisis Kekuatan,
Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang diterbitkan pada tahun 2002, menyajikan
tentang syarat yang diperlukan agar operasional Bank Syari’ah dapat efesien,

ISLAM
profesional dan kredibel, maka haru‘é’ diliﬂ dary kekuatan, kelemahan, peluang dan
e O

tantangan.

NIVERSI

Sebuah karya Adiwarman A
berjudul Bank Islam Analisis quﬁmymgﬁan, buku ini membahas tentang
masalah apa sebenarnyl Bik!{stap itu? [Dan mefnbahdS\tefitang bagaimana menjadi
seorang muslim ketika menjalanll&LnsaQ\Midalamnya mengandung prinsip
kerelaan atau rela sama mlaMQMEiﬁ lzé\menzalimi dan dizalimi.

Studi lain yang pernah dilakukan terkait dengan Bank Syari'ah adalah tesis
yang berjudul “Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk Bank Muamalat
Indonesia (Studi Pada BMI Cabang Surabaya)”, yang ditulis oleh Alfled L.
Penelitian ini mengemukakan bahwa, pertama, nasabah BMI mempunyai
karakteristik yang sangat beragam dari jenis kelamin, tingkat dan jenis pendidikan

yang pernah ditempuh, pekerjaan dan motivasi mengambil produk atau jasa di

* Ibid, Bank Syari’ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, (Y ogyakarta:
Ekonosia,2002).

* Adiwarman Azwar Karim, Bank [slam Analisis Jigh dan Keuangan, (Jakarta: HIT Indonesia, 2003).
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BMI. Kedua, semua produk yang ditawarkan BMI ada peminat dan pemilihnya,
sebagai gambaran bahwa terobosan atau langkah yang ditempuh cukup efektif,
tidak ada kemubaziran. Ketiga, Nasabah BMI mempunyai sikap yang sangat positif
terhadap produk BMI, termasuk pelayanannya, namun dari analisis variansi
ternyata tidak ada perbedaan sikap yang bersumber dari perbedaan karakteristik
nasabah, tidak ada perbedaan sikap rasional antara tipe nasabah emosional dengan
tipe nasabah rasional. Namun terhadap sikap emosional ada perbedaan sikap yang
signifikan antara tipe nasabah ras
sebesar 0,018. Dari sini terdapat kesi

menyebabkan tingginya sikap positi

yaitu produk dan sistem pelayanan&jﬁ;ﬂﬁwwdiﬁ (sebagai objek sikap). Faktor
lain pembentuk sikap @Mh;dm@}.ﬁ]ﬁm Situasi (dunia perbankan
kurang mantap) serta faktor sicriﬁlt_otﬂ Mla’, kyai, guru, orang tua) yang
mendukung objek sikap (MD O N E S I A

Ibrahim R. Mangge juga pernah melakukan penelitian di BNI Syari'ah,
dengan mengambil judul “Operasionalisasi Dan Mekanisme Kerja Perbankan
Syari'ah (Studi Kasus pada BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta)”.®

Kus Fajar Rimawan, pada tahun 2003 telah menulis sebuah tesis yang

SAlfled L., “Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk Bank Muamalat Indonesia” (Studi Pada
MBI Cabang Surabaya)”, Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2002, hal. 115.

® Ibrahim R. Mangge, “Operasionalisasi Dan Mekanisme Kerja Perbankan Syari‘ah (Studi Kasus
pada BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia,
2001.
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beriudul “ Pemahaman Nasabah Tentang Riba Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus
Nasahah Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)”. Pada akhirnya Kus Fajar
menyimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Yogyakarta belum mengetahui
secara rinci operasional dan produk yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah dan
masih perlu sosialisasi mekanisme pembagian keuntungan atau profit sharing. Dan
selanjutnya berdasarkan dari hasil analisis regresinya menunjukkan bahwa

pemahaman nasabah Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta di kota Yogyakarta

terhadap masalah riba, masih keci r,gf,, (i sebesar3,573.

= V)

Penelitian pada kantor ba:@: Qang sama juga dilakukan oleh

Bahaudin, dengan judul tesis “E Produk Pembiayaan Murabahah

Pada Bank Syari'ah (Studi Kasu$:pada Bank BNI Syari'ah Yogyakarta)”. Pada

akhir penelitiannya mmwsﬁm\s produk pembiayaan

murabahah selama dua tahun s*@lielmMOOS), masih merupakan produk
primadona di Bank BNIIN@@M&M’ terbukti dengan angka
persentase sebesar 97 % produk penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan
murabahah. Kedua, bahwa praktek murabahah pada Bank BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta tidak seperti jual beli barang secara tunai seperti umumnya pedagang,
namun jual beli secara angsuran/cicilan, disertai dengan perjanjian tertulis antara

pihak bank sebagai penjual barang dan pihak nasabah sebagai pembeli barang.

7 Kus Fajar Rimawan, “Pemahaman Nasabah Tentang Riba Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus
Nasabah Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam
Indonesia, 2003, hal. 105.
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Dalam hal ini, Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mensyaratkan adanya
jaminan, untuk menghindari munculnya etika bisnis yang tidak baik dari nasabah.®

Pada tahun 2004, Adawiyah mengadakan penelitian tentang “Pengaruh
Fatwa MUI Tentang Pengharaman Bunga Bank Terhadap Jumlah Nasabah Pada
Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
ada peningkatan jumlah nasabah setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang

pengharaman bunga bank. Hal in terjadi pada bulan Desember 2003 dan Januari

2004 yaitu masing-masing 22,79 %’d ,04 %]/ Sehingga terdapat korelasi yang
v

positif antara dikeluarkannya fa

konsistensi dan pengambilan keput jadi;nhsabah bank BRI Syari'ah.”

Selanjutnya Firdaus Furyw. s o @Jjuga ikut meneliti BNI Syari'ah
Cabang Yogyakart, daibin|péusifandya, S parghal pada perbicarsan
pinjaman gardul hasan. Adapun l@bﬂ;ﬁ@Mﬂh “Evaluasi Performance Loan
(Npl) Pinjaman Qardul H*NWES*A@ Cabang Yogyakarta)”.
Ada beberapa hal yang dapat diketahui dari tesis ini. Diantaranya adalah pertama,
bahwa karakter nasabah penerima gardul hasan di Bank BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta berpengaruh terhadap NPL (Non Performing Loan), nasabah dengan
karakter baik dapat menurunkan rasio NPL yang terjadi. Kedua, Semakin banyak

nasabah dengan referensi yang jelas (informasinya objektif), semakin kecil rasio

¥ Bahaudin, “Evaluasi Praktek Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus
pada Bank BNI Syari'ah Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2003, hal.
107-108.

9 Adawivah “Penoarnh Fatwa MITT Tentano Pencharaman Runoa Rank Terhadan Tnimlah
ACGEWIYEN, "TONZHNMIN Fatws MUL lorang Tonohermman Dunon Papx lemaaen

I
[erre

Nasabah Pada Bank BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta”, Skripsi, Yogyakarta: STEL, 2004, hal. 105.



15

NPL yang terjadi. Ketiga, payment semakin baik dengan pendapatan yang lebih
besar dibandingkan angsuran merupakan faktor yang menurunkan rasio NPL yang
terjadi. Keempat, paradigma Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang
menganggap qgardul hasan merupakan produk sampingan sehingga pengolahannya
belum dilakukan secara profesional. Kelima, paradigma masyarakat masih menilai
bahwa qardul hasan merupakan produk sosial yang bersifat bantuan, seperti

diberikan pemerintah kepada masyarakat merupakan faktor yang bisa membuat

qardul hasan menjadi tidak lancar [*
Kemudian Penelitian yang pene
2007 dengan judul Korelasi Profi

)
ik M@sabah BNI Syari’ah Yogyakarta,

Berinvestasi pada Bank Syari’ah 'Stu

penelitian ini mengupathW\ErR SalsﬂfbA‘@yakana yang menjadi
nasabah Bank BNI Syari’ah Yog)l:&uamm besarnya koefisiensi korelasi
antara masyarakat Yogyakm M&Mﬁnvestasi dengan sistem

bagi hasil di BNI Syari’ah Yogyakarta. "'

Penulis memahami masih ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian di
Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah Yogyakarta, penulis mendapatkan judul dan
tidak mengetahui penulis dari peneliti sebelumnya.

Dari kajian-kajian tersebut diatas, nampak jelas bahwa penelitian yang

'° Firdaus Furywardana, “Evaluasi Performance Loan (Npl) Pinjaman Qardul Hasan (Studi kasus
di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta)”, Tesis, Yogyakarta: MSI Universitas Islam Indonesia, 2006, hal.
61-62.

' Rosehan Ahmad, Korelasi Profit Sharing dengan Keinginan Nasabah dalam Berinvestasi pada
Bank Syariah (studi kasus pada Bank BNI Syariah Yogyakarta), (Y ogyakarta: UII Yogyakarta, 2007)
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dilakukan oleh penulis, adalah suatu hal yang baru dan sepengetahuan penulis
belum pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian
sebelumnya kebanyakan membahas bagaimana respon atau sikap atau tanggapan
pihak luar terhadap bank syari'ah.

Adapun penelitian yang dilakukan penulis ini obyek dan kajiannya sangat
berbeda yaitu dengan mengkaji dan menyoroti tentang hal-hal yang menjadi hak dan
kewajiban para pihak (baik para nasabah maupun pihak bank sendiri) terhadap kontrak
bagi hasil (mudarabah) pada ndonesia (BNI) syari’ah cabang

Yogyakarta.

iiﬁn@
O
v 0
Z
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B. K Teori e (£ (B
ke e SR
Dewasa ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan.

UNIVERSITA

Beberapa kalangan mencurigai Islam sel:Xiu faktor penghambat pembangunan .
Pandangan ini berasal dlaﬁfln)“ké Ibqraélgsll(ljg demikian tidak sedikit
intelektual muslim yang juga meyakininya. Kesimpulan yang agak tergesa-gesa ini
hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahfahaman terhadap Islam. Seolah-
olah Islam merupakan agama yang hanya berkaitan dengan masalah-masalah ritual,
bukan sebagai sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan,
termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah
satu motor penggerak roda perekonomian. '

Keseimbangan kewajiban para pihak dalam perjanjian mudarabah dapat

'? Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah, Suatu Pengenalan Umum.( Jakarta: Bl dan Tazkia
Institute, 1999),hal. 37
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dilihat dari dua aspek, antara lain:"
1. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.

Islam menghimpun antara beriman kepada yang ghaib dan memanfaatkan
akal fikiran. Manusia hidup dalam dua alam, bukan satu alam. Banyak
fenomena alam yang belum dapat ditafsirkan manusia, sehingga manusia
harus mengagumi keagungan Tuhan, sementara itu Islam mewajibkan manusia
membebaskan akalnya untuk belajar, mengenal, mencipta, menemukan,

 ISLAM O\
memanfaatkan benda mati yaﬁg bertebaran di dunia dan memanfaatkan
E 4i o)

kekayaan alam yang sangat lumﬁ i

2. Keseimbangan melindungi
masyarakat. SR

Masyarakat Islamtidal/ menfberikar| Kekuasdan dalam masyarakat

kepada kelompok berada (pel@lmoﬂ Mkarena Al-Qur’an dan Sunnah

tidak memberikan kekdatdi Khiisid “Kepadakdigfpok pemilik modal buat

memegang kekayaan. Begitu pula Al-Qur’an dan Sunah tidak memberikan

masing-masing individu dan

kepada negara memonopoli harta kekayaan dari perekonomian rakyatnya.

Arti keseimbangan dalam sistem sosial ialah tidak mengakui hak mutlak
dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan-batasan tertentu,
termasuk dalam bidang hak milik. hanya keadilanlah yang dapat melindungi

keseimbangan antara batasan-batasan yang ditetapkan dalam sistem-sistem

3 Warkum Sumitro, Asas Perbankan dan Lembaga-lembaga Terkait, BMI dan Tafakul di
Indonesia,(tk:PT Raja Grafindo Persada,2002),hal.200
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Islam buat kepemilikan Individu dan kepemilikan umum.

Agar tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak dalam sistem
mudarabah, maka diperlukan adanya suatu akad yang menentukan hak dan
kewajiban masing-masing kedua belah pihak.

Akad menurut bahasa adalah perikatan, perjanjian dan permufakatan(al-
ittifag)."* Sedang menurut istilah adalah Pertalian ijab (pernyataan melakukan

ikatan) dan gabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak

m

>
SWT. Dengan rahmat dan karunja-N J Au@ memberikan manusia hak untuk

memiliki sesuatu berdasarkmgmmbab, antara lain melalui jual

beli, sebagai hasiwl ‘bagithadil) Harid Warisar( K epemilikan manusia

atas harta yang diperoleh sesh:§Tkhedal{dydNodh adalah sah dan melindungi
sepenuhnya, sehingMWNﬁMahan harta atau barang
dari seseorang kepada orang lain, tanpa melalui jalur akad yang telah
digariskan. Karena itu mematuhi rambu-rambu akad berarti menghormati hak
kepemilikan orang lain yang telah diberikan Allah SWT kepadanya.

Bank syari’ah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke

** A. Rahman Ritonga, dkk, Ensikiopedi Hukum isiam voi.i (jakarta:PT.ichtiar Baru Van
Hoeve, 1999), Hal.63.

' Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah (life and general) konsep dan Sistem
Operasional (Jakarta: Gema Insani, 2008), Hal.38.
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dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Bank Syari’ah sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-
prinsip syari’ah menur]ut ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadis, memiliki ciri-ciri
yang berbeda dengan bank konvensional.'®

Perbedaan yang paling prinsip antara bank konvensional dengan bank
syari’ah yaitu adanya larangan riba, namun justru dalam bank
konvensional menggunakan sistem ribawi, padahal jelas-jelas bahwa sistem

ribawi ini dilarang agama.

Umat Islam dilarang men pun jenisnya, karena Al-Qur’an

dan Hadis Rasulullah SAW.A erupakan sumber utama hukum Ilahi,

secara jelas melarangnya. Ulama: sepakat (ijma’) bahwa riba adalah

et UNIVERSITAS
Terlepas dari pendad&hﬂiAMerhadap hukum bunga bank

tersebut, yang pasti lMQ@NMahwa umat Islam pada

umumnya merasa ragu-ragu dan bersikap mendua karena disatu pihak
sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan ekonomi mereka harus
berhubungan dengan bank, dipihak lain dalam sanubari masih ada kekwatiran
tentang bunga bank, sesuai petunjuk hadis kita harus berhati-hati menghadapi
masalah-masalah yang masih syubhat, maka dengan munculnya perbankan

Islam yang bebas dari unsur ribawi ini diharapkan terjawablah keragu-raguan

16 Warkum sumitro, 4sas, hal. 202.
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kita selama ini.

Di dalam operasionalnya bank Syari’ah didasarkan oleh beberapa
prinsip-prinsip yaitu

Al-wadi'ah yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang)
dengan penyimpan (termasuk Bank) dimana pihak penyimpan menjaga
keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi, al-wadi’'ah

merupakan titipan murni yang dipe akan oleh pemiliknya.

Al-Murabahah, yaitu pers

sebesar pokok ditambah denga

dengan pembayaran ditangguh

]

n
z
AT

S

meliputi cara pembayaran sekaligus

Dasar hukum ”UMJ"MEB‘§ l\m-‘at an-Nisa’ ayat 29
yang terjemahannya : I S I_ A M

“Hai orang-orang yany?!l@ Q%&Lﬁ saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama suka diantaramu...”’®

Mudarib sebagai entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang
melakukan perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT. Dari keuntungan
investasinya, ayat Al-Qur'an lain yang senada yaitu dalam surat al-Jum'ah

ayat 10 yang terjemahannya:

'" Aswandi, Dasar-dasar Manajemen Bank syariah, (Jakarta: Alvabet, tt), hal. 66
'® Mahrnud Yunus, “Tafsir Qur ‘an Karim, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 2004), hal. 112.
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“Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi ini dan carilah
karunia Allah SWT"."
Risiko yang terdapat dalam sistem pembiayaan mudarabah diantaranya :*°
1. Side steaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang
disebut dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembuyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.
h pihak bank syari’ah setiap
dengan analisa terhadap calon

menyangkut lima aspek yang
dikenal dengan "the five's of crédit analisys” yang meliputi: pembiayaan
dengan sistem muglagabah dipeleham juga) adanyq jaminan, namun jaminan
bukanlah satu syarat yarFSﬂaAka jaminan ini yaitu jaminan

perorangan dan JM]W@@NE@P m-riset pada Bank Negara

Indonesia (BNI) Syari’ah cabang Yogyakarta, jaminan yang digunakan

adalah jaminan kebendaan. Pentingnya jaminan atas pembiayaan ini karena
bank ingin mendapat kepastian bahwa pembiayaan yang diberikan kepada

debitur dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui

bersama.

1% Ibid, hal 830

% Rachmadi usman, Aspek-aspek hukum Perbankan Islam di Indonesia,(Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, tt), hal.221
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C. Hipotesis
Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil
pada BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta merupakan salah satu tujuan para pihak
untuk mendapatkan kepuasan dalam kegiatan perbankan syari’ah. Oleh karena hal
tersebut penulis dapat merumuskan kesimpulan sementara (hipotesis) sebagai

berikut:

(h;) adanya korelasi antara pemah? terhadap sistem kontrak syari’ah

(ho) tidak adanya korelasi antara> Il an mudarib terhadap sistem kontrak
syacish yang menesapkinn sA agh el
Karena bagi hadil WalR dreepbibyh, Amdkebank syari'ah dengan
sisiom bagi hasilnya juga mel o\ iayn yang dapat digessrionn
kepada pembeli pmduklmQIQHﬁél @at menetralisir terjadinya

biaya tinggi, meningkatkan efesiensi dan menghambat laju inflasi, bank syari’ah
sangat peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berdampak pada
upaya untuk selalu meningkatkan kualitas banker bank syari’ah menjadi lebih
kompeten dan profesional.

Optimisme perkembangan perbankan syari’ah yang semakin baik karena
didukung pula oleh peningkatan pemahaman dan keinginan masyarakat
menggunakan jasa perbankan syari’ah. Prinsip bagi hasil yang dianut oleh

perbankan syari’ah membuat resiko kerugian makin kecil, karena praktek
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spekulasi atau akibat gejolak moneter dapat dihindari sehingga nisbah bagi para
nasabah dapat terbayarkan sesuai dengan prosentase bagi hasil yang tertera dalam
akad perjanjian.

Melihat karakteristik responden yang didominasi kaum laki-laki sejumlah
80%, serta tingkat pendidikan responden 80% sarjana, diploma 10% dan yang lain
10 %, karakteristik pengusaha swasta 70%, serta karyawan swasta 30%, dari data

tersebut diperoleh bahwa pihak mudarib, lebih rasional dalam memilih bank

ayaan pihak-pihak untuk sukses

bersama dunia-akherat. AZL“UJ%H‘@J
Sifat valid dan@M WE@@ IWagliditas dan reliabilitas

hasil ukur suatu pengukuran. Al)@i_haﬁMengukuran terhadap instrument

tidak valid dan reliable rhitkd finfofma$injang Qisdjikan menjadi keliru sehingga

kesimpulan yang diambil dalam suatu keputusan tentu tidak tepat.

Pada kenyataannya, setiap orang yang melakukan transaksi/ kontrak
pembiayaan dengan pihak BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta berharap
mendapatkan hasil dalam bentuk “bunga”. Pertimbangan seperti ini yang
mempengaruhi pendapat responden menjadi ragu-ragu dalam menjawab. Terdapat
responden yang menyatakan ’setuju’ walau dalam kenyataan bertentangan tetapi
karena pemahamannya tentang prinsip syari’ah/keberkahan bahkan responden

meyakini bahwa bunga hukumnya riba oleh karena itu responden pada pertanyaan
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tersebut menyatakan merasa puas dengan sistem bagi hasil walaupun tidak

mendapatkan bunga.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah
Cabang Yogyakarta yang beralamat di jalan Kusumanegara No.112 Yogyakarta.
Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan penulis melihat adanya permasalahan

yang timbul pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syari’ah cabang Yogyakarta

e (S ([
Adapun waktu penelitian gi’mj ! “&@n pada tanggal 1 Juni sampai

dengan 30 i 200 UNIVERSITAS
B. Jenis Penelitian ISI_ A M

Jenis Penelitian ml mgm%%engm studi kasus atau

lazim disebut dengan field research yaitu penelitian yang dilakukan secara
intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu.
C. Pendekatan Penelitian
Karena penelitian ini meneliti suatu respon atau tanggapan dari obyek
yang diteliti, maka di dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan
pendekatan Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum dilakukan untuk

mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, adapun hasil yang dicapai
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adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu
yang diajukan.'
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi menijadi tiga,
yaitu : dokumentasi, wawancara dan angket.
a. Dokumentasi
Dokumentasi adalah data—data mengenai sesuatu hal yang

berupa catatan, transkrip, booklet, perjanjian-perjanjian dan

sebagainya. Dalam met metode dokumentasi ini, penulis

ui klausul-klausul hak dan

tum di dalam akad perjanjian
disamping data-data yang

berkenaan deughh WAmMbAT imancathulpiéhl SBNT Syari'ah Cabang
Yogyakarta. I S I_ A M
b. Wawancara INDONESIA

Wawancara adalah pembicaraan antara dua pihak dimana pihak

pertama ingin mengetahui ide atau pikiran atau sesuatu hal dari pihak
kedua. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui hak dan kewajiban baik
terhadap pihak BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta maupun nasabah
bank BNI Syari'ah dan untuk itu penulis mewawancarai dengan orang

yang bisa dianggap mewakili BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta, yaitu

! Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008), Hal. 41
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Pimpinan Kantor BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta atau yang ditunjuk
oleh pimpinan dan para mudarib.
c. Angket
Metode angket ini memiliki sasaran yang sama dengan metode
wawancara,” yaitu memperoleh data lapangan dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden (nasabah BNI
Syari’ah).

d. Pengambilan Sampel

pling\
SENE

sampling.’

Acceder‘t) MMERS&‘ET& engan opportunite
sampling atau “sampll%zli—nﬁ’Mlah teknik sampling dengan
mendasarkan din'l m%a&liﬁua atau asal nemu saja.

Quota sampling yaitu teknik penentuan sample dengan
menentukan quota atau jumlah dari sample penelitian. Teknik ini
merupakan pengembangan dari metode accidental sampling.

Purposive sampling, merupakan teknik non probability sampling.
Dalam hal ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tertentu, antara lain berdasarkan : sample wilayah, wirausaha yang

?  Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal.
126.

7 Ibid hal.114... lihat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey,
Jakarta: LP3ES, 1985) hal. 121
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bersifat produktif, dan Pengelolaan Kas yang transparan (lower
fraction of unobservable cash flow)

Pada teknik sampling ini bukan berarti tidak memberikan
kemungkinan yang sama bagi setiap anggota populasi. Prinsip
penentuan sample adalah sama yaitu bahwa sample yang dipilih adalah
mewakili keadaan populasi. Sampel adalah bagian dari populasi.* Atau
juga sering disebut penelitian contoh, artinya penelitian yang

dilakukan dengan mengambil sebagian anggota populasi untuk

ISLAM .

mewakili seluruh anggo pulasi.”Populasi penelitian ini adalah

Negara Indonesia (BNI)

Syariah cabang YogyakKarta spoen penelitian ini diambil 10
mudarib  yang menjadiAssqtah dari tahun 2005 sid 2009,
khususnya yand “vhengddakahkSntcekl déngdm sistem bagi hasil
(mudarabah). ISLLAM

Teknik penMQmElSIAlitian ini menggunakan

sampling acak (random sampling). Teknik pengambilan secara acak
adalah mencampur subyek dan obyek didalam populasi dan masing-
masing subyek mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi
sampel.
E. Sumber Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan

* Ronny Kountour, Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis,c.3, ( Jakarta:

PPM, 2005), Hal. 9 dan dapat diithat Supardi, Meiodoiogi Peneiitian Ekonomi dan Bisnis,
(Yogyakarta: UII Press, 2005), Hal. 102.
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data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dicatat dan
diamati untuk pertama kalinya.’ Yang termasuk data primer dalam penelitian
ini adalah data-data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan atau
diskusi penulis dengan Pimpinan Kantor Bank BNI Syari’ah Cabang
Yogyakarta atau yang mewakilinya, dan dengan nasabah/ mudarib Bank BNI
Syari’ah Cabang Yogyakarta.

Adapun yang dimaksud dengan data sekunder adalah data-data yang
bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari,

ISLAM
majalah, buku, publikasi, bookl¢t, panflet, “fesis/ skripsi dan lain-lain.® Di
v}

a sekunder dari buku, tesis,
booklet, panflet, buku-buku pedoman perusahaan dan dokumen persuratan
Bank BNI Syari’ah Cabang Yo vk &fﬂj@l
F. analisisData ~ UNIVERSITAS

Anlisis yong Gigsasikr) Shla o\l alatabs snlisis deskriphi,

yakni penulis berusaha MQQ l}l %nggambarkan data-data

yang telah diperoleh dari lapangan, untuk kemudian diambil suatu

kesimpulan.

5 Marzuki, Metodologi Riset, Cet. 9, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2002), hal. 55.

® Ibid., hal. 56.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

L.

Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta

Berdiri sejak 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara
Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh
Pemerintah Indonesia.

Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi
pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang
Republik Indonesia, pada malam menjelang- tanggal 30 Oktober 1946,
hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal
tersebut diperingati ‘'sebagai Hari Keuangan Nasional,”»sementara hari
pendiriannya yang jatuh pada tanggal-5/Juli 'ditetapkan sebagai Hari Bank
Nasional.

Menyusul penunjukan De Javache Bank yang merupakan warisan dari
Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah
membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau
bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank
pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank
devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri.

Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank

Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah.
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Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik bagi sektor usaha
nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian
dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi
digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank
Negara Indonesia lebih dikenal sebagai 'BNI 46'. Penggunaan nama
panggilan yang lebih mudah diingat - 'Bank BNI' - ditetapkan bersamaan
dengan perubahaan identitas perusahaan tahun 1988.

Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank
Negara Indonesia (Persero), [ sementara ~keputusan untuk menjadi
perusahaan publik diwujudkan melalui'penawaran saham perdana di pasar
modal pada tahun 1996.

Kemampuan BNLuntuk ‘beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan
lingkungan, sosial-budaya ° serta— teknologi dicerminkan melalui
penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa ke
masa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap
perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai
digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik,
setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan 'Bank
BNI' dipersingkat menjadi 'BNI', sedangkan tahun pendirian - '46' -

digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai
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bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya,
BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta

senantiasa menjadi kebanggaan negara.l

Cikal bakal berdirinya perbankan di Indonesia tidak dapat dilepaskan
dari berdirinya De Javache Bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia
Belanda pada tahun 1827. Tujuan utamanya adalah mengatur perputaran
uang pada masa itu. Sebagai lahgkah cawal dalam upaya persiapan
berdirinya lembaga keuangan, dalam hal ini bank, banyak hal yang
dilakukan oleh pendirinya. Untuk” memudahkan sistem operasionalnya,
maka didirikanlah sebuah yayasan yang berkantor di jalan Menteng Raya
No. 23 Jakarta, dengan nama Poesat Bank Indonesia atau yang pada masa
itu dikenal dengan nama PBI._Pada tahun. 1946, ketika pemerintahan
Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta sebagai pusat pemerintahannya,
maka PBI juga ikut dipindahkan mengikuti pusat pemerintahan pada masa
itu.?

Dalam kondisi politik serta keamanan yang tidak menentu, pada saat
itu para pendiri Poesat Bank Indonesia mempersiapkan pendirian bank
yang dapat beroperasi secara layak dan normal. Pada tanggal 5 Juli 1946,

keluarlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Dimana

! www.bni.co.id diakses pada tanggal 9 Juni 2009 jam 15.00 WIB

2 Waumnrars danaan Ranal Walhid & Mnlbhtadi Panvalia Oneracianal RN Quari’ah
AN LY I VTR Y Y \‘\il‘bl“l u“.llll\ Y LAMNALING 4 k. l‘luml“‘-ul, 1w IJUIIH U}l‘vll‘-’lullul AL %R l)Jw Lokl

Yogyakarta , hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 jam. 09.30 WIB.
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intinya adalah melebur PBI ke dalam BNI. Peresmian BNI sebagai sebuah
bank umum dilakukan oleh Drs. Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1946
dengan direksinya R.M. Margono Djoyohadikusumo.?

BNI Syari'ah adalah salah satu Bank (BNI) yang didirikan khusus
untuk melayani para nasabah yang menginginkan sistem perbankan
berdasarkan syari'ah. Sistem yang dijalankan Bank (BNI) pada saat ini
adalah dual banking sistem, artinya suatu sistem perbankan yang
menjalankan dua sistem secara bersamaan, berdampingan dan saling
sinergis. BNI Syari'ah berdiri’sejak bulan, Mei 2000 yang secara serentak
dibuka di lima Cabang sekaligus vaita BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta,
Cabang Jepara, Cabang Malang, Cabang Pekalongan dan satu Cabang di
luar Jawa, yaitu di Banjarmasin. Kemudian pada tahun 2001 secara
bertahap dibuka juga BNI Syari'ah Cabang Jakatrta Timur, Jakarta Selatan,
Padang, Palembang, Medan-dan-Makasar/ Sehingga sampai akhir tahun
2002 sudah dibuka’ cabang syari'ah—sebanyak ‘12 cabang di seluruh
Indonesia.*

Pelayanan berdasarkan prinsip syari'ah dikelola oleh unit organisasi
yang disebut Divisi Syari'ah, yang membawahi beberapa kantor cabang
syari'ah. Secara struktural Divisi Syari'ah merupakan bagian dari Strategic
Bussines Unit (SBU) ritel. Namun dalam penghimpunan dana, pembiayaan

maupun sistem akuntansinya sama sekali terpisah dengan BNI

3 Ibid.

* Booklet Profil Perusahaan, Sambutan Direktur Utama Bank BNI, Bapak Saefudin Hasan,
(Jakarta: BNI Syari'ah Yogyakarta), hal. 2.
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Konvensional yang melakukan kegiatan perbankan umum. Hal ini
dilakukan untuk memenuhi ketentuan menjaga agar kegiatan usaha BNI
Syari'ah tidak melanggar prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Mengingat di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah
beragama Islam, hal tersebut merupakan peluang untuk mendukung bisnis
Islam dengan prinsip syari'ah Islam. Oleh karena itu tidak ada
pertimbangan lain kecuali dengan mewujudkannya dengan media Bank
Syari'ah.

. Alasan Pendirian BNI Syari’ah

Beberapa alasan pendirian Bank Syari'ah sebagai berikut -
2.1 Internal

a. Pendapatan BNI dari sektor “perkreditan saat ini mengalami
penurunan oleh! karena banyaknya’ pinjaman-_bermasalah (non
performing loan) yang-diakibatkan kondisi ekonomi yang tidak
menguntungkan.

b. Tingginya tingkat bunga pinjaman yang berlaku pada bank
konvensional yang tidak mungkin lagi dibebankan kepada para
pengusaha.

¢. Produk perbankan konvensional berupa kredit dan dana
mempunyai resiko cukup tinggi, yang dapat berakibat

menimbulkan kondisi negative spread.

* Buku Pedoman Perusahaan, Petunjuk Pembiayaan, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 1.
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d. Untuk mengatasi persoalan diatas maka diperlukan jenis usaha
perbankan yang dapat meminimalisir pengaruh krisis ekonomi
terutama pengaruh sektor moneter dan kebijakan bank
konvensional yaitu perbankan dengan sistem syari'ah.

e. Jaringan teknologi BNI yang luas, sehingga mampu memahami
karakter nasabah di lingkungan bisnis yang memungkinkan
didirikannya bank syari'ah.

2.2 Eksternal

a. Pendirian Bank Syari'ah|saat ini mendapatkan tanggapan yang baik
dari Bank Indonesia, dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 “pada tanggal 10 Nopember 1998, dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008
tentang Perbankan Syari’ah yang'akan lebih‘mendorong bank-bank
konvensional untuk masuk’ke-Bank: Syadri‘ah.

b. Menurut MUI (Majelis“Ulama Indonesia) ‘bahwa lebih dari 30 %
masyarakat muslim berpendapat bahwa bunga bank konvensional
merupakan riba dan mereka lebih baik menyimpan dananya di
bawah bantal atau dalam bentuk kekayaan lain.

¢. Sebanyak 90 % dari 250 juta penduduk Indonesia beragama Islam
dan bagian terbesar dari ekonomi Indonesia terdiri dari kalangan
menengah ke bawah yang mayoritas adalah umat Islam, sehingga
merupakan potensi pasar yang besar bagi BNI untuk

mengoperasikan Bank Syari‘ah.
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d. Untuk ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan usaha kecil
atau menengah berbasis bagi hasil.
3. Visidan Misi BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta
3.1. Visi

BNI Syari'ah merupakan Unit Usaha Syari'ah (UUS) BNI yang
hingga saat ini menduduki peringkat ketiga dalam pangsa pasar
perbankan syari'ah di Indonesia. BNI Syari'ah Unit Usaha Syari'ah
terbesar di Indonesia baik dari pangsa pasar maupun cakupan
jaringan distribusi di antara_Unit Usaha Syari'ah lainnya. Dalam
menjalankan fungsinya | sebagai ‘lembaga intermediasi perbankan,
BNI Syari'ah melayani berbagat kebutuhan masyarakat luas terhadap
transaksi perbankan sesuai syari'ah baik untuk simpanan dana,

kebutuhan pembiayaan ‘maupun jasa=jasa pérbankan lainnya.®
Secara umum visi BNI ‘menjadi bank kebanggaan nasional

yang unggul dalam layanan dan kinerja.

% Hendra Cipta, “Peranan Jaminan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BNI
Syari'ah Yogyakarta”, Tesis, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Istam Negeri, 2007, hal. 126.



37

Menjadi Bank kebanggaan nasional yang
unggul dalam layanan dan kinerja 2018
Menjadi Bank yang unggul dalam
kinerja
) 2013
Menjadi Bank yang unggul dalam
layanan 2008
Gambar 3.1 : [ Syari'ah
Z
O
@)
Pernyataan visi B efijadi bank kebanggaan nasional
= 0
yang menawarkan lay gan harga kompetitif kepada

SEEY
segmen pasar korporasi, komersial dan konsumer.’

UNIVERSITAS

Misi BNI adalallsmel;a@\nal,}(Aan stakeholder value dengan
INDONESIA

menyediakan solusi keuangan yang fokus pada segmen pasar

3.2 Misi

korporasi, komersial dan konsumer.®

Adapun BNI Svariah dalam mengembangkan usahanva
mempunyai misi menjadi bank syari'ah yang menguntungkan BNI

dan terpercaya bagi umat muslim dengan bersungguh-sungguh

7 Ibid., hal. 126.

® Ibid.. hal. 126.
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menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah

Islam, berdasarkan al-Qur'an, al-Hadis serta ijma’ para ulama.’

Misi yang diemban oleh BNI Syari'ah adalah :

a. Melaksanakan sistem operasional perbankan berdasarkan prinsip-
prinsip Syari‘ah Islam.

b. Memberikan mutu pelayanan yang unggul kepada nasabah
dengan sistem front end dan otomasi on line.

. Meningkatkan kualitas aktiva produktif dengan portofolio bisnis
terutama di segmen pasar usaha kecil dan menengah.

d. Memberikan kontribusi keuntungan| yang nyata terhadap laba

BNI secara keseluruhan: '

4. Filosofi Logo Baru BNI Syari'zh !
a. Identitas baru BNI — Dasar Pembuatan Desain
Identitas baru BNI merupakan hasil desain ulang untuk menciptakan
suatu identitas yang tampak lebih segar, lebih modern, dinamis, serta
menggambarkan posisi dan arah organisasi yang baru. Identitas
tersebut merupakan ekspresi brand baru yang tersusun dari simbol 46
dan kata BNI yang selanjutnya dikombinasikan dalam bentuk logo

baru BNI.

® Bookiet, Profil Perusahaan, hal. 1.

' Ibid., hal. 1.

"! Hendra Cipta, “Peranan.”, hal. 127-128. lihat www.bni syariah.com tanggal 17
Nopember 2009 jam 08.45
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b. Huruf BNI
Huruf BNI dibuat dengan warna furquoise baru untuk mencerminkan
kekuatan, otoritas, kekokohan, keunikan dan citra yang lebih modern.
Huruf tersebut dibuat secara khusus untuk menghasilkan struktur yang
orisinil dan unik.

c. Simbol 46
Angka 46 merupakan simbolisasi tanggal kelahiran BNI, sekaligus
mencerminkan warisan sebagai bank pertama di Indonesia. Dalam logo
ini, angka 46 diletakkan secara diagonal menembus kotak berwarna
jingga untuk menggambarkan BNIsbaru yang modern.

d. Palet Warmna
Palet wamna korporat telah~didesain ulang, namun tetap
mempertahankan | warna | Korporat yang sama, -yakni turquoise dan
jingga. Warna turquoise yang digunakan-pada logo ini lebih gelap,
kuat, yang mencerminkan-citra-yang tebih-stabil' dan kokoh. Warna
jingga yang baru lebih cerah dan kuat, mencerminkan citra yang lebih
percaya diri dan segar.

e. Syari'ah
Kata ini berarti bahwa BNI membuka unit usaha syari'ah, untuk

melaksanakan transaksi yang sesuai dengan syari'ah.
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5. Struktur Organisasi BNI Syari'ah Kantor Cabang Yogyakarta

Struktur organisasi BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak jauh
berbeda dengan struktur organisasi pada bank umum konvensional. Yang
membedakan hanya terletak pada ada tidaknya Dewan Pengawas Syari'ah.
Yang menjadi salah satu ciri khas BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah
keharusan adanya lembaga Dewan Pengawas Syari'ah ini. Tugas lembaga
ini adalah secara kontinyu melakukan pengawasan terhadap setiap produk
dan kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh pemegang kebijakan pada
BNI Syari'ah Cabang Yogyakartadagar tidak terlepas dari ketentuan
syari'ah yang telah ada.

Keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai suatu lembaga
pengawas produk, sangatiah urgen, serta mempunyai peran-peran yang
sangat penting lainnya dalam menyikapi setiap produk-produk yang
ditawarkan oleh lembaga keuangan khususnya BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta, mengingat bank ini mempraktekkan dual banking sistem
dalam sistem operasionalnya.

Berdasarkan surat nomor : REN/2/2270 tanggal 1 Desember 2000,

bagan struktur organisasi Unit Usaha Syari'ah PT. BNI Syari'ah adalah

sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGAWAS SYARI'AH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT
BANK NEGARA INDONESIA (Persero)
Tbk.
DEWAN
PENGAWAS KOMISARIS

SYARI’AH I Direlctur Utama |

l |
l

Direktur Ritel
|
Divisi Usaha Syari'ah
]
I { ]
Kelompok Bagian Bagian
Perbankan Syari'ah Umum Umum
| L
] i ]
Pengelolaan Pengelolaan Treasury Pengelolaan
Pengembang Bisnis dan Investment Penunjang Bistiis
Syari'ah Syari‘sh
] , i \ ]
Cabang Syari'ah Cabang Syari‘ah

Gambar 3.2 : Struktur Organisasi BNI Syari'ah

Adapun tugas masing-masing jabatan tersebut diatas adalah sebagai

berikut :

1.

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)
Dewan Pengawas Syari'ah dijabat oleh dua orang yang merupakan
badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional

(DSN) pada bank. Anggota Dewan Pengawas Syari'ah terdiri dari para
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pakar ekonomi syari'ah dan juga memiliki pengetahuan umum di
bidang perbankan. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syari'ah
ditetapkan oleh DSN. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Dewan
Pengawas Syari'ah wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan
otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian
produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syari'ah.

Tugas utama Dewan Pengawas Syari'ah adalah mengawasi kegiatan

usaha bank syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip

syari'ah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional. Selain itu

ia juga mempunyai tugas-tugas yang'lain sebagai berikut : '2

a. Memberikan nasehat dan saran kepada direksi, nemimpin unit
usaha syari'ah dan pemimpin kantor cabang mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan aspek<aspek 'syari'ah'dalafmoperasionalnya.

b. Menjadi mediator dalam “mengkomunikasikan usul dan saran
pengembangan produk-danjasa yang memerlukan kajian dan fatwa
dari Dewan Pengawas Syari'ah.

¢. Memberikan laporan kegiatan usaha dan perkembangan usaha
kepada Dewan Syari'ah Nasional.

2. Divisi Usaha Syari'ah

Kantor Cabang Syari'ah merupakan unit yang merupakan karakteristik

kegiatan yang berbeda, serta mempunyai pencatatan dan pembukuan

yang terpisah dari Kantor Cabang Konvensional. Oleh karena itu

"* Buku Pedoman Perusahaan, Organisasi BNI, (Jakarta: BN1 Syari'ah, 2000), hal. 3.
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dibutuhkan suatu unit kerja khusus yang disebut Divisi Usaha Syari'ah,
yang berfungsi sebagai kantor induk dari seluruh kantor cabang
syari'ah. Bagi BNI, Unit Usaha Syari'ah ini berada di bawah Strategic
Business Ritel.

Secara umum tugas Divisi Usaha Syari'ah adalah sebagai berikut :"*

a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang

Syari'ah;
b. Melaksanakan fungsi freasury dalam rangka pengelolaan dan

penempatan dana ﬁnﬂ% dari Kantor-Kantor Cabang
o)

Syari'ah;

¢. Menyusun laporan Eeuagy
Cabang Syaria; S IEDES
d. Melakuksh M MBS dadesmgan Kantor-Kantor
Cabang Syariah; 1 DL-AM
3. Pengelolaan Pengembimgar Blonis Syarfabt

Pengelolaan Pengembangan Bisnis Syari'ah mempunyai tugas sebagai

berikut :

a. Melakukan pengembangan produk dan jasa BNI Syari'ah;

b. Memantau sistem dan prosedur operasional sesuai prinsip syari'ah
bekerjasama dengan Dewan Pengawas Syari'ah;

¢. Menunjang pengembangan sistem cabang syari'ah.

13 Ibid., hal. 4.
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4. Pengelolaan Treasury and Investment
Pengelolaan Treasury and Investment mempunyai tugas sebagai
berikut :
a. Melaksanakan fungsi treasury dalam rangka penempatan dana
usaha bank syari'ah;
b. Mengelola bisnis internasional usaha syari'ah yang berhubungan
dengan bank koresponden.
5. Pengelolaan Penunjang Bisnis Syari'ah
Untuk mengoptimalkan iddle dana cabang syari'ah maka dibentuk
pengelolaan penunjang bisnis syari'ah’ yang memiliki tugas sebagai
berikut :'*
a. Menunjang penyediaan logistik dan material cabang syari'ah;
b. Mengelola kebijakan'manajemen sumber dana cabang syari'ah;
¢. Mengkoordinasi pengelolaan anggaran usaha syari'ah;
d. Mengelola sistem akuntansi dan pembukuan keuangan usaha
syari'ah;
e. Menyusun laporan keuangan usaha syari'ah bekerjasama dengan
pengendalian keuangan;
f. Menunjang pengelolaan sistem teknologi wusaha syari'ah

bekerjasama dengan bagian teknologi.

" Ibid., hal. 7.
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Pengelolaan Penyeliaan Bisnis Syari'ah bertugas mengkoordinasi dan

membina Kantor-Kantor Cabang Syari'ah.

Adapun bagan struktur organisasi Bank BNI Syari'ah Kantor Cabang

Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor

Kp/175/Dir/R tanggal 8 Juli 2002, hal Penyempurnaan Organisasi

Divisi Usaha Syari'ah dan Kantor Cabang adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORG

SYARI'AH
CABANG! TA

~
f N

"

1

|

0
2
Sy 0
=) >

Unit Kontrol
Intern Syari'ah

UlNPMERd&l AS) Unit Pemasaran

Bisnis

Unit Pelayanan
Nasabah

HBGNE—§I
Unit Operasional Unit Umum dan
| Akuntan

Gambar 3.3 : Struktur Organisasi BNI Syari'ah CabangY ogyakarta

Adapun fungsi-fungsi pokok dari masing-masing bagian pada BNI

Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Kantor Cabang Syari'ah

Pimpinan Kantor Cabang Syari'ah mempunyai tugas sebagai

berikut :
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a. Memimpin segala kegiatan Kantor Cabang Syari'ah.

b. Menyusun arahan kerja bagi aparat Kantor Cabang Syari'ah.

c. Menentukan kebijakan umum BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta sesuai dengan tujuan bank.

d. Mengendalikan dan mengawasi proses harian dan manajemen
bank.

2. Unit Kontrol Intern Syari'ah

Unit Kontrol Intern Syari'ah mempunyai tugas sebagai berikut : 3

a. Membantu pemimpin cabang dalam mengendalikan atau
mengawasi proses kegiatan harian.dan manajemen cabang.

b. Mengelola seluruh Buku Pedoman-Berusahaan (BPP).

¢. Mendistribusikan surat masuk yang berkaitan dengan ketentuan
tentang pelaksanaan.Suatu.transaksi atau‘aktivitas.

d. Melakukan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan.

3. Unit Pelayanan Nasabah

Unit Pelayanan Nasabah mempunyai tugas sebagai berikut : '®

a. Melayani informasi mengenai produk jasa dalam dan luar
negeri.

b. Melayani semua jasa transaksi kas tunai dan pemindahan.

¢. Melayani kegiatan eksternal payment point kantor kas dan

cabang pembantu.

'* Buku Pedoman Perusahaan, Organisasi BNI, (Jakarta: BNI Syari'ah, 2000), hal. 9

' Ibid., hal. 10.
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a.
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Mengelola kas besar dan kas ATM.

Mengelola transaksi giro, tabungan deposito dan DPLK (Dana
Pensiun Lembaga Keuangan).

Melayani transaksi jasa dalam negeri (tunai, pemindahan dan
kliring).

Melayani nasabah inti dan custodian.

Mengelola kegiatan payment agent dan DPLK.

Melayani penerbitan card plus (ATM) dan kartu kredit .

7
Membuat laporan & Ié onesia dan KPPN (Kantor
%) )

Pelayanan Perben:

SAENE

Unit Operasional mempunyai tugas sebagai berikut : '’

Mengel&lg ammllr}s/uasElpeab§KllAa;l:~A S

Mengelola rosesl Smlbg'lﬁ mbiayaan,
INDONE SIA

Mengelola penerbitan jaminan bank,

Mengelola sistem otomasi di cabang dan cabang pembantu,
Mengelola out put / laporan harian dan sistem nasabah dan
rekening keuangan cabang,

Memantau mengendalikan transaksi pembukaan rekening,
Mengendalikan likuiditas cabang,

Mengelola book office transaksi delegasi pembiayaan,

Mengelola daftar hitam atau cek kosong,

"7 Ibid., hal. 11.
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Mengelola komunikasi cabang,

Mengelola administrasi keuangan, laporan cabang, masalah
administrasi dalam dan luar negeri, administrasi umum,
Mengelola masalah kepegawaian,

Mengelola masalah logistic.

5. Unit Pemasaran Bisnis

Unit Pemasaran Bisnis mempunyai tugas sebagai berikut : '®

a.

Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah dan
calon nasabah,

Memperbanyak (cross selling) kepada nasabah

Mengelola permohor

Mela@wm Tqﬁqaﬁttas nasabah,

Melakukan pem Melesaian pembiayaan yang
s NDONE SIA

Memantau kantor besar, wilayah, cabang lain di bidang
pemasaran bisnis,
Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah,

Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah.

6. Teknologi Pendukung BNI Syari'ah

Saat ini BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dalam

mengoperasionalkan kegiatannya telah didukung dengan teknologi

'® Ibid., hal. 12.



49

yang canggih. Dalam operasionalnya antara kantor cabang, kantor
wilayah dan kantor pusat, saat ini seluruhnya telah terhubung
dengan menggunakan sebuah transponden pada satelit Palapa B4P.
BNI Syari'ah adalah salah satu dari dua bank di Indonesia yang
menggunakan jaringan telekomunikasi pribadi untuk menambah
keyakinan pada keamanan dan kehandalan dalam beroperasi.
Sistem yang digunakan adalah didasarkan pada teknologi VSAT.

Kegunaan sistem tersebut adalah sebagai sarana transaksi kiriman

uang, transaksi SWIFT |dan transaksiZPoint of Sale (POS)."
7. Keunggulan dan Kelemahan'Sistem' BNI Syari’ah
7.1 Keunggulan

Seperti halnya bank-bank syariah lainnya, BNI Syari’ah

mempunyai keunggulan-keunggulan secara syar'i

dibandingkan bank konvensional. Secara terperinci keunggulan
atau kelebihan itu adalah sebagai betikut:

a. Kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang
saham, bank, dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah
dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko
usaha dan membagi keuntngan secara jujur dan adil.

b. Adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani
nasabah sejak awal dengan kewajiban membauyar biaya

secara tetap. Hal ini akan memberikan kelonggaran

' Hendra Cipta, “Peranan.”, hal. 146.
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psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha
secara tenang dan sungguh-sungguh, misalnya pada sistem
Mudarabah, bank pemasok modal 100%, sementara
nasabah/ pengusaha menyediakan proyek, profit dibagi
sesuai dengan porsi yang telah disepakati dalam perjanjian.
Dan jika terjadi kerugian, maka ditanggung bersama, karena
itu pengusaha tidak dibiarkan berjalan sendiri tetapi

didampingi tetapi didam-pingi oleh pihak bank dafam

modal ter dap eng S ha yang kekurangan dana

Untuk keuWMf@ﬁ’uglan yang akan diterima oleh
IR PP P s ket
dalam penbiaysan susty proyek patungan terscbut in the join
veniyre| [Projek |\fipanding). /\Adapun  pada  sistem

murabahah, bank membiayai kebutuhan barang-barang
dengan sistem jual beli dan pembayaran dapat dilakukan
secara cicil (line of instalment line). Sedangkan dalam
fasilitas pembiayaan al-Qordul hasan (Benevolent loan)
nasabah hanya mengembalikan sesuai dengan dana yang
dipinjamkan.

Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihakyang
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sebagai pengamalan ajaran agamanya, sehingga berapapun
hasil yang diperoleh dan diyakini membawa berkah.
d. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai
pengganti bunga, maka:*°
1) tidak akan ada diskriminasi terhadap nasabah yang
didasarkan atas kemam-puan ekonominya sehingga
aksebilitas bank syariah menjadi sangat luas,

2) menghilangkan cost push inflation yang ditimbulkan

s)
O
pend ukung kebijaksanaan moneter
4
>

nk syariah berlaku secara wajar yang

L) Gt ol hebethadiefr ot membina nasabeh
dengml §1le’oﬁrMn pelayanan yang baik.
2 Banl(lgfla %g)m%§c,an%engamh gejolak moneter

baik dari dalam maupun luar negeri.

f. Luasnya fasilitas jaringan BNI di tanah air yang bisa
digunakan oleh BNI Syari’ah, sehingga nasabah BNI
Syariah bisa mengambil uang melalui ATM BNI di

manapun tempatnya.

2 Dadan Muttagien: Mekanisrae Kerja BNI Syari‘ah... Al-Mawarid Edisi X1 Tahun
2004 hal 264
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g Adanya nama produk yang jelas dan terperinci dari BNI

Syari’ah, seperti simpanan dibagi menjadi giro wadiah,
tabungan haji, tabungan dan deposito mudarabah.
Kemudian pembiayaan yang dibagi menjadi murabahah,
mudarabah, dan ijarah bai' ut tajiri, dan lain-lain.
Kelemahan BNI Syari’ah.
Di  samping mempunyai  banyak  kelebihan
dibandingkan bank konvensional, BNI Syari’ah juga
mempunyai beberapa kekurangan, Hal ini banyak dikarenakan
usianya yang masih-terlaly muda, sehingga persiapan secara
sumber daya insani_maipun ‘sumber daya materiilnya masih
kurang. Adapun secara rinci kekurangan BNI Syari’ah seperti
yang diutarakan oleh-Unit Operasional BNT-Syari’ah, Hafifuddin,
a. Pemahaman masyarakat yang belum tepat tentang kegiatan
operasional BNI Syari’ah, sehingga planning yang
digambarkan awal belum mendapat dukungan penuh dad
masyarakat.
b. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya
mengakomodasi operasional BNI Syari'sh. Hal ini
dikarenakan peraturan Bank konvensional belum begitu

sempurna mengeover aturan secara syar'i.
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c. Jaringan BNI Syari’ah belum begitu luas. Hal ini
dikarenakan usianya yang belum begitu lama.
d. SDI (Sumber Daya Insani) yang meliputi sifat 7ablig,

sidiq, amanah , fatonah, masih sangat terbatas.

B. Produk-Produk BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta
1. Produk Simpanan®'
a. Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah adala fn

dana pada BNI Syari'ah
wadi'ah dapat diartikan s
1) Giro adalah simpanii varig ‘dapat digunakan sebagai alat

pembayarka M pNEZ IR Sl hildNisSR sctiap saat dengan

menggunakan cek, MM:: lainnya atau dengan cara
JANDONESIA

pemindahb
2) Wadi'ah adalah titipan dari satu pihak kepada pihak lain, baik
individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan
dikembalikan kapan saja penitip menghendakinya.
Adapun prinsip-prinsip wadi'ah adalah sebagai berikut :
a) Prinsip wadi'ah yad al-Amanah, mempunyai karakteristik

sebagai berikut : merupakan titipan murni, barang yang

? Buku Pedoman Perusshazn, Petumiuk Pelaksanacn Gire, {Jakarta: BNI Syari'sh, 2000),
hal. 2. | lihat juga Dadan Muttaqien, Mekanisme Kerja BNI Syariah Cabang Yogyakarta Dalam
Perspektif Hukum Islam, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004 ( Yogyakarta: Jurusan Syariah FIAI

UlI, 2004) hal. 257
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dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh
penerima titipan, titipan harus dikembalikan dalam keadaan
utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam
titipan terjadi kerusakan, maka pihak yang menerima titipan
tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas
pemeliharaannya dapat dikenakan biaya penitipan.
Prinsip wadi'ah yad damanah, mempunyai Kkarakteristik
sebagai berikut : penerima titipan diberi izin untuk
menggunakan dan -mengambil” manfaat dari barang titipan
tersebut (tidak idle); penerima titipan mempunyai kewajiban
untuk bertanggung’ jawab._ terhadap kehilangan ataupun
kerusakan barang tersebut, semua keuntungan dan kerugian
yang diperoleh dari “titipan “tersebut menjadi hak penerima
titipan, sebagat imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat
diberikan semacam intensif, berupa bonus yang tidak
dipersyaratkan sebelumnya, melainkan tergantung dari
kebijakan bank yang dikaitkan dengan pendapatan bank.?
Dalam penghimpunan dana, BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta menggunakan prinsip wadi'ah yad damanah dalam
operasionalnya dengan bentuk rekening giro. Dalam
pelaksanaannya, giro terbagi menjadi dua yaitu giro perorangan

dengan setoran awal minimal Rp. 500.000,-, dan giro

2 Ibid., hal. 5.
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perusahaan (lembaga) dengan setoran awal minimal Rp.

1.000.000,-. Dan mengenai besarnya bonus yang diberikan BNI

Syari'ah Cabang Yogyakarta kepada nasabah pengguna giro

wadi'ah yad damanah adalah sebesar 10 % dari pencadangan

bonus, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Dana yang diserahkan kepada pengelola dana merupakan
barang titipan yang secara utuh dan setiap saat dapat
diambil;

(2) Rekening

(overdraft),

(3) Pengelola

membenkan”byﬂ@& ga pemilik dana namun tidak
dipdabhot R Gk 2 S

4) MemenuthM telah ditetapkan oleh pihak
BNII m%lﬁ saldo minimum giro

wadi'ah, tidak termasuk dalam kategori daftar hitam Bank

Indonesia. =

b. Tabungan Mudarabah
Tabungan secara umum diartikan dengan simpanan yang
penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah
disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat

dipersamakan dengan itu. Dalam pengertian syari'ah, mudarabah

* Wawancara dengan Bapak Abu Jahid, Penyelia Operasional, tanggal 11 Agustus 2009
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adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama

(sahib al-mal) menyediakan dana dan pihak kedua (mudarib)

bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Adapun keuntungan

dibagikan sesuai dengan nisbah laba yang telah disepakati bersama.

Tetapi apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut, maa sahib al-mal

turut serta menanggung kerugian tersebut.*

Secara umum prinsip Mudarabah ada dua macam 2

1) Mudarabah Mutlagah, yaitu perkongsian dimana pihak pengusaha
diberi kuasa penuh | ‘untuk menjalankan proyek tanpa
larangan/gangguan apapitn dalam urusan yang berkaitan dengan
proyek itu dan tidak terkait.\dengan waktu, tempat, jenis,
perusahaan dan pelanggan. Atau dengan kata lain penyerahan
modal secara mutlak tanpa syarat.

2) Mudarabah Muqayyadah, 'yaitu perkongsian yang mana pihak
pengusaha kegiatannya dibatasi hanya untuk melakukan proyek di
bidang tertentu, cara,waktu dan tempat yang tertentu saja, sehingga
kerjanya terkait dengan syarat dan batasan tertentu (investasi
terbatas / restricted investment). Atau kebalikan dari mudarabah

mutlagah.

* Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. 11,
(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hal. 59.

3 Ibid., hal. 59. lihat Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah, suatu Pengenalan Umum,
(Jakarta: Kerjasama BI Tazkia Institute,1999), hal. 137. lihat juga Karim Business Consulting,
Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 1989), hal. 15
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Berkaitan dengan tabungan mudarabah ini BNI Syari'ah

Cabang Yogyakarta memberlakukan beberapa ketentuan sebagai

berikut :

a) Tabungan hanya dapat diselenggarakan dengan mata uang
rupiah.

b) Yang dapat menjadi penabung adalah : Perorangan yang

d)

mempunyai identitas diri (KTP atau Paspor), perusahaan kecil
(badan usaha perorangan), toko, rumah makan, bengkel, PO,
memiliki NPWP, SIUP dan

atus badan hukum yang secara

1 i Dewan Pengawas Syari'ah.
Fasilitas yang dAirUzn Uﬂ mlh kartu ATM, yang dapat
dimMMMMdA:& mesin ATM tanpa
dikenakan biaJ§LasAMmya 5 tahun dan dapat

diperpanjel'g &QME&L\%H&H, penabung dapat

meminta 1 kartu tambahan untuk diberikan kepada keluarga

L

terdekat semisal suami, istri atau anak.
Bagi penabung yang tidak menghendaki kartu ATM, maka ia
akan diberikan buku tabungan saja oleh BNI Syari'ah Cabang

Yogyakarta.
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¢) Penabung akan mendapatkan nisbah bagi hasil sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta.2

Adapun jenis tabungan yang ditawarkan di BNI Syari'ah

Cabang Yogyakarta adalah :*’

1)

2)

Tabungan Svari'ah Plus, vaitu investasi nasabah vang

penarikannya dapat dilakukan kapan saja melalui cabang

atau ATM BNI. Dalam pengertian lain Tabungan Syari'ah

Plus merupakan simpanan dana rupiah nasabah perorangan

dalam rekening bBuku tabungan yang dapat disetor dan

ditarik sewaktu-waktu dengan’ menggunakan slip setoran,

pengambilan dan kwitansi.

Tabungan Haji Indonesia”’ (THI), yaitu tabungan untuk

keperluan ongkos menunaikan'ibadah-haji.-Adapun manfaat

yang dapat diperoleh dari THI ini‘adalah :

a) Dikelola "dengan” prinsip~bagi hasil sesuai dengan
syari'ah Islam;

b)  Aman dikelola oleh bank yang berpengalaman,;

¢) Mendapat pertanggunggjawaban asuransi kecelakaan
diri dan kematian;

d) Untuk setoran berikutnya dapat dilakukan di seluruh

kantor cabang BNI baik konvensional maupun

? Buku Pedoman Perusahaan, Petunjuk Pelaksanaan Tabungan, (Jakarta: BNI Syari'ah,

2000), hal. 2-3.

*" Hendra Cipta, “Peranan.”, hal. 137-138.
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syari'ah yang tersebar di seluruh Indonesia secara on-
line;

e) Bebas biaya administrasi pembukaan rekening,
pengelolaan dan penitipan;

f) Memudahkan untuk memperoleh kepastian nomor
porsi keberangkatan haji karena telah on-line dengan
SISKOHAT Departemen Agama.

Deposito Mudarabah

Deposit

penarikannya

sesuai dengaJ 6 ian >antara nasabah dengan bank.
Dalam pengertidl Tt Sésbsito mudarabah merupaken
inVestdstbaii’ Ecabrindividd wiebpud perusahaan dalam
bentuk depobtie angBhengan prinsip syariah yakni
mual DR = S A

Prinsip inilah yang dipakai oleh BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta dalam mengaplikasikan produk depositonya,
yakni deposan menempatkan uang dalam jumlah dan
jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memperoleh
keuntungan dari dana yang diinvestasikan tersebut,
sedangkan pihak bank akan mengelola dana tersebut agar

mendapat untung. Bank dan deposan menyetujui
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pembagian keuntungan (bagi hasil) dari investasi tersebut

berdasarkan nisbah yang telah disepakati.”®

2. Produk Pembiayaan

a.

Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga perolehan
atau harga asal (harga beli ditambah biaya transportasi, administrasi,
pajak dan biaya gudang) ditambah dengan keuntungan (margin) yang
disepakati. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai
harga beli produk danv menyatakan jumlah keuntungan yang
ditambahkan pada harga perolehan teérsebut. Pembayaran kembali
dapat dilakukan sekaligus atau secara angsuran sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan ini dapat diaplikasikan
kepada pembidyaan.di ‘sektor-sektor-perdagangan,.industri, pertanian
dan jasa.”

BNl Syari'ah ‘Cabang 'Yogyakarta | sebagai sebuah lembaga
keuangan syari'ah, menggunakan dua jenis murabahah, ditinjau dari
segi cara pembayarannya, yaitu :

1) Pembiayaan murabahah dengan pembiayaan kembali secara
langsung atau tunai. Tujuan dari pembiayaan ini adalah bank
membiayai kebutuhan nasabah untuk pengadaan barang baik untuk

sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Disamping itu

% Buku Pedoman Perusahaan, Petunjuk Pelaksanaan Deposito, (Jakarta; BNI Syari'ah,

2000), hal. 2.

¥ Buku Pedoman Perusahaan, Petunjuk Pelaksanaan Pembiayaan, (Jakarta: BNI Syari‘ah,

2000), hal. 2-

6.
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juga untuk melayani nasabah yang melakukan impor barang,
dengan menggunakan letter of credit.

2) Pembiayaan murabahah dengan angsuran. Pada prinsipnya, baik
aturan maupun mekanisme pembiayaan murabahah ini sama
dengan pembiayaan murabahah dengan pelunasan sekaligus.
Perbedaannya terletak pada pembayaran kembali. Yaitu dengan
cara angsuran atau tidak dibayar sekaligus, dengan jangka waktu

yang telah disepakati bersama. Angsuran yang telah disepakati

tersebut dituangkan (ke %ﬁﬂ"ja;zl wal angsuran yang merupakan

0
: &em viayaan murabahah dengan
Z

=) >
Adapun mek%ﬁw sidyaan dengan prinsip murabahah
. il 1 P RS g i e
kepada nasabahn)FSirlg%Mambil margin keuntungan.

Mengenai WNB@NE, wank memberikan waktu

tanggal pembayaran langsung lunas atau dengan pembayaran

lampiran dari

angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama pada
saat akad pembiayaan.
Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada skema pembiayaan

murabahah berikut ini :3°

% Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah...Hal 152
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SKEMA MURABAHAH

y

NASABAH BANK SUPPLIER

1 A

Gambar 3.4 : Skema Pembiayaan Murabahah

Keterangan :
1. Nasabah ke bank untuk mengadakan negosiasi dan mengadakan
kesepakatan atau akad;
2. Pihak bank mencarikan - barang (yang diperlukan nasabah ke
supplier;
3. Supplier menentukan klaim dankemudian mengantarkan barang
tersebut kepada nasababh;
4. Nasabah menerima barang dan membayar harga tersebut kepada
bank.
. Mudarabah
Pembiayaan mudarabah adalah pembiayaan yang dilakukan
melalui kerjasama usaha antara dua pihak dimana pemilik modal/bank
sebagai sahib al-mal menyediakan modal 100 %. Sedangkan pihak
lainnya menjadi pengelola usaha/debitur (mudarabah) dengan

mensyaratkan jenis ataupun bentuk usaha yang dilakukan. Keuntungan
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akan dibagi menurut kesepakatan yang telah ditentukan dan apabila
mengalami kerugian maka ditanggung oleh sahib al-mal.>'
Adapun mekanisme pembiayaan jenis mudarabah ini dapat

digambarkan sebagai berikut :*?

MUDARABAH
1
NASABAH |¢ » BANK
SKILL MODAL
 ISLAM 100 %
7)) -
q Z
E o
\ U, ‘ o T
>
PR

SR
LN [0 N A S
ISLLAM,

INDD Jg{E}SIA

Gambar 3.6 : Skema Pembiayaan Mudarabah

Keterangan :
1. Nasabah yang mempunyai skill (keahlian) mengadakan
kesepakatan kerja sama dengan bank yang mempunyai dana,

untuk membuat suatu proyek;

*! Heri Sudarsono, Bank., hal. 69.

*2 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah...Hal 139. lihat juga Karim Business
Consulting, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 1989),
hal. 8 - 10.



2. Proyek yang telah ditentukan antara nasabah dan bank tersebut,
dijalankan oleh nasabah selaku mudarib, dan bank selaku sahib
al-mal berhak melakukan pengawasan terhadap proyek tersebut,
namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan proyek;

3. Jika proyek mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut

dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di dalam akad

perjanjian;
4. Modal dikembalikan ke bank selaku sahib al-mal.

C. b'arah 7)) Sham s
R 5

Di dalam produk @r&v@m dua jenis produk sebagai
w m
berikut : > |Il v
) >

1) ljarah bai’ at-ta j:ﬁmﬂ%ayaan dengan menggunakan
prinsip %NI dingna R@I:@' dan Srga beli ditetapkan
bersama diawal pellﬁig ArMaan seperti ini juga sering
disebut dengiN@OMEi&llA at-tamlik. Produk ini
merupakan suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.
Produk ini ditawarkan untuk memberikan pelayanan kepada
nasabah yang memerlukan aset yang diperoleh melalui penyewaan
yang pada akhirnya bertujuan untuk pemindahan kepemilikan aset
tersebut kepada penyewa.

Adapun mekanismenya adalah, bank mengadakan perjanjian
dengan nasabahnya sebagai penyewa, dan nasabah setuju akan
membayar uang sewa yang diperjanjikan dan bila masa sewa

berakhir, nasabah berhak untuk membeli obyek sewa tersebut.
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Mekanisme pembiayaan ijarah ini dapat dilihat pada skema

sebagai berikut :**

IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AT-TAMLIK

NASABAH | — BANK —— | SUPPLIER

I

Gambar 3.7 : Skema Pembiayaan ljarah Muntahiya Bi At-Tamlik

Keterangan :
1. Nasabah memesan untuk menyewa barang kepada bank.
2. Bank membeli dan membayar barang kepada supplier.
3. Supplier mengirim barang kepada nasabah.
4. Nasabah membayar sewa kepada bank.
5. Masa sewa diakhiri dengan nasabah membeli barang

tersebut.

* Ibid, hal. 152, lihat juga Karim Business Consulting, Produk Perbankan Syariah,
(Jakarta: Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, 1989), hal. 5
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2) ILjarah Musyarakah Mutanaqgisoh

Produk ini menawarkan kepada nasabah yang memiliki suatu
aset dengan jalan membayar secara bertahap, dan oleh karena yang
bersangkutan hanya memiliki dana sebagian, maka ditempuh
dengan jalan ber-musyarakah dengan bank. Antara bank dan
nasabah bersepakat untuk berkongsi dengan menyertakan modal
masing-masing sesuai dengan yang disepakati untuk membeli
suatu aset. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah
dengan harga sewa |yang ddisepakati. Dan oleh karena pihak
nasabah bermaksud untuk ‘memiliki aset tersebut pada akhir sewa,
maka nasabah tidak mengambil-bagian dari uang sewa tersebut dan
seluruhnya diserahkan kepada bank sebagai upaya penambahan
modal miliknya. 'Dengafi"demikian semakin~ banyak angsuran
semakin bertambah modal nasabah, dan modal bank semakin
berkurang sampai menjadi nol (nihil) sehingga aset tersebut
menjadi milik nasabah. Produk ini biasa diaplikasikan pada

pembiayaan kepemilikan rumah (sebagai alternatif dari KPR).**

d. Musyarakah (kongsi)

Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan yang
ada di BNl Syari'ah Cabang Yogyakarta. Secara terminologis,
musyarakah diartikan sebagai suatu kesepakatan antara bank dan

nasabahnya untuk membiayai suatu proyek. Dimana bank dan nasabah

* Hendra Cipta, “Peranan.”, hal. 143.
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secara bersama-sama menyediakan dana dan berpartisipasi dalam
kerja. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana dari pihak
bank berikut bagi hasil yang telah disepakati baik secara bertahap
maupun sekaligus.

Mengenai jangka waktu pembiayaan, disesuaikan dengan
kesepakatan yang disepakati di dalam akad. Demikian juga mengenai
cara pengembalian, disesuaikan dengan kesepakatan yang tertuang di
dalam perjanjian akad musyarakah.

Di BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta prinsip musyarakah ini

diaplikasikan dengan :*°

1) Pembiavaan Provek
Prinsip musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan
proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana
untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai,
nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil
yang telah disepakati, kepada pihak bank.

2) Modal ventura
Pada bank-bank yang dibolehkan investasi dalam kepemilikan
perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura.
Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan
setelah itu bank melakukan divestasi baik secara singkat maupun

bertahap.

% Ibid., hal. 143. Lihat Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah...Hal 134
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Adapun mekanisme pembiayaan jenis musyarakah ini dapat

dilihat pada skema berikut ini :
MUSYARAKAH
NASABAH | > BANK
MODAL & MODAL
SKILL .

TSEAM '

S

QJII\ ERSITA

.::|”
:57\"‘

g
e
d

IRl e —
TSCAM

Gammbar 1 A B P s

3. Produk Jasa-Jasa™
a. Kiriman Uang
Seperti perbankan lainnya, BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta
juga menawarkan jasa pengiriman uang, sebagai fasilitas dan

pelayanan kepada masyarakat guna mempercepat pelayanan bagi

% Buku Pedoman Perusahaan, Petunjuk Pelaksanaan Jasa-Jasa, (Jakarta: BNI Syari'ah,
NN hal £ 17 Lhat suiavn Nadan AMuttanian Adabl vwicmen Fowia DAT Quanink Cabasvie Voo st o
LUUv ), al. UTlL. uial _,usn Lrauan nnuu.nqwu, AvVIEnUriyme I\WJU v uyu: e \.,uuuns me 1%]
Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004 ( Yogyakarta: Jurusan Syariah
FIAI UII, 2004) hal. 263
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nasabah dalam perputaran arus keuangan. Dalam hal ini bank
bertindak sebagai wakil dan atas pama pihak lain (pemberi kuasa)
untuk mengirim uang.

Jasa kiriman uang, diperuntukkan kepada para nasabah yang
membutuhkan uang secara tunai dari pengirim, lewat bank yang
dipercayakan dalam pengiriman uang tersebut. BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta mempunyai sistem pelayanan yang on-line serta dapat

diakses lewat internet.

. Inkaso

Inkaso adalah salah satiiproduk jasa yang terdapat pada BNI
Syari'ah Cabang Yogyakarta, dimana-produk ini mengkhususkan pada
penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan
aman.

Prinsip dasar operasional produk ini menggunakan prinsip
wakalah atau mewakilkan. Bank sebagai sebuah institusi keuangan
akan menagih warkat-warkat tersebut secara cepat, aman dengan tetap
menjaga integritas institusi agar dapat dipercaya oleh nasabah.

Garansi Bank (Kafalah)

1) Garansi bank adalah pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak
lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan
keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah
yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut. Apabila

nasabah yang bersangkutan melakukan cidera janji (wan prestasi)
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garansi yang diberikan dapat berupa garansi atau stand by L/C.
BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mengoperasikan produk ini
dengan menggunakan prinsip kafalah al-mu’allagah. Jaminan
seperti ini diberikan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dengan
dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu saja.

2) Adapun garansi yang ditawarkan oleh BNI Syari'ah Cabang

Yogyakarta adalah garansi dalam bentuk warkat, yang

mengakibatkan kewajiban membayar kepada pihak yang menerima

..:p :.,

Undang Hukum Perildiiaha bank bertindak scbagai
penangguilg) Cathns/ Azl drpecyhidaclSecata tertulis dari bank
yang diberikan kehodR Lnasf/Nfdminat jarminan) bagi pihak
ketiga (pemedind et N SRbBN kewajiben / tanggung

Jawab nasabah, jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya

atau cidera janji atau wan prestasi, kepada pihak ketiga tersebut.

d. Surat Keterangan Bank (wakalah) yaitu surat pernyataan yang dibuat
oleh bank yang dipergunakan untuk suatu kepentingan atau keperluan
tertentu.

e. Kliring (Wakalah) yaitu proses tagihan warkat-warkat bank yang

dilakukan bank di dalam wilayah kliring untuk menyelesaikan
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transaksi antar nasabah. Proses kegiatan kliring dapat dilihat pada

skema di bawah ini.

Bank Konvensional

Cabang

N

/

Cabang
Syari'ah

Bank Syari'ah

Transaksi Kliring

AN

\

\

X

] Panvarahan Warlrat
il 13

I 'S LY MLMLIMAL PT LA N

|
|

Kliting

|
I Penyerahan Warkat

b

//

<
Y

Bank Konvensional

Cabang

Cabang
Syari'ah

Unit Usaha Syari‘ah

Gambar 3.9 : Skema Kegiatan Transaksi Kliring
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4. Produk Sosial *’

a. Qard yaitu suatu pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan
peminjam menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu
dan wajib mengembalikannya dalam jumlah yang sama pada akhir
periode yang disepakati.

b. Qard al-Hasan

Salah satu produk yang juga ditawarkan oleh Bank BNI
Syari'ah Cabang Yogyakarta adalah Qard al-Hasan. Yaitu suatu
pinjaman yang diberikan atas dasar -mewujudkan tanggung jawab
sosial sesuai dengan ajaran Islam,-dimana si peminjam tidak dituntut
untuk memberikan imbalan kepada pemilik dana (bank), namun atas
dasar Kkerelaannya peminjam' diperbolehkan memberikan imbalan
kepada pemiliK dana.! Dengan-kata lain, produk, ini-merupakan produk
pembiayaan lunak, yang.diberikan\kepada masyarakat yang kurang
mampu, yang pengembaliannya hanya-sebatas\modal yang dipinjam
dan ditambah dengan biaya administrasi yang sesuai dengan ketentuan
syari'ah.

c. ZIS (Zakat, Infag dan Sadagah) yaitu sebagian dari harta yang
dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada

mustahiq (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syari'ah.

*" Wawancara dengan Bapak Abu Jahid, Penyelia Operasional, tanggal 11 Agustus 2009.
that juga Dadan Muttaqien, Mekanisme Kerja BNI Syariah Cabang Yogyakarta Dalam Perspekiif
Tukum Islam, Al-Mawarid Edisi XI Tahun 2004 ( Yogyakarta: Jurusan Syariah FIAI UIL, 2004)
1al. 263



13

C. Penerapan Bagi Hasil (mudarabah)

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen
bunga, namun dalam mekanisme ekonomi Islam menggunakan instrumen
bagi hasil, salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan
instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari'ah.
Mekanisme lembaga keuangan Syari'ah dengan menggunakan sistem bagi
hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat.

Salah satu karakteristik bank syari'ah adalah adanya mekanisme bagi

hasil. Bab ini menjelaskan secat

dimaksud dengan bagi hasil

i @r{!}%haring. Profit Sharing dalam
kamus ekonomi dim Mmﬁ I%&itif profit sharing

diartikan “distribusi beberapaltogihn-déN M bada par pegawai dari suat
perusahaan".3s INDONESIA

Profit Sharing atau bagi hasil merupakan salah satu karakteristik bank

terminologi asing (Inggris)

syariah. Mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil, ini berlaku untuk
produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-
sebagian atau bentuk bisnis koorporasi (kerjasama).”’

Bagi hasil adalah konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan

didalamnya, dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil.

101

¥ Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1987), hal,

¥ Ibid hal.102.
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Transaksi bagi hasil yang dapat diterapkan dalam perbankan Islam pada
umumnya dibagi dalam dua jenis transaksi yaitu :*°
Pertama, Musyarakah;

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (syirkah atau
syarikah atau serikat atau kongsi)." Transaksi musyarakah dilandasi adanya
keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang
mereka miliki secara bersama-sama. Musyarakah adalah (syirkah) adalah
pencampuran dana untuk tujuan pembagian keuntungan. Secara spesifik
bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang
perdagangan, kepandaian (skiff), " kepemilikan (property), peralatan,
kepercayaan/ reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan
uang.

Ketentuan umum; semud medal ‘disatukan/untuk” dijadikan modal
proyek musyarakah dan dikelola~bersama-sama. Setiap pemilik modal
berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh
pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek
musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti; menggabungkan dana
proyek dengan harta pribadi. * Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri
kerjasama apabila : menarik diri dart perserikatan; meninggal dunia; menjadi

tidak cakap hukum.

“ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, Konsep, Produk dan
Implementasi Operasional bank syariah, (Jakarta : Djambatan, 2003), Hal. 69

*! Islam dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001) hal. 6

*2 Ibid. Lihat Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi dan
Perbankan Syariah, (Bandung: Kafa Publishing, 2008) hal.467
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Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu
proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai dengan
kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi
modal. Dan proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad,
setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi
hasil yang telah disepakati untuk bank. Musyarakah sepintas hampir sama
dengan mudarabah. Perbedaan yang paling mencolok adalah, kalau
mudarabah, modal 100 % dari pemilik dana dan pengelola hanya

menyediakan keahlian dan ten4

musyarakah, sesuai dengan de
Bank Syariah melakukan

maka nasabah harus memiliki %M@;ﬂelm keahlian dan tenaga kerja

untuk mengelola "‘S@ RIWERSITAS
Kedua, Mudarabah. | S LA M
Dl ks P s et s b

pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan
perjanjian. Kata mudarabah diambil dari Al- darbu fi Ar- di yang artinya
bepergian untuk berdagang. mudarabah juga disebut dengan girad, yang
mana kata girad berasal dari kata algard yang artinya al-gat 'u (pemotongan)
karena orang yang memiliki harta memotong (mengambil) sebagian dari

hartanya untuk diperdagangkan dan mengambil sebagian dari

“ Ibid. Konsep ..., hal 71. lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-
MUUIV/2000 tentang Pembiayaan mudarabah (Qiradh)

“ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka,2001)hal. 758.



76

keuntungannya © Mudarabah adalah salah satu konsep bagi hasil antara
pemilik modal (sahib al-mal)) dengan pengelola/pengusaha (Mudarib),
secara singkat pengertian Mudarabah adalah suatu bentuk perniagaan
dimana si pemilik modal yang juga disebut dengan sahib al-mal.
menyetorkan modalnya kepada pengusaha, yang selanjutnya disebut
mudarib, untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai
dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan kerugian, jika ada,
akan ditanggung oleh pemilik modal.*® Sepanjang tidak diakibatkan karena
kelalaian mudc’zrib.”

Menurut Amir Mu'allim -*® \Mudarabah adalah pembiayaan untuk
masyarakat yang memiliki keahlian  tetapi |tidak punya modal, bank
syariah bersedia membiayai sepenuhnya-suatu proyek usaha. Bank
Syari'ah sebagai sahib al-mal./ (pemilik “modal)/memberikan pinjaman
modal usaha pada masyarakat .(hudarib) untuk dikelola secara baik. Rasio
keuntungan misalnya 30%: 70%,.35%:635% atau40%:60% sesuai kesepakatan
yang dibuat antara Bank Syari'ah dengan nasabah. Apabila terjadi kerugian

dari proyek yang dijalankan nasabah, masing-masing pihak secara berimbang

** Sayyid Sabiq, Fikik Sunnah (jilid 5), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009) hal. 276.

* Ibid, hal. 61., lihat, Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya
Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT.Kreatama, 2005), hal. 26. lihat Fatwa
Dewan Syari'ah Nasional no:07/Dsn-Mui/lv/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

7 Penjelasan Fatwa Dewan Syariah Nasional No, 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

a8 Amir Mu’alim, Prakiek Pembiayaan Bank syariah dan Problematikanya, Al-Mawarid
Edisi XI tahun 2004 , hal. 197., Tim pengembangan perbankan syariah institute Bankir Indonesia,
Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: penerbit Djambatan, 2002)
hal. 164, dan Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Isiam dan Kedudukannya Dalam tata Hukum
Perbankan Indonesia, ( Jakarta: Kreatama, 2005) hal. 26
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menanggung kerugian tersebut.

Dalam transaksi mudarabah, ketika investor (sahib al-mal.)
menyerahkan modalnya, tidak ada persyaratan baginya untuk meminta jaminan
dari debitor (mudarib) untuk mengembalikan investasinya. Mudarabah bukan
perjanjian utang piutang, melainkan perjanjian kerjasama dalam usaha untuk
memperoleh keuntungan yang dibagi berdasarkan akad perjanjian semula.
Tidak * Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudarabah tidak ada jaminan,
namun agar mudarib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan
syariah dapat meminta jaminan dari mudharib’atau pihak ketiga. Jaminan ini
hanya dapat dicairkan apabila|mudarib “terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepkati bersama dalam akad. Hal ini disebut
dengan istilah jaminan khianat, diperbolehkan oleh ulama madzab Maliki dan
Islamic Figh Academy,begitu derganjaminan-dari pifiak ketiga.*°

Menurut Ibnu Hanbal dan*Abu Hanifah, bila terjadi persyaratan seperti
ini, maka persyaratan seperti ini, maka persyaratan tidak sah, sedang
perjanjiannya tetap berlaku, namun menurut Malik dan Syafi’i perjanjian
mudarabah ini secara keseluruhan tidak sah.

Dengan demikian kepercayaan adalah merupakan unsur terpenting
dalam transaksi pembiayaan mudarabah. Karenanya menjadi sangat penting
bagi bank syaniah/ sahib al-mal., sebelum transaksi dimulai, untuk meneliti dan

meneropong unsur watak atau character dari calon Mudarib, sebagai salah satu

“ Habib Nazir dan Alif Muhammad, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah,
{Bandung: Kafa Publishing, 2008), Hal. 448

% Ahmad Kamil, M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi
Syariah,...hal.532
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factor the five C’s of Credit, dalam hal bank melakukan analisis terhadap
permohonan kredit calon nasabah debitor dan kemampuan usaha yang akan
dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan kepada bank.
Itulah sebabnya mengapa sahib al-mal. tidak dapat meminta jaminan dari
debitur, karena memang debitur tidak akan ikut menanggung resiko bilamana
terjadi kerugian, selain risiko non financial.”*

Untuk menentukan jenis usaha apa, bagaimana dan di daerah mana
usaha itu dilakukan, dalam mudarabah terdapat dua cara: pertama, Mudarib
bebas menentukan kehendak pengelolaannya dengan catatan tidak melanggar
ketentuan hukum  syara’ yang: disebut” mtudarabah mutlagah. Kedua,
mudarabah dalam menentukan| dan_mengelola usahanya harus memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan shahibul maal, disebut mudarabah terbatas atau
mudarabah al mugayyadah.**

Prinsip bagi hasil (profit Sharing) menurut keterangan pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi
Hastl, dimaksudkan dalam melakukan kegiatan usaha bank seperti dalam hal :

a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan
dengan penggunaan dana masyarakat dan dipercayakan kepadanya.

b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan
dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan

investasi maupun modal kerja.

31 Ibid.

%2 Ibid, hal 449. lihat. Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu pengenalan Umum
[(Tk: Tazkia Institute, 1999), hal.137.
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Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang
lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.>

Perbedaan utama dari musyarakah dan mudarabah adalah: dalam

mugdarabah pemilik dana (dalam hal ini bank) tidak boleh ikut campur dalam

manajemen usaha yang dibiayainya, sedangkan musyarakah boleh ikut campur.

Secara garis besar perbedaan antara mudarabah dan musyarakah dapat

dikemukakan sebagai berikut:>*

ii.

iii.

Investasi musyarakah datang dari semua mitra usaha, sedangkan mudarabah
investasi tanggung jawab tunggal dari shahibul'mal.

Dalam musyarakah, semua mitra. usaha ~dapat berpartisipasi dalam
manajemen perusahaan dan dapatpula bekerja-untuk perusahaan, sedangkan
dalam mudarabah shahibul maal tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi
dalam manajemen yang.dilakukan oleh pihak-mudarib:

Dalam musyarakah, semua mitta-usaha berbagr dalam kerugian sebatas
proporsi investasinya, sedangkan dalam mudarabah® kerugian, jika ada,
ditanggung oleh sahib al-mal.sendirian karena mudarib tidak menyertakan
modal. Kerugian mudarib hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan
yang tidak membawa hasil apapun. Namun demikian, prinsip ini tergantung
pada kondisi bahwa mudarib telah bekerja dengan baik sesuai yang
diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila mudarib lalai atau curang, dia

harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.

53

Syariah,

54

Ahmad Kamil dan Fauzan, Kitab undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) Hal. 154

Veithzal Rivai, dkk. Bank and Financial Institution Management, (Jakarta:

PT.RajaGrafindo Persada,2007) hal. 776
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iv. Kewajiban mitra usaha dalam musyarakah pada umumnya tidak terbatas.
Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada
saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung
rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila mitra usaha ini
sepakat bahwa mitra usaha tidak menanggung kerugian selama usaha
berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berutang yang
telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam mudarabah
kewajiban sahib al-mal hanya sebatas investasinya, kecuali sahib al-
mal telah mengijinkan mudarib untukberutang atas namanya.

v. Dalam musyarakah, ketika semua mitra usaha menggabungkan modalnya ke
dalam pool besama, semua aset’musyarakah menjadi milik bersama sesuai
proporsi masing-masing. Sehingga, masing-masing dapat memperoleh
manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum didapat dari
penjualan. Dalam mudarabah semua barang yang dibeli oleh mudarib
menjadi milik tunggal sahib al-mal., dan mudarib dapat mendapatkan
bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. mudarib tidak memiliki

hak dalam aset itu sendiri, meskipun nilainya meningkat.
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Perbedaan Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah™

Musyarakah Mudarabah
Sumber Investasi Semua mitra usaha sahib al-mal.
Partisipasi manajemen | Semua mitra usaha Mudarib
pembagian risiko Semua mitra usaha sebatas | sahib al-mal.
bagian investasinya Sebatas modal
Kewajiban pemilik Tidak terbatas atau sebatas | Milik sahib al-mal.
Status kepemilikan aset modal Dana
Bentuk penyertaan Milik mitra
g Z
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C.i. Dasar Hukum Bagi Hasii
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karunia Allah...

(Q.S.: Al-Muzammil : 20)
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.dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian

Ayat ini menjelaskan bahwa mudarabah (berjalan dimuka bumi)

dengan tujuan mendapatkan keutamaan dari Allah (rizki). Dalam ayat yang

5 Ibid

% Ibid, Hal.62, lihat: Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio, Apa dan
Bagaimana Bank Islam. (Y ogyakarta: PT.Veresia, 1992), hal 19.
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lain Allah berfirman:®’

o gi>

LS ATy 5505 AT Joad |,M|,u,,ﬂ| EYPYEAEE LA ERER JEF
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@ u ?-Ln.: M

Artinya : “ Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-

banyak supaya kamu beruntung. (Q.S. al-Jum’ah: 10)
I £.3 e 3 e A cE. 28 R s g - e g
Z0555 ol V) Jadly el STal lpleml ¥l il Gl
> 2 - ,: - :’ -~ A
) F5 PR
Artinya : Hai orang-orang yang'beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu denganjalan yang’ batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

(Q.S.An-Nisa’: 29)

;,/ ’” I

L, (.-iaaa-»uﬂ Ob w}duu_ajs L.:Fl,.bu "J_’J-ﬁ-w L}")--SL),J‘
2 45 gt sl 5T el 5520

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan {dan bermu'amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)

$"Mautana Muhammad, The Holy Qur'an, Arabic Texs, English Translation and
Commentary,(terjemahan), (Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 1983), lihat Departemen Agama,
Al-Qur’an dan Teriemahnya, (Jakarta : CV. Indah Press, 1996)
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dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;...(Q.S. Al-
Bagqarah : 283)
Dipandang secara umum, kandungan ayat di atas mencakup usaha
mudarabah karena mudarabah dilaksanakan dengan berjalan-jalan dimuka
bumi dan ia merupakan salah satu bentuk mencari keutamaan Allah SWT.
Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib bahwa
Rasulullah SAW bersabda:
“Tiga perkara yang didalamnya terdapat berkah yaitu jual beli secara

dan jelai untuk kepentingan

: sebagian dari orang-orang yang
kol s gird Aihabua ity Mmma Allah SWT

~_UNIVERSITAS
Jenis-jenis Akad Bagi Hasil I S I_ A M
Bentuk-bentuk konﬂakw gwbankan syariah secara

umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, mudarabah,
muzara’ah dan musagah. Namun, pada penerapannya prinsip yang
digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah
menggunakan kontrak kerjasama pada akad musyarakah dan mudarabah.
1. Musyarakah (Joint Venture Profit & Loss Sharing)
Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta
lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya.® Dalam

pengertian lain musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau

% Abdurrahman Al Jaziri, A/ Figh Alaa al Madzahibul Arba’ah, (Lebanon : Darul Fikri, 1994), Jilid 3, hal. 63
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lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak
memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan
bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan
kesepakatzm.“"9

Penerapan vang dilakukan Bank Svariah, musvarakah adalah suatu
kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai
usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator
proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah
total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang
diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-

hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu®

2. Mudarabah (Trustee Profit Sharing)
Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang
memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan
dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai
perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.®'

Kontrak mudarabah dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah

bertindak sebagai mudarib yang mendapat pembiayaan usaha atas modal

*® M. Syafei Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute dan
BI, 1999) Cet. ke-1, hal. 129

% Indra Jaya lubis, Tinjauan Mengenai Konsepsi Akuntansi Bank Syariah, Disampaikan
pada Pelatihan — Prakiek Akuntansi Bank Syariah BEMJ-Ekonomi Islam, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, 2001. h. 18

¢! Abdurrahman al Jaziri, Op. Cit. hal. 34
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kontrak mudarabah. mudarib menerima dukungan dana dari bank, yang
dengan dana tersebut mudarib dapat mulai menjalankan usaha dengan
membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada

pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (profir).5?

C.3. Perbedaan Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Islam memandang harta yang dimiliki oleh manusia adalah
titipan/amanah Allah SWT sehingga cara memperoleh, mengelola, dan
memanfaatkannya harus sesuaivajaran Islam, Bank syariah mendorong
nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai
ajaran Islam, Bank Syari’ah menempatkan- karakter/sikap baik nasabah
maupun pengelola bank pada posisi/yang sangat penting dan menempatkan
sikap akhlakul karimah sebagai/sikap-dasar, hubungan-antara nasabah dan
bank.

Adanya kesamaan | ikatan' emosional’ yang /kuat didasarkan prinsip
keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara pemegang
saham, Pengelola Bank dan nasabah atas jalannya usaha Bank Syari’ah
Prinsip bagi hasil: Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu
akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.

Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang

diperoleh jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan

2 Abdullah Saced, Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer
tentang Riba dan Bunga, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. ke-1. h. 100
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peningkatan jumlah pendapatan tidak ada yang meragukan keuntungan bagi
hasil.

Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika
proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung
bersama oleh kedua belah pihak.

Pada Bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah
memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang

kepentingan pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang
ISLAM

optimal antara suku bunga suku bunga pinjaman
(mengoptimalkan interest di
Dilain pihak kepentingan‘pemakai dana (debitor) adalah memperoleh
tingkat bunga yang rendah (bia/\fsﬂi“’hﬁmj @J
Dengan dm&dMMpE:B&EEAﬁ tiga pihak tersebut
terjadi antagonisme yang L&LGIQM(M Dalam hal ini bank

konvensional berfungsil QQ le%ja tidak adanya ikatan

emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah
karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.
Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus
selalu untung untuk pihak Bank. Besarnya prosentase berdasarkan pada
jumlah uang (modal) yang dipinjamkan. Penentuan suku bunga dibuat pada
waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank, jumlah
pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat

ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga diragukan
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kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, eksistensi bunga
diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek
yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.*®

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non
Islami dan Islam adalah terletak pada pengembalian dan pembagian
keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan
dan/ atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. sehingga
terdapat istilah bunga dan bagi hasil.®*

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi
bahan perdebatan dikalangan pemikir dan figh Islam. Tampaknya
kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai di sini, namun akan terus
diperbincangkan dari ymasa. ke rmasa; Untuk- mengatasi persoalan
tersebut, sekarang umat Islain| telah mencoba mengembangkan
paradigma, perekonomian“lama)yang akan terus dikembangkan dalam
rangka perbaikan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umat.

Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok
bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga,
namun dengan sistem bagi basil.

Secara mendasar persoalan tersebut dapat dikaji dari berbagai

sisi, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

5 www.bni.co.id diakses tanggal 12 Juni 2009 jam 10.15 WIB

o4 Muhammad, Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
(Yogyakarta: Ekonosia, 2002) hal. 57
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Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil®

Hal Sistem Bunga Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya | Sebelumnya Sesudah berusaha, sesudah
hasil ada untungnya.

Yang ditentukan Bunga, besarnya nilai | Menyepakati proporsi
sebelumnya Rupiah pembagian untung untuk
masing-masing pihak,
misalnya 50:50, 40:60,
35:65, dst
Jika terjadi kerugian Ditanggung kedua pihak,
Nasabah dan Lembaga
Dihitung dari mana ? Dari untung yang bakal
diperoleh, belum tentu
besarnya
Titik Perhatian Keberhasilan proyek/usaha
Proyek / Usaha jadi perhatian bersama :
Nasabah dan Lembaga
Berapa besarnya ? Pastﬂ%ﬂl&lﬂ]ﬂ@h Proporsi (%) kali
pinjaman yang telah | jumlah untung yang
Ui i S| foelum,  diketahui -
elum diketahui
Status Hukum Bere‘sré /dengan | Melaksanakan QS Lugman
QS.Lugman:34 | :34
ESlA

Pada Bank Konvensional, Penghimpunan dana dari masyarakat

(kreditor), dan memberikan jasa simpanan sebesar persentase tertentu, sesuai

dengan besarnya simpanan dan ditetapkan pada saat perjanjian kredit.

Sedangkan pada bank Syari’ah, memberikan fasilitas pinjaman kepada

masyarakat dengan pola investasi dan jual beli. %

5 Muhammad, Bank Syari’ah, ( Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal. 58. lihat Muhammad
Sya fi’l Antonio, Bank Syariah Suatu Pengetahuan Umum, (tk: Tazkia Institute dan BI, 1999), hal
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® Miftah farid, Harta dalam perspektif Islam, (Bandung: Pustaka,2002) hal.229-230
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Pola investasi yang diterapkan pada Bank Syari’ah adalah melakukan
usaha bersama debitur melalui konsep investasi dan menerima bagian dari
keuntungan yang diperolehnya. Dengan demikian, keuntungan yang
diterima pihak bank bersifat elastis, bisa besar tapi bisa juga kecil,
tergantung kepada hasil yang didapat melalui usaha si debitur. Bahkan pihak
bank menerima resiko terhadap kemungkinan adanya kerugian pada usaha
yang dijalankan debitur. Pada pola jual beli, pihak bank melakukan usaha
jual beli suatu barang dengan cara kredit. Dalam hal ini, pihak bank

mendapat untung dari transaksi j g, (keuntungan yang diterima

bank adalah penjualan harga dengan margin keuntungan

bagi pihak bank.

Secara umum pe “antdra banik syari’ah dan bank konvensional,

bogai bl ) NIVERSITAS
1. Perbedaan Falsafah ISI_AM
Perbedaan W@@NE@MM dengan bank syariah

terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syari’ah tidak
melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank
kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan
yang sangat mendalam terhadap produk-produk yang dikembangkan
oleh bank syari’ah, dimana untuk menghindari sistem bunga maka

sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang

7 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syaiah di
Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) hal. 98. lihat www.perencana keuangan.com.
Tanggal 16 Nopember 2009 jam 08.00
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semua jenis transaksi perniagaan melalu bank syari’ah diperbolehkan
asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana
berarti sistem bunga berbunga atau compound interest dalam semua
prosesnya bisa mengakibatkan membengkaknya kewajiban salah satu
pihak seperti efek bola salju pada cerita di awal tesis ini. Sangat
menguntungkan saya tapi berakibat fatal untuk banknya. Riba, sangat
berpotensi untuk mengakibatkan keuntungan besar disuatu pihak namun
kerugian besar dipihak lain, atau malah ke dua-duanya.
Konsep Pengelolaan Dana Nasabah

Dalam sistem bank syariahidana nasabah dikelola dalam bentuk
titipan maupun investasi. \Cara“titipan_dan investasi jelas berbeda
dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan
upaya mem-bungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja si
nasabah membutuhkan, maka bank syariah harus dapat memenuhinya,
akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi
inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi
yang membutuhkan pengendapan dana. Karena pengendapan dananya
tidak lama alias cuma titipan maka bank boleh saja tidak memberikan
imbalan hasil. Sedangkan jika dana nasabah tersebut diinvestasikan,
maka karena konsep investasi adalah usaha yang menanggung risiko,
artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha

vang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima
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kerugian, maka antara nasabah dan banknya sama-sama saling berbagi
baik keuntungan maupun risiko.

Menurut penulis saling berbagi untung dan rugi bila hal tersebut
terjadi merupakan kesepakatan yang wajar dan tidak berlebihan ketika
pthak bank memerlukan jaminan sebagai tindakan kehati-hatian,
bilamana terjadi kerugian maka tidak hanya pihak bank yang
menanggungnya namun pihak mudarib pun dapat disertakan. Sebagai
penerima penyaluran dana yang notabennya dari investasi masyarakat.
68yamg wajar Sesuai dengan fungsi bank sebagai intermediary yaitu
lembaga keuangan penyalur dana nasabah penyimpan kepada nasabah
peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau
investasi yang kemudian dimanfaatkan atau disalurkan ke dalam
traksaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syari’ah. Hasil
keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan ke dalam
berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Hasil usaha
semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan
bank kepada nasabahnya. Namun jika keuntungannya kecil otomatis
semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan bank kepada
nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana
nasabah di bank di investasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah

keuntungan usahanya dibagikan. Berbeda dengan simpanan nasabah di

® Wawancara dengan Bapak Wakhid A. Mukhtadi, Penyelia Operasional BNI Syari’ah
Yogyakarta , hari Kamis tanggal 10 Juni 2009 jam. 15. 15 WIB.



3.

4.

92

bank konvensional, tidak peduli apakah simpanan tersebut di salurkan
ke dalam usaha atau tidak, bank tetap wajib membayar bunganya.

Dengan demikian sistem bagi hasil membuat besar kecilnya keuntungan
yang diterima nasabah mengikuti besar kecilnya keuntungan bank syariah.
Semakin besar keuntungan bank syariah semakin besar pula keuntungan
nasabahnya. Berbeda dengan bank konvensional, keuntungan banknya tidak
dibagikan kepada nasabahnya. Tidak peduli berapapun jumlah keuntungan
bank konvesional, nasabah hanya dibayar sejumlah prosentase dari dana yang
disimpannya saja.
Kewajiban Mengelola Zakat

Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti
wajib membayar zakat, menghimpun,*mengadministrasikannya dan
mendistribusikannya. Hal ini-merupakan- fungsi dancperan yang melekat
pada bank syariah untuk meémobiligasi dana-dana sosial (zakat. Infak,
sedekah)
Struktur Organisasi

Di dalam struktur organisasi suatu bank syari’ah diharuskan
adanya Dewan Pengawas Syari’ah (DPS). DPS bertugas mengawasi
segala aktifitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
DPS ini dibawahi oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN). Berdasarkan
laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN
dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan

menyimpang. DSN juga dapat mengajukan rekomendasi kepada
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lembaga yang memiliki otoritas seperti Bank Indonesia dan Departemen

Keuangan untuk memberikan sangsi.

Tabel 3

Perbandingan Antara Bank Syari’ah dan Konvensional

) BANK
BANK SYARTAR KONVENSIONAL

Akad  dan | Hukum Islam dan Hukum Positif Hukum Positif
Aspek
Legalitas
Lembaga Badan Arbritase Muamalat | Badan  Arbitrase
Penyelesaian | Indonesia (BAMUD), Badan | Nasional Indonesia
Sengketa Arbritase Nasional | (BAN)

(BASYARNAS), Peradilan’ Agama.

(lihat Undang-Undang| [Nomor 3

Tahun 2006 |Tentang' Peradilan

Agama dan Nomor 21: Tahun2008

tentang Perbankan Svariah
Struktur Ada , Dewan, Syari’ah- Nasioanl | Tidak ada DSN dan
Organisasi (DSN)- 'dan’ “Dewan ‘Pengawas | DPS

Syari’ah (DPS)
Investasi Halal Halal dan Haram
Prinsip Bagi Hasil;jual beli, sewa Perangkat bunga
Organisasi
Tujuan Profit dan Falah oriented” Profit oriented
Hubungan Kemitraan Debitor Kreditor

| Nasabah

C.4. Perkembangan dan Prospek Perbankan Berprinsip Syari’ah

Berkembangnya

bank-bank syariah di

Negara-negara

Islam

berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai

bank syari’ah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang

@ Falah artinva kemenanpgan maksudnya adalah bahwa bank syariah tidak semata-mata
mencari profit tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akherat.
Kemenangan di dunia artinya keberhasilan menunjukkan bahwa bank syariah adalah sistem
perbankan yang terbaik,sedangkan kemenangan di akhirat berupa pahala dan kebaikan di sisi
Alah. (www.syariahmandiri.co.id, tanggal 16 Nopember 2009)
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terlihat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmaja, M.Dawam
Raharjo, A.M. Saefuddin M. Amien Azis.”® Beberapa uji coba pada skala
yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-
Salman Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Namun, prakarsa
lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada
tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 18-20 Agustus
1990 menyelenggarakan lokakarya Bunga bank dan Perbankan di Cisarua,
Bogor, Jawa Barat. Hasil Loka Karya tersebut dibahas lebih mendalam pada
musyawarah Nasional IV MUI | yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya
Jakarta, 22-25 Agustus 1990 berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk
kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.,

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan
MUL Akte pendirian PT'Bank Muamalat'Indonesia~ditanda tangani pada
tanggal 1 November 1991. Pada“saat-penandatanganan akte pendirian ini
terkumpul komitmen pembelian'sahamm sebanyak Rp.84 milyar.”’

Dengan adanya deregulasi finansial di Indonesia telah memberikan
iklim bagi tumbuh dan kembangnya Bank Syari’ah di Indonesia. Pada tahun
1991 telah berdiri dua Bank Syari’ah, yaitu BPR Syari’ah Dana
Mardhotillah, BPR Syariah Berkah Amal Sejahtera, keduanya berada di
Bandung.

Pada tahun 1992, diundangkannya Undang-undang Perbankan Nomor

7 tahun 1992, yang isinya tentang Bank bagi hasil. Saat itu pula berdiri Bank

™ Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Suatu pengetahuan Umum,( Tk: tazkia
kerjasama BI, 1999), Hal. 237
™ Ibid.
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Muamalat Indonesia, kemudian diikuti oleh BPR Syari’ah Bangun Drajat
Warga dan BPR Syari’ah Margi Rizki Bahagia, keduanya berada di
Yogyakarta.”?

Pada saat ini di Indonesia perkembangan perbankan Islam belum
marak seperti yang terjadi di Negara-negara lain. Keadaan perbankan
Indonesia kurang kondusif karena antara lain, penetapan bunga Bank masih
merupakan alat kontraksi moneter. Bank Sentral masih menggunakan policy
penetapan bunga tinggi untuk mengatasi inflasi.

Sektor perbankan dan sektor riil.imemiliki saling ketergantungan yang
sangat erat. Perbankan hanya mungkin“tumbuh baik, apabila sektor riil
tumbuh baik. Namun, sebaliknya, sektor.riil”hanya mungkin tumbuh baik
apabila sektor perbankan sehat dan berkembang dengan baik. Pada tingkat
bunga bank yang tinggi' sudah’ barang tentu sektor riil “di Indonesia yang
pada saat ini masih sangat tergantung kepada kredit bank konvensional
tidak mungkin berkembang dengan baik.” Selain tingginya tingkat bunga
bank konvensional yang sangat tinggi pada saat ini, sektor riil yang sedang

sangat terpuruk pada saat ini.”* Juga tidak mungkin diperbaiki apabila sektor

2 Muhammad (Editor), bank syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan
Ancaman,(Y ogyakarta: Ekonisia, 2008) hal. 153

" Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia,(Jakarta: Grafiti, 2005),hal. 194

™ Sebagai latar belakang informasi kiranya penulis perlu kemukakan bahwa pada saat itu
Lkricic monater vano teriadi nada hulan 1n1i 1007 macih tamic harlanoonng Aan telah menoakihatbran
£risis moneter yang tenjac paca bulan Jull 1997 masth terus berlangsung dan telah mengakihatkan
porak porandanya ekonomi nasional. Pemilu telah diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999,
telah terjadi berbagai peristiwa, yaitu demontrasi mahasiswa, terutama di Jakarta, yang dimulai
sejak sebelum lengsernya Presiden Socharto pada tanggal 21 Mei 1998 dan yang masih terus
dilakukan menjelang Pemilu. Bahkan dikhawatirkan demontrasi mahasiswa akan terjadi lagi
apabila hasil pemilu diragukan kejujurannya atau pada saat sidang umum MPR berlangsung
terjadi money politics dalam pemilihan presiden. Telah terjadi pula demontrasi buruh dimana-
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perbankan yang juga sedang porak poranda tidak berhasil direstrukturisasi.
Perbaikan sektor perbankan dari sektor riil, menurut hemat penulis harus
dilakukan secara berbarengan. tidak mungkin perbaikan kedua sektor itu
terjadi dengan sendirinya tetapi harus diupayakan dengan pembuatan
program restrukturisasi sektor perbankan dan sektor riil yang tepat dan
implementasinya yang konsisten baik oleh Pemerintah maupun otoritas
moneter. Namun ada persyaratan pendahuluan yang harus terjadi lebih
dahulu sebelum program restrukturisasi 'sekton perbankan dan sektor riil
dapat dilaksanakan dengan berhasil, Persyaratan pendahuluan itu adanya
stabilitas politik dan stabilitas sosial. Tanpa stabilitas politik dan stabilitas
sosial tidak mungkin, terutama pihak luar negeri, untuk tumbuh kepercayaan
terhadap bank-bank Indonesia, maupun—bersedia~melakukan investasi di
Indonesia. ”°
Perkembangan perbankan Syariah diberbagai belahan dunia didorong
oleh dua alasan utama yaitu:’®
l. Adanya kehendak sebagian masyarakat untuk melaksanakan transaksi
perbankan atau kegiatan ekonomi secara umum yang sejalan dengan

nilai dan prinsip syari’ah, khususnya bebas riba.

mana untuk menuntut perbaikan nasib. Antara lain demontrasi besar buruh pabrik Maspion di
Surabaya pada Februari 1998.

™ Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam Dan kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, (Jakarta: Grafiti, 2005) Hal. 195

" Istam dan Perbankan Islam(Jakarta: Biro Perbankan Syari’ah Bank Indonesia, 2001)
hal.1. lihat Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer, { Yogyakarta: Ull
Press, 2000) hal. 53-54
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2. Adanya keunggulan sistem operasional dan produk perbankan syari’ah
yang antara lain mengutamakan pentingnya masalah moralitas, keadilan
dan transparansi dalam kegiatan operasional perbankan syari’ah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka sejak tahun 1992 di Indonesia
mulai dikembangkan perbankan syari’ah. Landasan hukum yang dasar
pengembangan perbankan syari’ah nasional ketika itu UU Nomor 7 Tahun
1992 tentang Perbankan, pada tahun 1998 pemerintah dan DPR melakukan

penyempurnaan Undang-Undang Perbankan tersebut menjadi UU Nomor 10

tahun 1998, yang didalamnya perbankan syari’ah. Dalam

upaya memenuhi amanat Un

Nomor 23 Tahun 1999 tentan

peraturan dan fasilg mlh(mgﬁggjemlﬁh&pemmnal bank

syariah. Akhirnya guna menjt!m$n lk?pa%an%mm bagi stakeholders dan
sekaligus memberikan klelyzlkmDan?epahd‘agg I t dalam menggunakan
produk dan jasa perbankan syari’ah, pada tanggal 16 Juli 2008
diundangkanlah UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah
sebagai regulasi yang khusus mengatur perbankan syari’ah.

Dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional atau
perkembangan perbankan syari’ah di negara-negara yang sebagian besar
berpenduduk muslim, perbankan syari’ah di Indonesia masih dalam tahab
awal pengembangan, namun demikian kalau dilihat secara makro ekonomi,

pengembangan bank syari’ah di Indonesia memiliki peluang besar karena
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peluang pasarnya yang luas searah dengan mayoritas penduduk negeri ini.
UU Nomor 10 tahun 1998 tidak menutup kemungkinan bagi pemilik bank
BUMN, swasta nasional bahkan pihak asing sekalipun untuk membuka
cabang syari’ahnya di Indonesia. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas
akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan kita,
terutama bila terjalin hubungan kerjasama diantara bank-bank syari’ah.

Hal mi digunakan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan yang
berkembang dimasyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya
untuk mendirikan bank berdasarkan’prinsip bank syari’ah ini, termasuk juga
kesempatan konversi dari bank umum ‘yang'kegiatan usahanya berdasarkan
pada pola konvensional menjadi pola syari’ah, Selain itu dibolehkan pula
bagi pengelola bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang
atau mengganti kantor cabang sudah”ada, menjadi kantor>cabang khusus
syari'ah dengan persyaratan yang-tentunya melarang pada percampuran
modal kerja dan akuntansinya.”’

Adanya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 dan Undang-undang
Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah ini dapat membawa
kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan
syari’ah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan
prinsip syari’ah akan menambah semarak lembaga keuangan syari’ah yang
telah ada seperti : Bank Umum Syari’ah, BPR Syari’ah dan Baitul Mal wa

Tanwil (BMT).

7 Muhammad (editor), Bank Syariah, (Y ogyakarta: Ekonisia, 2008) hal. 153



99

Perkembangan Bank Syari’ah di Indonesia mulai membaik secara kuantitas
sejak adanya perubahan Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992
menjadi Undang-undang No. 10 Tahun 1998.7® sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pokok-pokok ketentuan tersebut
memuat antara lain : (1) kegiatan Usaha dan Produk-produk Bank
berdasarkan Prinsip Syari’ah; (2) Pembentukan dan Tugas Pokok Dewan
Pengawas Syari’ah; (3) Persyaratan bagi pembukaan Kantor Cabang yang
melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan
usaha berdasarkan Prinsip Syari’ah!

Memasuki tahun 2004 bank. umum -yang melakukan kegiatan
operasional bank syari’ah diklasifikasikan menjadi dua yaitu Bank Umum
dan Unit Usaha Syari’ah (UUS). Bank umum adalah bank umum yang
secara mandiri sebagai'bank ‘syari’ah. Unit,Usaha Syari’ah-adalah bagi dari
bank umum konvensional yang beroperasi‘dengan prinsip-prinsip syari’ah.
Bank syari’ah yang dikategorikan-Bank Umum Syari’ah ‘adalah ;"

1. Bank Muamalat Indonesia;

2. Bank Syari’ah Mandiri;

3. Bank Syari’ah Mega Indonesia.

Adapun Bank Syari’ah yang dikategorikan sebagai Unit Usaha Syari’ah dari
bank konvensional adalah:

1. Bank IFI Syari’ah;

" Ibid., hal 154. lihat Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-undang Hukum
Perbankan dan Ekonomi Syariah, ...hal. 29-54

7 Ibid.
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2. Bank Danamon Syari’ah;
3. BRI Syari’ah;

4. Bank Niaga Syari’ah;

5. Bank Permata Syari’ah;
6. BNI Syari’ah;

7. BII Syari’ah;

8. Bank Riau Syari’ah;

9. Bank Jabar Syari’ah;

10. BPD Sumut Syari’ah;
11. BPD DKI Syari’ah;

12. BPD Lombok NTB Syari’ah;
13. BPD Aceh Syari’ah;

14. BPD Kalsel Syari’ah;
15. HSBC Syari’ah;

16. BTN Syari’ah.

Sementara di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan perbankan
syari’ah juga tumbuh makin pesat, secara fantastis. Krisis keuagan global di
satu sisi telah membawa hikmah bagi perkembangan perbankan syari’ah.
Masyarakat dunia, para pakar dan pengambil kebijakan ekonomi, tidak saja melirik
tetapi lebih dari itu mereka ingin menerapkan konsep syari’ah ini secara
serius. Di Indonesia prospek perbankan syari’ah makin cerah dan menjanjikan.
Bank syari’ah di negeri ini, diyakini akan terus tumbuh dan berkembang,

Perkembangan industri lembaga syari’ah ini diharapkan mampu
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memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Apalagi dengan
pertumbuhan industri yang rata-rata mencapai 60% dalam lima tahun
belakangan ini. *°

Penyebaran jaringan kantor perbankan syari’ah saat ini mengalami
pertumbuhan pesat. Jika pada tahun 2006 jumlah jaringan kantor hanya 456
kantor, sekarang ini jumlah tersebut menjadi 1440 (Data BI Okt 2008, Lihat
tabet). Dengan demikian jaringan kantor tumbuh lebih dari 200 %. Jaringan
kantor tersebut telah menjangkau masyarakat di 33 propinsi dan di banyak
kabupaten/kota. Sementara itu Jamlah-BUS (Bank Umum Syari’ah) juga
bertambah 2 buah lagi, sehingga sampai Oktober 2008 menjadi berjumlah 5
Bank Umum Syari’ah. Pada tahun-2009, akan hadir 8 Bank Umum Syari’ah
lagi, sehingga total Bank Umum Syari’ah menjadi 12 buah.

Tabel4
Jaringan Kantor Pérbankan Syari’ah di Indonesia

(' Tahun 20085

Kelompok Bank 2005 2006 2007 2008
Bank Umum Syariah 3 3 3 5
Unit Usaha Syari’ah 19 20 26 28
Jumlah Kantor 550 636 711 841
Jumlah Layanan Syari’ah - 456 1195 1440

80htt])://www.Desantrenvirtual.com/index.x:’hn/ekonomi-syariah/]243—evaluasi-bank-svariah-
2008- diakses tanggal 29 Nopember 2009

#! Bank Indonesia, Data Perkembangan Perbankan Syari’ah Tahun 2008 ( Oktober 2008)
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Menurut data publikasi Bank Indonesia (BI) per Oktober 2009, aset-aset
perbankan syari’ah tumbuh 29 persen dari periode sama tahun lalu yakni
sebesar Rp. 59,6 triliun. Pada tahun 2008, hanya mencapai 46,2 triliun.
Industri Syari’ah tahun depan akan semakin bergairah, sejumlah bank
syari’ah baru terus bermunculan. Yang terbaru PT Bank Panin Syari’ah
dipastikan beroperasi secara resmi pada tanggal 2 Desember 2009. Wakil
Direktur Utama PT Bank Panin Tbk, Roosniati Salihin, mengatakan
perubahan status menjadi Bank Panin syari’ah ini sudah mendapat
persetujuan dari BI Nomor 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober
2009. % Jumlah pembiayaan yang (disalurkan oleh perbankan syari’ah
mencapai Rp.37,7 triliun. Pertumbithan DPK (Déna Pihak Ketiga) perbankan
syari’ah 36,7 % (yoy).. Pertumbuban tabungan Muddrabah mencapai
31,65% dan deposito, Mudarabah—mencapai| 38,79% Cyang merupakan

proporsi terbesar pada triwulan kétiga tahun'2008.

%2 “Bank Syariah 2009 Tumbuh Pesat” Nurani Edisi 464 tahun VIII Minggu IT Desember
2009, hal. 34. lihat “Aset Bank Syariah Meningkat Tajam” Kedaulatan Rakyat , Selasa Kliwon 8
Desember 2009 hal. 23, lihat “Aser Bank Syar iah 2010 Bakal Melejif® Nurani Edisi 468 Tabun
IX Minggu [ Januari 2010, hal. 31,
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Grafik. 1
Pertumbuhan Aset Bank Syari’ah
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Sementara itu pembiayaan yang diberikan kepada UMKM oleh industri

perbankan syari’ah dengan nominal mencapai Rp27,18 Trilyun (72,13%)
sampai dengan posisi September. 2008. Pembiayaan, kepada non UMKM
mencapai Rp10,5 Trilyun (27,87%). pertumbuhan pembiayaan kepada sektor

UMKM sampai dengan posisi September 2008 (ytd), sebesar 38,91%.



Grafik 2

Pertumbuhan Pembiayaan Bank Syari’ah
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Selama tahun 2008, ROA perbankan syari’ah mencapai 2,5% dan ROE
mencapai 76,7%, rasio BOPO pada triwulan’ ketiga tahun 2008 sebesar
73,6%. Kontribusi utama dari piutang-murabahah yang mencapai 45,3% dari
seluruh total pendapatan perbankamsyari’ah, Taliun 2008 kondisi permodalan
perbankan syari’ah (tier 1) dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan
masih tergolong rendah (dibawah 8%)

Sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) juga mengalami
perkembangan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2007 terdapat 114 BPRS,
sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 128 BPRS. Assetnya pada
tahun 2007 sebesar Rp 1207 milyar meningkat menjadi Rp 1.575 milyar
(1,57 T) di tahun 2008 (Posisi September). Total pembiayaan BPRS tercatat
sebesar 1,25 trilyun dengan pertumbuhan pembiayaan sebesar 41,8%
Sementara pertumbuhan DPK yang mencapai sebesar 26,1% dengan total

DPK yang berhasil diserap sebesar Rp.896,91 miliar. NPF BPRS terus
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mengalami penurunan, baik secara gross maupun nett mengalami penurunan
dibandingkan posisi 2007 dengan persentase masing-masing dari 7,99%

menjadi 6,92% dan 6,62% menjadi 5,11.

Tabel 5
Indikator dan Pangsa Pasar Bank Syari’ah
(Posisi 2008 dalam Rp. Milyar)

lJumlah Kantor 05 i14 117 124 128

Total Aset kl).ﬂ‘? b0.632 1.207:198 §1.295.145 }1.456.451 1.575.915

[Total Pembiayaan l43.591 LJ.629 79.744 P44.412 1.112.763 1.247.657

Total DPK S.J357 53.015 11.250 1772.220 19 96.909
DR 123.29% 120.02% 123.69% 122.30% 128.60% 139.11%
PF(Gross)  l060%  Baow ~ hroov || hisove  bsin  korw

INPF (Netto) 47% [7.09% §6.62% m 15.54% -L.l 1%

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat \dikatakan bahwa industri
perbankan syariah menunjukkan.ketangguhannya’sebagai salah satu pilar
penyokong stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan kinerja pertumbuhan
industri yang fantantis , namun harus diingat bank-bank syariah harus ditetap
dikawal, dan didesak untuk senantiasa istigamah dalam penerapan
manajemen resiko, syarah complience dan menerapkan Godd Syari’ah
Govanrnance. Para pengawas Syari’ah harus aktif dan produktif dan tidak
boleh sungkan untuk menegur setiap penyimpngan. Jika bank syari’ah
dinilai menyimpang, akan berakibat pada resiko reputasi yang pada giliranya

akan mengakibatkan risiko likuiditas. Hal ini dapat memundurkan bank-bank
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syari’ah di masa depan. Penelitian terkini (2008) yang dilakukan Bank
Indonesia kerjasama dengan Earnt & Young, menunjukkan bahwa resiko
reputasi akibat mengabaikan syari’ah berdampak buruk bagi kemajuan dan
perkembangan perbankan syari’ah.

Prinsip Syari’ah yang merupakan dasar dari operasional bank Islam,
sehingga perbankan Islam tidak mempraktekkan sistem riba melainkan
menggunakan prinsip bagi hasil. Strategi pengembangan perbankan syari’ah
diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem
perbankan konvensional yang (dilakukan' secara komprehensif dengan
mengacu pada analisis kekuatan)dan kelemahan perbankan syari’ah di
Indonesia.®®
Dengan memahami analisis kekuatan|/dan kelemahan perbankan syari’ah,
dapat diperkirakan prospek.perbankan-syari’ah-di Indonesia:>*

Analisis Kekuatan, antara lain:

a. Dukungan umat Islam yang merupakan mayofitas penduduk;

b. Komitmen dan dukungan dari otoritas perbankan (Bank Indonesia)

¢. Dukungan dari Lembaga Keuangan Islam diseluruh dunia;

d. Konsep yang melekat pada bank Istam sangat sesuai dengan kebutuhan

pembangunan, baik masa kini maupun dimasa yang akan datang.

% Antonio, Bank Syariah,... hal 227

B Wirdyaningsih, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada
Media, 2005) hal.162-167.
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Analisis Kelemahan, antara lain:

a. Masih terdapatnya berbagai kontroversi terhadap keberadaan dan sistem
operasional bank Islam diantara kelompok masyarakat, dan banker
syari’ah;

b. Dari hasil survei, menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat tentang
produk dan manfaat perbankan Islam;

c. Jaringan pelayanan bank Islam jumlahnya masih terbatas dan belum
mencapai semua sentra-sentra kegiatan ekonomi;

d. Keberhasilan sistem bagi hasil'bank Islam-pada pembiayaan muddrabah
dan musyarakah sangat tergantung kepada kejujuran nasabahnya (moral
hazard);

e. Sistem bagi hasil |memerlukan perhitungan”yang\ tépat terutama dalam
menghitung bagian laba nasabah yang/kecildan tidak pernah tetap;

f. Karena bank Islam membawa misi bagi hasillyang adil, maka bank Islam
lebih memerlukan tenaga-tenaga yang profesional dan handal;

g. Karena bank Islam masih baru dioperasikan di Indonesia, maka masih
diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan
pengawasannya.

Perbankan Syari’ah yang menerapkan sistem bagi hasil pada sisi
pengerahan dana mendukung program pemerintah dalam upaya pemerataan
secara adil, sedang pada sisi penyaluran dana dimana bank syari’ah mampu

memperluas daya jangkau dan penetrasi penyaluran dana kesemua lapisan
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masyarakat. Karena bagi hasil bukanlah konsep biaya, maka bank syari’ah
dengan sistem bagi hasilnya juga menghilangkan beban biaya yang dapat
digeserkan kepada pembeli produk yang terakhir, sehingga dapat menetralisir
terjadinya biaya tinggi, meningkatkan efesiensi dan menghambat laju inflasi,
penerapan sistem bagi hasil pada bank syari’ah menjadikan bank sangat
peduli kepada keberhasilan usaha nasabah, sehingga berdampak pada upaya
untuk selalu meningkatkan kualitas banker bank syari’ah menjadi lebih
kompeten dan profesional.

Optimisme perkembangan /perbankan syari’ah yang semakin baik
kedepan didukung pula oleh peningkatan pemahaman dan keinginan
masyarakat menggunakan jasa perbankan syari’ah. Di sisi lain, para bankir
dan investor mulai menyadari potensi pasar dan keunggulan komparatif
sistem perbankan syari’ah.

Prinsip bagi hasil yang |dianut oleh perbankan syari’ah membuat
resiko kerugian makin kedil; karend prakiek-spekulasi atau akibat gejolak
moneter dapat dihindari sehingga nisbah bagi para nasabah dapat terbayarkan

sesuai dengan prosentase bagi hasil yang tertera dalam akad perjanjian.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban para Pihak
Apabila diperhatikan secara seksama undang-undang perbankan, tidak
ditemui ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum
antara bank dengan nasabahnya/ mudarib. Namun dari beberapa ketentuan

dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah/
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mudarib diatur oleh suatu perjanjian. Masalah hukum perjanjian,
ketentuan umumnya dapat dilihat dalam Buku III KUHPdt yang
menganut sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan
kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Akibat
dari ditandatanganinya suatu perjanjian, perjanjian tersebut mengikat
para pihak. Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas
kebebasan berkontrak (the freedom of contract) asas ini tersimpul dari

pasal 1338 (1) KUHPdt yan n bahwa semua persetujuan

yang dibuat secara sah berlakirs g-undang bagi mereka yang

membuatnya. Sedang syarat-s uatu perjanjian dapat dilihat

dalam pasal 1320 KUHPdt: Pasdl-jfii~/menganut asas kesepakatan

(konsensualisme). UNIVER SIT A S
Akta perjanjian penlw AaMibuat oleh BNI Syari’ah
berbentuk standar sM@ mrl &da bank-bank pada

umumnya. Akta perjanjian tersebut disodorkan kepada mudarib untuk
dibaca dan dipelajari sebelum menandatanganinya. Setelah pihak
mudarib setuju dan sepakat dengan isi perjanjian pembiayaan tersebut
terjadilah akad (perjanjian) yang dinyatakan dengan ijab qobul dan
penandatanganan akta perjanjian pembiayaan antara pihak bank BNI
Syari’ah dengan mudarib.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis simpulkan, bahwa

berkaitan dengan bentuk standar dalam perjanjian pembiayaan pada BNI
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Syari’ah Cabang Yogyakarta telah memenuhi unsur kesepakatan para
pihak, secara formal adanya tanda tangan para pihak berarti telah
tercapai kesepakatan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan dan
kekhilafan, ketentuan ini sesuai dengan pasal 1339 KUHPdt. Dalam hal
pembagian nisbah antara pihak bank dan para mudarib ada yang
60%:40% juga tergantung kesepakatan para pihak yang dilakukan secara
bebas tanpa ada paksaan dan ini memenuhi asas konsensualisme dan
bentuk perjanjian pembiayaan tersebut adalah riil, karena selain
ditandatanganinya akta perjanjian-‘juga disertai dengan serah terima
uang yang diperjanjikan secaratunai.

Sebagaimana perjanjian-perjanjian” pada umumnya, perjanjian
pembiayaan syari’ah pada BNI Syari'ah'Cabang Yogyakarta diuraikan secara
rinci hak-hak dan kewajiban para pihak sebagaimana terdapat pada pasal 16
dan 17 . akad pembiayaan mudarabah BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta.

1. Hak dan Kewajiban/ BN Syari”aliCabang-Yogyakarta
a. Hak BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta
a.l. Memperoleh kembali dana pembiayaan dan nisbah bagi hasil
sesuai dengan ketentuan dalam akad pembiayaan;
a.2. Mengawasi dan membina jalannya usaha penerima pembiayaan
baik langsung maupun melalui jasa pihak ketiga, dalam hal
menggunakan jasa pihak ketiga seluruh biaya yang timbul

menjadi beban penerima pembiayaan;
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a.6.

a.7.

a.8.

a.9.
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Melakukan penilaian/review terhadap laporan keuangan yang
disampaikan penerima pembiayaan, selambat-lambatnya pada
hari ke 10 (sepuluh) sesudah bank menerima laporan keuangan
tersebut, disertai dengan data dan bukti-bukti lengkap dari
penerima pembiayaan;

Menolak atau menyetujui hasil perhitungan usaha yang telah
dilakukan penilaian/review oleh bank kepada penerima

pembiayaan selambat-lambatnya pada hari kesepuluh setelah

perjanjian;

MengaMMld\éEB §1r‘ar M apabila penerima

pembiayaan Aénl—léﬁm.m usahanya melakukan
NDONES

kecuran an, , wanprestasi dan a u melanggar ketentuan-
ketentuan dalam akad pembiayaan;

Menerima mengembalikan dana pembiayaan dan nisbah bagi
hasil yang belum dibayar penerima pembiayaan dari hasil
penjualan/eksekusi barang agunan dalam hal penerima
pembiayaan lalai, curang, dan atau wanprestasi;

Bank tidak bertanggung jawab terhadap akibat hukum dari
hubungan bisnis antara penerima pembiayaan dengan pihak

lainnya dalam bentuk apapun;
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a.10. Memeriksa pembukuan dan segala sesuatu yang berhubungan
dengan itu baik secara langsung atau tidak langsung terhadap
usaha yang dikelola penerima pembiayaan;

a.11. Melakukan penyelesaian pembiayaan baik melalui eksekusi
agunan maupun upaya hukum lainnya;

a.12. Meneliti keabsahan dokumen dan surat-surat lainnya yang
berkaitan dengan akad pembiayaan;

b. Hak-hak BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta

b.1. Merealisasikan pembiayaan sesuai dengan persyaratan yang
telah disepakati;

b.2. Menanggung kerugian usaha, kécuali apabila kerugian tersebut
terjadi karena penerima pembiayaantidak jujur, lalai, curang,
wanprestasi dan " atau-" karena' tidak * ‘melaksanakan atau
melanggar ketentuan-ketentuan dalam akad pembiayaan, maka

seluruh kerugian menjadi beban penerima pembiayaan.

2. Hak dan Kewajiban mudarib
a. Hak-hak Penerima Pembiayaan/ mudarib
a.l. Menerima pembiayaan sebagaimana diatur dalam akad
pembiayaan;
a.2. Mendapatkan Nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

b. Kewajiban-kewajiban Penerima Pembiayaan/ mudarib
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b.1. Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan akad pembiayaan,

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan cara se efektif dan se efesien mungkin dan dengan

praktek usaha yang etis dan benar;

b.2. Menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan tidak akan

melakukan perubahan kepemilikan tanpa persetujuan terlebih

dahulu dari bank;

b.3. Menanggung biaya operasional perusahaan;

b.6.

b.7.

b.8.

b.9.

segala akibat hukum dari

nnya;

pengelolaan usaha yang sehat,

EGle vevingging seweb dan
profesioridl ubitk fneapai Keuhfirigdh, usaha yang maksimal;
Membayar nisbii-bdgi h4sil Aestiai dengan jadwal yang telah
dieapkard ND ONE SI A

Mengembalikan seluruh jumlah dana pembiayaan kepada bank,

jujur, hati-hati,

sesuai dengan yang disyaratkan dalam akad pembiayaan ini;
Menyerahkan laporan keuangan tiap-tiap bulan, atas usaha
yang dibiayai dengan akad pembiayaan ini selambat-lambatnya
hari ke 10 (kesepuluh) bulan berikutnya;

Membayar denda apabla terlambat melakukan pembayaran

kembali dana pembiayaan dan nisbah bagi hasil pada bank;
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b.11.

b.12

b.13.

b.14.
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Menanggung seluruh kerugian yang timbul apabila melakukan
kecurangan, lalai, tidak jujur, dan atau wanprestasi dalam
menjalankan usahanya;
Jika pada akhir jangka waktu akad pembiayaan ini, penerima
pembiayaan belum melunasi dana pembiayaan, penerima
pembiayaan wajib tetap membayar nisbah bagi hasil
keuntungan sebagaimana diatur pada pasal 7 ayat 1 sampai
dengan dilunasinya dana pembiayaan tersebut oleh penerima
pembiayaan;
Memenuhi permintaan bank; apabla pada saat akad pembiayaan
ini berakhir, sedangkan sebagian dana pembiayaan masih
dalam bentuk barang dan/atau —dalam bentuk hutang pihak
ketiga, dan’ bank ‘.meminta, barang Aersebut dijual untuk
melunasi dana pembiayaan “yang’ telah diserahkannya atau
meminta pihka ketiga untuk segera'melunasi hutangnya;
Mengelola dan menyelenggarakan administrasi pembukuan
secara jujur dan benar dengan iktikad baik dalam pembukuan
tersendiri;
Segera memberitahukan kepada bank tentang:
i. Adanya perkara yang terjadi antara penerima pembiayaan
dengan pihak lain;
ii. Adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta

kekayaan penerima pembiayaan serta barang agunan;
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ili. Adanya pengurus perusahaan yang melanggar anggaran
dasar;
iv. Adanya perubahan-perubahan anggaran dasar.
b.15. Menyampaikan dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat
diterima oleh bank:
i. Neraca dan perhitungan rugi laba periodik berikut
penjelasannya yang telah disahkan oleh direksi perusahaan

secepat mungkin tetapi tidak lebih lambat dari 30 (tiga

\
dari 30 (tiga pmﬁﬂﬂﬂléﬁfﬁﬂ penutupan tahun buku;
Lapordn [dRiiyiths- dsahd"ddlafn benfuk laporan laba rugi
bulanan gua—pénentoan/pémbayaran nisbah bagi hasil
sesuai oM paMeflE SIA

b.16. Memenuhi kewajiban membayar seluruh pajak;

b.17. Mengirimkan setiap keterangan atau dokumen-dokumen yang
diminta oleh bank;

b.18. Mengijinkan bank atau wakilnya pada setiap waktu apabila
dianggap perlu untuk memeriksa seluruh fasilitas-fasilitas,
kegiatan-kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan penerima
pembiayaan dan semua biaya yang timbul menjadi beban

penerima pembiayaan.



BAB V

ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh dari
BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta baik melalui wawancara ataupun melalui olah
dokumentasi yang ada pada BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta yang berkaitan
dengan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak bagi hasil (Mudarabah)
pada BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta,
A. Analisis Karakteristik Responden
Data primer dalam penelitian ini" diperoleh berdasarkan penyebaran
kuisioner atau daftar pertanyaan. Penyebaran angket atau kuisioner ini
dilakukan pada tanggal 20 Juni 2009 kepada 10 Mudarib yang menjadi
nasabah BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta. Untuk lebih jelas tentang
karakteristik responden dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Jenis Kelamin Responden.
Dari hasil kuisioner yang terkumpul, dapat diketahui bahwa sebagian besar
dari responden adalah laki-laki dengan jumlah 8 orang, sedangkan sisanya
merupakan responden perempuan sejumlah 2 orang, dengan demikian
bahwa sebagian besar nasabah/ Mudarib BNI Syari’ah Cabang

Yogyakarta adalah laki-laki.
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Tabel V.1

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
1 i Laki-laki 8 orang 80%
2 | Perempuan 2 orang 20%
Jumlah 10 orang 100 %

2. Tingkat Usia Responden

Dari hasil penelitian ini, untuk tingkat usia responden, dikelompokkan
dalam lima kelompok, pengelompokan dimaksudkan untuk mengetahui
keinginan atas selera dari responden/ mudarib, karena beda usia biasanya
nasabah berbeda dalam menentukan produk pilihannya.

Dari data yang terkumpul, dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden atau nasabah BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta berusia di
bawah 50 tahun sebanyak 60% atau 6 orang.

Bila dilihat dari usia rata-rata nasabah yang masih belum mencapai 40
tahun mempunyai arti bahwa nasabah BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta
mempunyai karakteristik jiwa muda yang selalu menginginkan serba
praktis dan cepat, sehingga dapat dijadikan patokan oleh BNI Syari’ah

Cabang Yogyakarta dalam meningkatkan pelayanannya.
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Tabel IV.2

Karakteristik Responden/ Mudarib Berdasarkan Tingkat Usia

NO TINGKAT USIA FREKUENSI PERSENTASE
1 | Kurang dari 20 Tahun 0 orang 0 %
2 |21 -30tahun 0 orang 0 %
3 | 31-40tahun 3 orang 30 %
4 141-50tahun 3 orang 30 %
5 | 51-60 tahun 4.orang 40 %
Jumlah 10 rorang 100 %

3. Tingkat Pendidikan Responden

Hasil penelitian diperoleh data untuk tingkat pendidikan responden/
Mudarib sebagian besar nasabah BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta
berpendidikan Sarjana sejumlah 8 orang, Diploma 1 orang dan SLTP
sejumlah 1 orang.

Tingkat pendidikan mempunyai pengaruh kepada produk-produk bank
yang dipergunakan, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin selektif
dalam menentukan produk yang akan digunakan untuk memenuhi
kebutuhannya.

Dari tingkat pendidikan nasabah/ mudarib BNI Syari’ah Yogyakarta
sebagian besar adalah sarjana maka menjadi pemicu bagi BNI Syari’ah
Yogyakarta untuk selalu meningkatkan pelayanan dari penyediaan produk

maupun jasa lainnya.
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Karakteristik Responden/ mudarib berdasarkan tingkat Pendidikan

NO | TINGKAT PENDIDIKAN | FREKUENSI | PERSENTASE
1 SD 0 orang 0 %
2 |SLIP 1 ofang 10 %
3 |SLTA 0 orang 0 %
4 | DIPLOMA 1 orang 10 %
5 | SARJANA 8 orang 80 %
Jumlah v/ ctane 100 %

4. Pekerjaan Responden

Dari data responden “yang 'diperoleh’ sebagian' besarmnasabah adalah

pengusaha/ wiraswasta, memberikan gambaran bahwa nasabah BNI

Syari’ah Yogyakarta merupakan nasabah yang mempunyai tingkat

perekonomian yang tinggi terutama dalam melakukan penarikan dan

penyetoran dana, sehingga diperlukan pelayanan cepat, tepat dan akurat

oleh BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta terhadap nasabah/ mudarib.
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Karakteristik Responden/ mudarib berdasarkan Jenis Pekerjaan

NO JENIS PEKERJAAN FREKUENSI PERSENTASE
1 | Pelajar/Mahasiswa 0 orang 0 %
2 | Pegawai Negeri Sipil 0 orang 0 %
3 | Karyawan Swasta 3 orang 30 %
4 | Pengusaha Swasta 7 orang 70 %
Jumlah 10 orang 100 %

5. Penghasilan Responden

Dari data yang diperoleh, maka dapat diketahui bahwa penghasilan

nasabah/ mudharib BNI "Syari’ah ‘Cabang “Yogyakarta “didominasi oleh

mereka yang berpenghasilan di atas 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu

sebanyak 10 orang, bahkan mencapai 100 %.

Tabel IV.5

Karakteristik Responden/ mudarib berdasarkan tingkat Penghasilan

NO PENGHASILAN FREKUENSI | PERSENTASE
1 Dibawah 500.000,- 0 orang 0%
2 | 500.000,- - 1.000.000,- 0 orang 0 %
3| 1.600.000,- - 2.000.000,- 10 orang 100 Yo
4 | Diatas 2.000.000,- 0 orang 0 %
Jumlah 10 orang 100 %
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6. Tingkat Pemahaman terhadap Bank Syari’ah

Tabel IV.6

Karakteristik Responden/ mudarib berdasarkan tingkat Usia

NO | TINGKAT PEMAHAMAN | FREKUENSI | PERSENTASE
1 Sangat Paham 2 orang 20 %
2 | Paham 5 orang 50 %
3 | Sedikit Paham 3 orang 30 %
Jumlah 10Zorang 100 %
| |

Dari tabel di atas, dapat dibaca bahwa/sebanyak 2 orang responden sangat
paham terhadap BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta, 5 orang menyatakan
paham dan hanya 3 orang yang menjawab-sedikit paham tentang BNI
Syari’ah Cabang Yogyakarta. Hal ini bila dihubungkan dengan hasil
survey penulis dengan laporan bulanan keadaan dana pada BNI Syari’ah
Cabang Yogyakarta, ternyata pemahaman responden terhadap produk-
produk BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta cukup tinggi terbukti bahwa
jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan di BNI Syari’ah Cabang

Yogyakarta juga cukup tinggi.

B. Analisis Data
Berdasarkan hasil dari angket yang penulis lakukan terhadap responden/

mudarib  yang menjadi nasabah BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta,
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selanjutnya data tersebut penulis olah untuk mengetahui bagaimana
keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan
dengan sistem bagi hasil (mudarabah) pada BNI Syari’ah Cabang
Yogyakarta. Mengingat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif, maka untuk
menganalisa data menggunakan analisis yang bersifat kualitatif perlu
dilakukan pengujian atas instrumen-instrumen penelitian dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan yang membentuk variabel sistem bagi hasil pada Bank
BNI Syari’ah dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Sebelum dilakukan uji instrumen, terlebih dahulu data kualitatif berupa
jawaban atas instrumen-instrumen yang berupa-pertanyaan tersebut diubah
menjadi data kuantitatif yaitu data’ numerik. Proses perubahan dari data
kualitatif menjadi data kuantitatif dapat disebut sebagai pengukuran.

Dalam penelitian ini-‘pengukuran—instrumen vafiabel-dengan metode
penskalaan yaitu, menentukan nomor dan‘simbol untuk memperoleh respon
sikap subjek terhadap objek, peristiwa atau orang. !

Metode skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala Likert
yang berfungsi untuk menelaah seberapa kuat subjek setuju atau tidak setuju

dengan pernyataan pada skala 5 titik dengan susunan sebagai berikut:

Sangat setuju Setuju Ragu-ragu Tidak setuju Sangat .tldak
setuju
5 4 3 2 1

! Uma Sekaran, Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Jilid 2) edisi 4, (Jakarta: Salemba
2006) hal. 30
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Setelah dilakukan pengukuran instrumen variabel, kemudian dilakukan uji
instrumen dengan uji validitas dan reliabilitas. Dari hasil uji validitas dan
reliabilitas tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan atas data-data
penelitian dengan menguraikannya dalam bentuk analisis deskripsi.

1. Uji Instrumen

Dalam penelitian ilmiah, data yang diperoleh dari berbagai macam
teknik pengambilan data. Beberapa teknik pengambilan data dalam
penelitian ilmu sosial adalah kuesioner, wawancara dan observasi.

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan, kuesioner
merupakan instrumen penelitian \yang - sering digunakan. Sebagai
instrument ukur dalam penelitian, angket harus memenuhi syarat tertentu
sehingga dapat memberikan informasi yang terpercaya/akurat. Kriteria
tersebut adalah harus mempunyai validitas dan reliabilitas-yang baik.

Sifat valid dan reliable ditunjukkan" oleh" tingginya validitas dan
reliabilitas hasil ukur suatu pengukuran. Apabila hasil suatu pengukuran
terhadap instrument tidak valid dan reliable maka informasi yang disajikan
menjadi keliru sehingga kesimpulan yang diambil dalam suatu keputusan
tentu tidak tepat.

Validitas membahas bagaimana suatu alat ukur yang digunakan
memang telah mengukur apa yang diukur, sedangkan reliabilitas
membahas sejauh mana hasil pengukuran yang dilakukan tetap konsisten
apabila dilakukan pengukuran kembali pada orang yang sama di waktu

yang berbeda atau pada orang berbeda di waktu yang sama.



124

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri
dari 20 (dua puluh) butir pertanyaan mengenai sistem bagi hasil dan 10
butir pertanyaan tentang keseimbangan hak dan kewajiban para pihak
dalam kontrak bagi hasil. Butir-butir pertanyaan terdiri dari butir positif
yaitu pertanyaan akan dijawab dengan skore tertinggi 5 yaitu jawaban

sangat setuju, terendah 1 yaitu jawaban sangat tidak setuju:

Skore | Keterangan Jawaban

5 Sangat setuju
4 Setuju

3 Ragu-ragu

2 Tidak setuju

Qanoat tidalk catinin

SAALLELAL LAMALIL DWW

-

Dari 30 (tiga puluh) butir'pertanyaan terdapat 7 (tujuh) butir negatif
yaitu pertanyaan yang akan dijawab dengan skore tertinggi 5 yakni sangat

tidak setuju, dan terendah skore 1 sangat setuju:

Skore | Keterangan Jawaban

5 Sangat tidak setuju
4 Tidak setuju

3 Ragu-ragu

2 Setuju

1 Sangat setuju
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Butir pertanyaan negatif tersebut terdiri dari pertanyaan 2, 3, 11, 14, 15,
18, 19.
a. Uji Validitas

Penggunaan instumen yang lebih baik akan memastikan akurasi
yang lebih tinggi dalam hasil, yang pada gilirannya akan meningkatkan
kualitas ilmiah penelitian. Karena itu dengan cara tertentu kita perlu
menilai ketepatan dari ukuran yang dibuat, secara logis dapat
memastikan bahwa instrument yang digunakan dalam penelitian benar-
benar mengukur variable yang seharusnya diukur. Inilah yang disebut
dengan uji validitas.

Secara ringkas, validitassmenguji seberapa baik suatu instrumen
yang dibuat mengukur konsep tertentu yang ingin diukur. Dengan kata
lain validitas berkaitan dengan méngukur konsep-yang tepat.

Validitas bisa dihasilkan’dengan berbagai cara melalui analisis
korelasional (seperti dalam kasus menghasilkan'validitas konkuren dan
prediktif atau validitas konvergen dan diskriminan); analisis faktor,
teknik multivariate yang akan menegaskan dimensi konsep yang telah
didefinikan secara operasional, dan multikarakter atau multimetode
matriks korelasi yang diperoleh dari pengukuran konsep dengan
berbagai bentuk dan metode yang menambah keketatan pengukuran.

Dalam penelitian ini, pengukuran instrument menggunakan

validitas konsep yang menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh
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dari penggunaan ukuran cocok dengan teori yang mendasari desain tes,
sehingga pengujian dipenuhi melalui analisis korelasional.
Berdasarkan analisis SPSS 11,0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Case Processing Summary

N %
Case Valid 10 100
Excluded® 0 0
Total 10 100

a. Listwise deletion based onall varigbles-in the procedure

Dapat dijelaskan bahwa data kuesioner yang terdiri dari 10 responden

dinyatakan memenuhi uji validitas yakni 100%.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan suatu-pengukuran menpunjukkan sejauh
mana pengukuran tersebut tanpa bias/bebas kesalahan dan karena itu
menjamin pengukuran yahg Kofisisten lintas“waktu dan lintas beragan item
dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran
merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi di mana instrumen
mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” atau kevalidan
sebuah pengukuran.

Stabilitas pengukuran yakni kemampuan suatu pengukuran untuk
tetap sama sepanjang waktu, meskipun terdapat kondisi pengujian yang
tidak dapat dikontrol atau keadaan responden itu sendiri, merupakan
indikasi dari stabilitas dan kerentanannya yang rendah untuk berubah

dalam situasi.
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Konsistensi merupakan indikasi homogenitas item (pertanyaan-
pertanyaan dalam instrumen penelitian) dalam ukuran yang mengungkap
ide. Dengan kata lain item harus bersama-sama sebagai kesatuan, dan
mampu secara beban mengukur konsep yang sama sehingga responden
mengartikan keseluruhan yang sama untuk tiap item. Hal ini dapat dilihat
dengan menguji apakah item dan subset item dalam instrumen pengukuran
berkorelasi tinggi.

Dalam penilitian ini, pengujian instrumen dilakukan dengan uji
reliabilitas konsistensi antar-item merupakan pengujian konsistensi
jawaban responden atas semua item yang'diukur. Sampai tingkat di mana
item-item merupakan ukuran bebas dari konsep yang sama, mereka akan
berkorelasi satu sama lain. Tes reliabilitas antar item yang populer adakah
koefisien alfa Cronbach, yang digunakan‘untuk item-skala=multipoin.

Berdasarkan analisis SPSS -0 diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Variabel sistem bagi hasil
Terdapat 20 (dua puluh) butir pertanyaan yang membentuk
variabel sistem bagi hasil, dari dua puluh butir pertanyaan tersebut
terdapat 7 (tujuh) butir memiliki jawaban negatif (nilai negatif; skore
tertinggi adalah jawaban sangat tidak setuju dan terendah adalah
jawaban sangat setuju) yaitu pertanyaan 2, 3, 11, 14, 15, 18, 19

Sedangkan 13 (tiga belas) butir pertanyaan lainnya memiliki jawaban

positif (nilai positif; skore tertinggi adalah jawaban sangat setuju dan

terendah adalah jawaban sangat tidak setuju).



128

Berdasarkan analisis SPSS 11.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Reability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Ttems

|

0.863 |

20 |

Item-Total Statistics

Scale
Scale | Variabce | Corrected | Cronbach's
Mean if item- Aipha if
if Item Item Total Item
Deleted | deleted | Correlation | Deleted

Sistem Bagi

SBH1 | Hasil 84.70 1. 32:456 0.500 0.856
Sistem Ragi

SBH2 | Hasil 84.80 | °34.400 0.063 0.880
Sistem Bagi

SBH) ) nasii 34.30 || 32022 0.482 0.350
Sistem Bagi

SBH4 | Hasil 84.60 | 32711 0.466 0.857
Sistem Bagi

SBHS | Hasil 84.50 | 32.500 0.545 0.855
Sistem Bagi

SBH6 | Hasil 84.60 |/\31.822 0.626 0.851
Sistem Bagi

SBH7 | Hasil 85.00 |\ 30.889 0.632 0.850
Sistem Bagi

SBHS8 | Hasil 85.00| 31.778 0.499 0.856
Sistem Bagi

SBHY | Hasil 84.50 | 32.500 0.545 0.855
Sistem Bagi

SBH10 | Hasil 84.50 | 32.500 0.545 0.855
Sistem Bagi

SBHil | Hasil 33.70 1 32456 0.500 0.856
Sistem Bagi

SBH12 | Hasil 85.10 | 34.544 0.130 0.869
Sistem Bagi

SBH13 | Hasil 8490 | 32.322 0.579 0.853
Sistem Bagi

SBH14 | Hasil 84.60 | 32.711 0.466 0.857
Sistem Bagi

SBH1S | Hasil 84707 32456 0.500 D.85¢
SBH16 | Sistem Bagi
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Hasil 84.70 | 32.456 0.500 0.856
Sistem Bagi

SBH17 | Hasil 480 32622 0,482 0.856
Sistem Bagi

SBH18 | Hasil 84.80 | 32.622 0.482 0.856
Sistem Bagi

SBH19 | Hasil 84.90 | 30.544 0.496 0.857
Sistem Bagi

| SBH20 | Hasil 84.60 | 32.711| 0466 0857

Hasil analisis SPSS 11.0 menunjukkan bahwa Alfa Cronbach
untuk pengukuran 20 item pertanyaan sistem bagi hasil adalah 0.863.
Semakin dekat koefisien reliabel dengan 1.0, semakin baik.

Nilai reliabiliitas dapat lihat pada  kolom Corrected item-Total
Correlation dengan cara sebagai berikut:

Berdasarkan r tabel; 1 tail, data’(n) = 10, maka n-2 = 8 diperoleh
0.434, a = 0.05. Sebagai contoh' pertanyaan-Sistem Bagi Hasil 1
(SBH1)= 0.500 lebih besar-dari-0.434 berarti reliable baik, jika nilai
reliabilitas kurang dari rtabel(0.434)maka item pertanyaan dianggap
gugur.

Terdapat 18 item pertanyaan yang bernilai diatas 0.434 sedangkan
2 item pertanyaan bernilai di bawah 0.434 yaitu item pertanyaan ke-2
(0.063) dan item pertanyaan ke-12 (0.130). Kedua item pertanyaan
tersebut dapat dikatakan gugur dan tidak dapat dijadikan dasar untuk
penarikan kesimpulan penelitian ini karena tidak memenuhi syarat
reliabilitas meskipun memenuhi validitas terpenuhi.

Penjelasan item pertanyaan ke-2:
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Pertanyaan ke-2: Menurut anda, bagi hasil kurang menguntungkan
dibanding bunga?

Bagi hasil pada kenyataanya kurang menguntungkan dibanding
dengan bunga, karena masyarakat pada umumnya berinvestasi kepada
bank atau bentuk produk lain dengan tujuan memperoleh bunga atau
hasil yang menguntungkan. Sehingga jawaban terdapat 2 (dua)
responden menyatakan ragu-ragu, 2 (dua) responden menyatakan tidak
setuju dan 6 (enam) responden menyatakan sangat tidak setuju.
Artinya bahwa responden menyatakan cenderung kepada perolehan
bagi hasil dibanding dengan bunga karena bagi hasil merupakan aspek
yang disepakati bersama antara) kedua belah pihak pada saat
melakukan transaksi.

Penjelasan item pertanyaan ke-12:
Pertanyaan ke-12: Saya puas-dengan prinsip ‘bagi hasil walaupun tidak
memberi bunga?

Pada kenyataannya, setiap orang yang melakukan transaksi/
kontrak pembiayaan dengan pihak BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta
berharap mendapatkan hasil dalam bentuk “bunga”. Pertimbangan
seperti ini yang mempengaruhi pendapat responden menjadi ragu-ragu
dalam menjawab. Terdapat responden yang menyatakan setuju’” walau
dalam kenyataan bertentangan tetapi karena pemahamannya tentang
prinsip syari’ah/ keberkahan bahkan responden meyakini bahwa bunga

hukumnya riba oleh karena itu responden pada pertanyaan tersebut



131

menyatakan merasa puas dengan sistem bagi hasil walaupun tidak
mendapatkan bunga.
. Varibel keseimbangan hak dan kewajiban

Terdapat 10 (sepuluh) butir pertanyaan yang membentuk variabel
sistem bagi hasil. Kesepuluh butir pertanyaan memiliki jawaban positif
(nilai positif; skore tertinggi adalah jawaban sangat setuju dan terendah
adalah jawaban sangat tidak setuju).

Berdasarkan analisis SPSS 11.0, diperoleh hasil sebagaj berikut:

Reability Statistics
Cronbach's N of
Alpha Items
| 0.800 | 1o
Item-Total Statistics
Scale
Scale | Variabce Cronbach's
Mean if Corrected | Aiphaif
if Item Item Item-Total Item
Deleted | “deleted | Correlation | Deleted
Keseimbangan
Hak dan
KHK1 | Kewajiban 39.10 6.989 0.521 0.776
Keseimbangan
Hak dan
KHK2 | Kewajiban 39.30 6.456 0.745 0.747
Keseimbangan
Hak dan
KHK3 | Kewajiban 39.50 7.389 0.485 0.782
Keseimbangan
Hak dan
KHK4 | Kewajiban 39.40 7.156 0.499 0.779
Keseimbangan
Hak dan
KHK5 | Kewajiban 39.20 7.067 0.476 0.782
Keseimbangan
Hak dan
KHK6 | Kewajiban 38.90 7.211 0.569 0.773
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Keseimbangan
Hak dan
KHK7 | Kewajiban 39.10 6.989 0.521 0.776

Keseimbangan
Hak dan
KHK8 | Kewajiban 39.30 6.900 0.557 0.772

Keseimbangan
Hak dan
KHK9 | Kewaijiban 39.40 7.156 0.499 0.779

Keseimbangan
Hak dan
I KHK10 | Kewaiiban 1 40.10 | 8.544 | -0.044 | 0.840 |

Berdasarkan r tabel; 1 tail, data (n) = 10, maka n-1 = 8 diperoleh
0.434, a = 0.05. Sebagai [contoh pertanyaan Keseimbangan Hak dan
Kewajiban 1 (KHK1)= 0521 lebih‘besar dari 0.434 berarti reliable
baik, jika nilai reliabilitas” kurang dari r tabel (0.434) maka item
pertanyaan ditanggap gugur.

Terdapat 9 itempertanyaan yang-bernilai_diatas 0.434 sedangkan
| item pertanyaan bernilai.db bawah-0.434 yaitu item pertanyaan ke-10
(KHK30) bernilai -0.044; item’ pertanyaan tersebut dapat dikatakan
gugur dan tidak dapat dijadikan dasar untuk penarikan kesimpulan
penelitian ini karena tidak memenuhi syarat reliabilitas meskipun
memenuhi validitas terpenuhi.

Penjelasan item pertanyaan ke-30:

Pertanyaan ke-30: Penyelesaian sengketa pada BNI Syari’ah Cabang
Yogyakarta memuaskan?

Dari pertanyaan tersebut terbukti responden tidak memberikan
tanggapan dikarenakan responden belum pernah mengalami sengketa

dengan pihak bank yang diakibatkan dari ketidak seimbangan hak dan
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kewajiban pihak bank sebagai sahib al-mal dan penerima pembiayaan
dana/ mudarib. Hal ini bisa dikatakan bahwa pihak bank maupun
mudharib dapat menjaga kontrak yang disepakati pada saat

disepakatinya kontrak.

C. Analisis Deskriptif

Berdasarkan analisis SPSS 11.0 di atas menunjukkan bahwa Variabel
keseimbangan hak dan kewajiban dari 10 (sepuluh) butir pertanyaan yang
membentuk variabel sistem bagi<hasil{memiliki jawaban positif. Artinya
dalam melaksanakan kontrak bagi hasil'pthak-pthak masih dalam kesepakatan.

Tanggung jawab dari pihak bank-dalam kedudukannya sebagai shahib al
mal, terbatas hanya sampai pada modal yang disediakan. Sedangkan tanggung
jawab nasabah dalam Kedudukannya sebagai mudarib terbatas semata-mata
kepada kerja dan usahanya. Namun apabila dapat dibuktikan terdapat
kecurangan atau terjadi mis management, maka nasabah tersebut harus
bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan perusahaan dan
berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut kepada bank.

Menurut hemat penulis, dalam hal hubungan antara bank sebagai sahib
al-mal dan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagai mudarib,
nasabah tersebut harus mengganti kerugian kepada bank apabila kegagalan
usaha atau kegagalan kredit disebabkan karena nasabah menyalahgunakan
fasilitas pembiayaan tersebut untuk tujuan-tujuan selain yang telah ditentukan

dalam perjanjian.
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Nasabah/mudarib berbagi keuntungan dengan bank sesuai dengan
perbandingan yang disetujui sebelumnya, yaitu sebetum fasilitas mudarabah
itu diberikan oleh bank. Dalam hal ini proporsi pembagian antara 60:40
artinya untuk sahib al-mal sebesar 60% dan untuk mudarib 40% dan 70:30
artinya untuk sahib al-mal sebesar 70% dan untuk mudarib 30%. Dari
proporsi pembagian nisbah tersebut penulis berpendapat bahwa proporsi
tersebut suatu hal yang wajar dan dari sudut pandang yuridis-formal
pembagian nisbah tersebut sah dan tidak melanggar peraturan perundang-
undangan karena hal tersebut: sudah memenuhi asas kesepakatan
(konsensualisme). Namun dalam |hal keseimbangan hak dan kewajiban para
pihak, pihak bank perlu memperhatikan. keseimbangan kerohanian dan
kebendaan; keseimbangan melindungi kepentingan masing-masing individu
dan masyarakat. Selain ‘melakukan analisis dari data ‘yang penulis kumpulkan,
sebagai sebuah lem.baga keuangan bank dalam menyalurkan pembiayaan
mudarabah dituntut untuk memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena itu
sebelum perjanjian disepakati pihak bank akan berupaya untuk mendapatkan
informasi yang jelas mengenai keadaan calon mudarib yang sesungguhnya,
sebagaimana halnya ketentuan bank konvensional, dengan memperhatikan
lima aspek yang dikenal dengan “the five'’s of credit analisis” kelima aspek
tersebut meliputi: character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal),
collateral (jaminan) dan condition of economy (kondisi ekonomi). Kelima

tersebut dengan melakukan penyidikan dan survey langsung ke lapangan.



135

Selain melakukan analisis, terhadap kemampuan nasabah, BNI Syari’ah
Cabang Yogyakarta juga melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan
terhadap agunan yang akan diberikan oleh nasabah yang melaksanakan
pembiayaan dengan system mudarabah ini, peninjauan dan penilaian agunan
ini dilakukan supaya agunan yang diberikan calon mudarib tersebut dapat
memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang diperhatikan BNI Syari’ah
Cabang Yogyakarta dalam memulai agunan adalah kepemilikan agunan
tersebut secara yuridis dan nilai ekonomis dari jaminan tersebut.

Sama halnya dengan bank-bank konvensional lainnya, untuk melindungi
uang yang dikucurkan lewat kredit (pembiayaan) dan resiko kerugian, maka
pihak bank (BNI) Syari’ah Cabang Yogyakarta membuat pagar pengamanan.
Dalam kondisi sebaik apapun atau'denganpagar pengamanan yang dibuat
biasanya berupa jaminan yang harus disediskan>mudarib. Tijuan jaminan itu
adalah untuk melindungi pembiayaan’dan-resiko kerugian baik yang disengaja
maupun yang tidak disengaja lebih dari itu-jaminan yang diserahkan oleh
mudarib merupakan beban sehingga mudarib akan sungguh-sungguh untuk
mengembalikan pembiayaan yang dikucurkan oleh pihak bank.

Pembiayaan tanpa agunan/jaminan akan membahayakan posisi bank,
mengingat jitka mudarib mengalami kerugian terhadap pembiayaan yang
dikucurkan kepada mudarib, maka dengan jaminan/agunan pembiayaan itu
relative lebih aman.

Maka dalam memberikan pembiayaan, bank wajib melakukan analisis

terhada_p kemampuan mudarib untuk membayar kembali kewajibannya,
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selain itu bank dituntut untuk melakukan peninjauan, penilaian, dan
pengikatan terhadap agunan yang disodorkan oleh mudarib sehingga agunan
yang diterima dapat memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.?

Hal-hal tersebut haruslah ditaati karena telah dijadikan asas dan pasal 8
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang
selengkapnya berbunyi:

1. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip
syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis
yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan
nasabah debitur untuk melunasi “atangnya atau mengembalikan
pembiayaan yang dimaksud sesuai denganyang diperjanjikan.

2. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan
pembiayaan berdasarkan prinsip.syari‘ah-sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh bank Indonesia.

Dalam pemberian kredit (pembiayaan), pada prakteknya agunan
lebih diutamakan, sehingga sebenarnya agunan lebih dipentingkan
daripada hanya sekedar jaminan yang berupa keyakinan atas kemampuan
mudarib untuk melunasi utangnya.’

Dalam pembagian hasil keuntungan mudarabah nisbah mudarib
dapat lebih besar atau sebaliknya, lebih kecil dari pada shahibul maal,

tergantung pada kesepakatan dalam akad mudarabah.

? Wawancara dengan Wahid AM (Pengelola Pembiayaan) BNI Syariah Cabang
Yogyakarta pada tanggal 10 Juni 2009.
* Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia,(Bandung: PT.Aditya Bakti,

2002),hal. 129.
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Dalam Islam, setiap umat muslim akan terikat pada apa yang sudah

disepakati, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1

1% 4

yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
dan hadis rasul Muhammad SAW, yang artinya: orang-orang muslim
terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang
menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Berdasarkan penentuan pembagian hasil keuntungan, BNI Syari’ah
Cabang Yogyakarta membuat kebijaksanaan, untuk mengetahui nasabah
sepakat atau tidak, maka pihak:bank cukup- menunjukkan standar isi dan
bentuk perjanjian (pembiayaan) pada umumnya, bentuk dan isi perjanjian
pembiyaan pada BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta sudah ditentukan
terlebih dahulu yang berbentuk formulir, setelah dibaca oleh pemohon
pembiayaan, pemohon/ mudaribtinggal menyatakan setuju atau tidak
terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir perjanjian
tersebut.

Untuk hal-hal yang tidak disetujui oleh calon mudarib dapat
dimusyawarahkan lagi dengan pihak bank hingga tercapai kesepakatan
diantara mereka. Sedangkan hal-hal yang kosong dalam formulir seperti
jumlah jaminan, besarnya margin (bagi hasil), tujuan pemakaian
pembiayaan, dan jangka waktu adalah hal-hal yang tidak diisi sebelum ada

persetujuan kedua belah pihak.

* Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang
dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.
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Perjanjian yang semacam ini menunjukkan bahwa perjanjian
pembiayaan pada BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta adalah suatu
perjanjian standar. Perjanjian standar yang ada pada BNI Syari’ah Cabang
Yogyakarta sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:
“ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-
Undang bagi mereka yang membuatnya”, dan sesuai pula dengan Al-
Qur’an Surat al-Maidah ayat (1).

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338
ayat (1) KUHPerdata menjadi dasar keberadaan perjanjian standar, karena
hal tersebut memberikan pengertian bahwa kepada setiap orang diberikan
kebebasan untuk membuat perjanjian-dan kebebasan untuk menentukan
sendiri isinya dan apa yang telah dibuat itu berlaku mengikat sebagai
Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya danini dilakukan oleh
BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta.

Dalam hal ini pembagian hasil keuntungan tersebut yang telah
diperhitungkan sebelumnya oleh pihak bank, maka apabila pihak mudarib
sepakat dapat melanjutkan pelaksanaan pembiayaan bagi hasil tersebut
dengan melaksanakan penandatanganan perjanjian yang dianggap telah
disepakati.

Berdasarkan pada salah satu bentuk perjanjian yang telah terformat
oleh BNI Syari’ah Yogyakarta, terlihat pada pasal 7 tentang nisbah bagi
hasil antara pihak bank dengan pihak mudarib membuka selebar

lebarnya kesepakatan nisbah bagi hasil baik untuk pihak bank maupun
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pihak mudarib (ayat 1), dalam ayat 2 pembayaran nisbah bagi hasil
dilakukan tiap-tiap bulan dan dibayarkan oleh penerima pembiayaan
kepada bank setiap akhir bulan dengan cara pemindahbukuan pada setiap
bulannya. Inipun masih bisa berubah sewaktu waktu sesuai dengan
kesepakatan para pihak (ayat 3) . Menurut hemat penulis klausul pada
pasal 7 ayat 3 tidak perlu dilakukan karena bias menimbulkan perjanjian
yang sudah disepakati di awal kontrak biasa dimentahkan pada saat pihak-
pihak merasa kurang beruntung, hal ini berujung kepada hal-hal yang
bersifat profit oriented. Mestinya cukup kesepakatan dilakukan 1 (satu)
kali dalam perjanjian pembiayaan,

Mengenai hak dan kewajiban para pihak tertuang dalam pasal 16 dan
17 akad yang dibuat para pihak.
Dalam hal ini penulis berpendapat 'bahwa |hak /dan-kewajiban yang
tertuang pada isi perjanjian yang-dibuat para pihak sudah dapat dipahami
semata-mata untuk melaksanakan~ asas kehati-hatian. dan apa yang
disepakati merupakan akad yang dibuat berdasarkan kondisi mudarib dan
nilai-nilai makro yaitu keadilan dan kemaslahatan. Datam hal ini penulis
menganalisa kontrak yang dilakukan oleh pihak- pihak sudah menerapkan
asas-asas akad sebagaimana tertuang pada pasal 21 hurufa, b, ¢, d, e, f, g,
h, i, j, k, 1, m, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ini merupakan langkah

baik untuk meningkatkan kepercayaan nasabah/ mudarib terhadap bank.
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D. Uji Hipotesis
Uji hipotesis berfungsi untuk menguji apakah hipotesis yang diambil
oleh penulis terbukti (h, diterima) atau tidak terbukti (h; ditolak). Hipotesis
pada penelitian ini adalah :
(h,) adanya korelasi antara pemahaman mudarib terhadap sistem kontrak
syariah yang menerapkan sistem bagi hasil
(ho) tidak adanya korelasi antara pemahaman mudarib terhadap sistem
kontrak syari’ah yang menerapkan sistem bagi hasil.

Dalam pendekatan statistik,-hipotesis ditérima atau ditolak berdasarkan
informasi pengambilan sampel saja.“Oleh karena sampel berbeda dengan
populasinya, maka harus dinilai perbedaan signifikan atau tidak signifikan
secara statistik.

Terdapat dua kelompok ‘uji-signifikansi yaitu"parametrik dan non
parametrik. Uji parametrik lebih kuat Karena datanya diambil dari pengukuran
interval dan rasio, sedangkan uji non parametrnik digunakan untuk menguji
hipotesis dengan data ordinal dan nominal.

Asumsi uji parametrik mencakup observasi harus bebas dan diambil
dari populasi yang berdistribusi normal, populasi ini harus memiliki varians
yang sama sechingga membentuk linieritas yang jelas, skala pengukuran
setidaknya berupa skala interval agar pengoperasian aritmatika dapat
digunakan.

Uji non parametrik mempunyai lebih sedikit asumsi, pengujian ini

tidak menetapkan populasi yang berdistribusi normal atau varians yang sama.
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Beberapa pengujian memerlukan kasus-kasus yang berdiri sendiri, sedangkan
pengyjian lainnya didesain untuk situasi dengan kasus yang berhubungan.

Data penelitian ini berupa data interval dengan sampel (n = 10), uji
hipotesis yang digunakan adalah analisis korelasi Momen Produk Pearson.
Sebelum dilakukan analisis korelasi terlebih dahulu data diuji normalitas dan
linieritas terlebih. Adapun proses analisis menggunakan software SPSS 11.0.

Uji normalitas terhadap data sampel dikatakan normal apabila nilai
probabilitas sampel (p) lebih besar dari tingkat signifikansi («) atau jika p < «
maka hy ditolak. Tingkat signifikansi (o =10.05):

Hasil uji normalitas diperoleh™ bahwa probabilitas sampel
keseimbangan hak dan kewajiban|(py) adalah 0.951 artinya p,< a berarti data
keseimbangan hak dan kewajiban normal. Sedangkan probabilitas sampel
sistem bagi hasil (py) diperoleh 0.865; artinya p,< o berarti data sistem bagi
hasil (py) normal.

Linieritas atau sering disebut dengan plot sebaran penting dilakukan
untuk memahami hubungan antara variabel-variabel penelitian. Bentuk dari
hubungan linieritas dicirikan dengan garis lurus. Hasil uji linieritas dikatakan
linier atau memiliki bentuk trend jika p> o. Semakin banyak data sampel
dalam suatu penelitian akan dapat menunjukkan plot sebaran yang semakin
erat hubungannya sehingga membentuk linieritas yang jelas.

Hasil uji linieritas pada penelitian ini adalah p = 0.020, artinya p lebih
kecil dari a, berarti plot sebaran tidak terbentuk (tidak liniear). Hal ini dapat

terjadi karena data pada penelitian ini (n=10), termasuk kategori data minim
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schingga menunjukkan plot sebaran yang belum dapat ditarik garis lurus
(linier).

Analisis korelasi Momen Produk Pearson mempunyai nilai yang
bervariasi dari 1 hingga 0 sampai -1. Suatu varibel dengan varibel lain
dikatakan mempunyai korelasi jika r hitung > r tabel atau p < 0.05. Hasil uji
korelasi Momen Produk Pearson diperoleh bahwa r hitung = 0.704 dan p =
0.23, sedangkan r tabel = 0.434.

Berdasarkan hasil analisis korelasi terbukti bahwa h, ditolak atau h,
diterima, artinya terdapat korelasic antara pemahaman mudarib terhadap
sistem kontrak syari’ah yang menerapkan sister bagi hasil.

E. Penyelesaian Sengketa

Sebagaimana telah dimaklumi, setiap mengeluarkan produk atau
mengadakan transaksi dengan’ pthak-lain, BNI 'Syari‘ah ‘Cabang Yogyakarta
mesti akan dibarengi dengan pembuatan akad. Di dalam akad tersebut Bank
BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta mesti mencantumkan pasal yang berisi
ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa,

Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab ketiga yang lalu, dengan
memperhatikan dokumen-dokumen akad tersebut dan berdasarkan wawancara
dengan Bapak M. Abu Jahid, terlihat bahwa sampai saat ini redaksi pasal
penyelesaian sengketa yang digunakan oleh BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta
telah mengalami dua kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan berkenaan
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.
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Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, redaksi pasal
penyelesaian sengketa dalam akad tersebut berbunyi sebagai berikut : Jika
salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi

perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syari'ah (Basyarnas) setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

Dari bunyi redaksi “pasal penyelesaian sengketa” tersebut dapat
ditarik beberapa penjelasan sebagai berikut :

a. Bahwa BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta  di dalam menyelesaikan
sengketanya (jika terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran
terhadap akad yang telah disepakati) dengan nasabahnya, selalu
diawali dengan upaya musyawarah terlebih dahulu,'sebelum dibawa ke
Basyarnas.

b. Bahwa ketika perselisihan™ atau sengketa ‘tersebut tidak dapat
diselesaikan dengan musyawarah, kedua belah pihak (BNI Syari'ah
Cabang Yogyakarta dan nasabahnya) bersepakat untuk membawa

persengketaan tersebut kepada Basyarnas.

c. Bahwa dicantumkannya lembaga Basyarnas (bukan Pengadilan

Negeri) di dalam akad, dikarenakan Dewan Syari'ah Nasional Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI) setiap mengeluarkan fatwa, senantiasa
dibarengi dengan himbauan agar membawa sengketanya (jika terjadi)

ke Basyarnas setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
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Padahal semua lembaga keuangan syari'ah termasuk BNI Syari'ah
Cabang Yogyakarta harus tunduk kepada fatwa-fatwa DSN. Apabila
lembaga keuangan syari'ah melanggar fatwa DSN, maka Dewan
Pengawas Syari'ah selaku pengawas dapat melaporkan pelanggaran
tersebut kepada DSN. Dan selanjutnya berdasarkan laporan dari
Dewan Pengawas Syari'ah, DSN dapat memberikan teguran jika
lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang
telah ditetapkan. Dan jika lembaga yang bersangkutan tidak
mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan
rekomendasi kepada lembaga.yang’ memiliki otoritas seperti Bank
Indonesia dan Departemen|Keuangan untuk memberikan sangsi.’

d. Bahwa dengan disepakatinya lembaga Basyarnas sebagai lembaga
penyelesain sengketa, (jika terjadi).antara ‘pihak, BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta dan nasabahnya; maka Pengadilan Negeri menjadi tidak
berwenang lagi. Hal ini mengacu pada.ketentuan pasal 11 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut :*

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para
pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan
Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan
di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan

* Heri Sudarsono, Bank., hal. 43.

¢ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
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melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan
dalam undang-undang ini.

Dengan dicantumkannya lembaga Arbitrase secara tertulis di
dalam akad yang telah disepakati oleh Bank BNI Syari'ah Cabang
Yogyakarta dengan nasabahnya, maka kedua belah pihak sudah tidak
dapat mengajukan sengketanya ke Pengadilan Negeri, kecuali kedua
belah pihak sepakat untuk membuat “akta kompromi” yaitu akta
kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak setelah terjadinya
sengketa.

Bahwa dipilihnya lembaga BaSyamassebagai lembaga penyelesai

sengketa, diharapkan akan lebih menguntungkan kepada kedua belah

pihak ketimbang jika diajukan ke Pengadilan Negeri. Diantaranya
adalah :

1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, karena persidangan atau
permusyawaratan dilakukan secara tertutup;

2) Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural
dan administrasi;

3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang
cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil.
Secara umum pengetahuan Arbiter Basyarnas lebih memahami hal
ihwal yang berkaitan dengan syari'ah Islam, ketimbang para Hakim
Pengadilan Negeri yang kebanyakan latar belakang pendidikannya

hanya di bidang hukum positif saja;
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4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;

5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat

dilaksanakan.’

2. Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lahir, redaksi pasal

penyelesaian sengketa yang tertuang di dalam akad berubah menjadi

sebagai berikut :

1.

Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini antara para
pihak berkenaan dengan penafsiran dan ‘atau pelaksanaan Akad ini,
para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
mufakat.

Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan
penyelesaian secara, musyawarah-dan, mufakat. sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal/ini tidak' tercapai‘kesepakatan, para pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama ...

Perubahan ini baru efektif dilakukan oleh Bank BNI Syari'ah Cabang

Yogyakarta setelah tanggal 10 Agustus 2006. Hal ini disebabkan karena

surat perintah dari Unit Usaha Syari'ah PT. Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk. yang berisi instruksi perubahan pasal tersebut baru datang

di Kantor Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta pada tanggal tersebut.

Sehingga baru sejak bulan Agustus 2006 itulah perubahan "pasal

penyelesaian sengketa" dimulai dan diterapkan pada pembuatan akad-akad

7 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
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yang baru masuk. Sedangkan akad-akad yang tengah berjalan tetap seperti
semula, tidak dirubah.

Dari instruksi perubahan "pasal penyelesaian sengketa" tersebut
menunjukkan bahwa :

i. Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta tidak berwenang
untuk merubah "pasal penyelesaian sengketa" tersebut, -
walaupun sejak tanggal 20 Maret 2006 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan wewenang kepada
Pengadilan Agama menangani perkara sengketa ekonomi
syari'ah - melainkan:mentnggu instruksi dari Unit Usaha
Syari'ah selaku atasanKantor Cabang Syari'ah.

ii. BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta dari aspek redaksi "pasal
penyelesaian sengketa"" yang ‘termuat~ di dalam akad-
akadnya adalah merupakan salah satu bank yang Eerusaha
mengimplementasikan nilai syari'ah. Dari klausul "pasal
penyelesaian sengketa" tersebut nampak bahwa BNI
Syari'ah Cabang Yogyakarta selalu mengedepankan upaya
musyawarah dan mufakat ketika nantinya terjadi sengketa.
Sikap ini tidak lain adalah merupakan penerapan dari ayat

Vodws Ols addl il Cpasily p3 alallg
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¥ QS. An-Nisa’ (4): 128.
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Artinya : ... dan perdamaian itu adalah lebih baik, walaupun manusia
itu menurut tabiatnya kikir, jika kamu berbuat baik dan
bertaqwa maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.9

dan juga ayat ... sa¥! b s, gliy 10

Di dalam dunia Islam, upava semacam ini telah dikenal dengan istilah

sulh, yaitu suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri

perselisihan dan pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa
secara damai.'" Untuk di Indonesia keberadaan lembaga sulh atau
perdamaian ini telah didukung dalam hukum positif yakni Undang-

Undang Nomor 30 Tahuni 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa. Di~dalam-undang-undang ini dikemukakan

bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk

menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar pengadilan, baik

melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli."?
¢. Selanjutnya jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa

tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak sepakat akan membawa

sengketanya ke Pengadilan Agama.

® Departemen Agama RI, 4/ Qur'an Dan Terjemahnya, Edisi Baru, (Surabaya: Surya Cipta
Aksara, 1993), hal. 103.

19 Q8. Ali Imran (3): 159.
"' Warsun, Kamus Al-Munawwir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984),
nal. 843.

2 Abdul Manan, “Beberapa Masalah Hukum Dalam Praktek Ekonomi Syari'ah”,
disampaikan pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Dengan Jajaran Pengadilan Empat
Lingkungan Seluruh Indonesia Tahun 2006, tanggal {0 sampai dengan 14 September 2006 di
Batam.
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Pemilihan ke Pengadilan Agama ini menurut hemat penulis
sudah tepat karena telah sesuai dengan amanat pasal 49 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006. Sebagaimana dimaklumi Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah hukum publik yang bersifat
memaksa (dwingend rechr), sehingga ketentuan yang tercantum dalam
pasal-pasalnya bersifat memaksa pula, yang harus ditaati oleh seluruh
warga negara Indonesia, termasuk lembaga-lembaga negara di
Republik Indonesia. Disamping itu, pasal 49 ‘Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2006 adalah mengatur téntang kewenangan absolut
Pengadilan Agama. Oleh karena itu pihak-pihak yang melakukan
perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah (ekonomi syari'ah) tidak dapat
melakukan pilihan hukum untuk diadili di pengadilan yang lain.
Apalagi, sebagaimana ‘tercantum dalam’ Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada alenia kedua, bahwa pilihan
hukum dinyatakan telah dihapus.

Pemilihan lembaga Peradilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syari'ah merupakan pilihan yang tepat dan
bijaksana. Dari sini akan tercapai keselarasan antara hukum materiil
yang digunakan di Peradilan Agama yang berlandaskan prinsip-prinsip
Islam dan juga selaras dengan para aparat hukumnya yang beragama
Islam serta telah menguasai hukum Islam.

Disamping itu, mengacu kepada teori receptio in complexu yang

dicetuskan oleh Lodewijk Christian Van den Berg, yang mengajarkan
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bahwa hukum mengikuti agama, maka jelas pemilihan lembaga
Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah
merupakan pilihan yang tepat. Dari teori Van den Berg tersebut dapat
diartikan bahwa terhadap orang Islam dan atau orang/lembaga yang
menundukkan diri kepada hukum Islam, berlaku hukum [slam dan jika
terjadi sengketa harus diselesaikan menurut hukum Islam oleh Hakim
Pengadilan Istam. 3

d. Mengana penvelesaian sengketa tidak diaiukan ke Basvarnas saia
seperti ketika sebelum Undang-Undang’ Nomor 3 Tahun 2006 lahir.
Toh para pihak dapat memilih hukum materiil yang berdasarkan
hukum Islam dan arbiter yang_dikehendaki. Hal ini menurut hemat

penulis tidak terlepas dari pertimbangan untung rugi dan atau efisien

tidaknya mengajukan sengketanya ke Basyarnas afau ke Pengadilan
Agama.

Tidak bisa dipungkiri memang terdapat plus minus tatkala
mengajukan sengketa ke Basyarnas atau ke Pengadilan Agama. Hanya
saja pada saat ini BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta beranggapan
bahwa Pengadilan Agama mempunyai banyak kelebihan daripada
Basyarnas. Menurut Bank BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta kelebihan
Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Jangkauan lokasi Pengadilan Agama meliputi setiap Kabupaten /

Kotamadya, sedangkan Basyarnas hanya terbatas di Surabaya,

13 A. Mukti Arto, “Garis.”, hal. 26.
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Yogyakarta, Jakarta, Lampung dan Riau. Sampai Agustus 2006,
setidaknya telah terdapat 343 Pengadilan Agama di seluruh
Indonesia yang berada di setiap kota dan ibu kota kabupaten atau di
tempat terpencil di Indonesia yang kesemuanya telah siap melayani

para pencari keadilan."

. Biaya berperkara di Pengadilan Agama lebih murah, yakni jika

berstatus sebagai Penggugat biaya yang diperlukan hanya sekitar
satu juta rupiah sampai dengan satu setengah juta rupiah, dan jika
berstatus sebagai Tergugat maka cukup membayar pendaftaran
Surat Kuasa kurang lebih lima pululiribu rupiah. Sedangkan biaya
berperkara di Basyarnas biaya pendaflaran, administrasi dan biaya
arbiter didasarkan pada prosentase (1 % sampai 6 %) dari besarnya
nilai tuntutan:” Hal 'ini senada dengan péndapat Setiawan bahwa
keunggulan arbitrase itu tidak terletak di bidang murahnya biaya

serta cepatnya penyelesaian sengketa."”

. Pengadilan Agama mampu untuk mengeksekusi putusannya,

sedangkan Basyamnas tidak dapat mengeksekusi putusannya
sendiri, apabila pihak yang dikalahkan tidak melaksanakan
putusan, maka diajukan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri. Hal ini
berdasarkan pada pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase

hal. 1.

' A. Mukti Arto, “Penyelesaian ., hal. 6.

1% Setiawan, Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni. 1992),
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secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua
Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang
bersengketa. Namun demikian ada penafsiran lain, yang
menyatakan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 maka fiat eksekusi harus diajukan ke Pengadilan
Agama. Hal ini didasarkan pada alasan penerapan asas lex
posterior derogat legi apriori yakni bahwa hukum yang baru
mengalahkan hukum yang lama. Dengan demikian maka
ketentuan-ketentuan hukum _gyang Tama yang berkaitan dengan
ckonomi syari'ah, yang dahulu tidak-berlaku di Pengadilan Agama
menjadi berlaku. Diantaranya ‘adalah ketentuan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian~ (ADR). Dengan “penafSiran ~argumentum per
analogian, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun
1999 tersebut berlaku di Pengadilan Agama. Kata-kata “Pengadilan
Negeri” dalam undang-undang tersebut harus dibaca “Pengadilan
Agama”.16

4. Para Hakim Pengadilan Agama sudah banyak yang memahami
akad-akad yang berdasarkan prinsip syari'ah, karena basic
pendidikan mereka dari pesantren dan atau IAIN, dan bahkan

seckarang sudah banyak yang melanjutkan kuliah S2 dengan

konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah. Pada saat ini ada sekitar 65

'® A. Mukti Arto, “Penyelesaian.“, hal. 7.
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orang aparat peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama
Yogyakarta yang sedang mempelajari Hukum Bisnis Syari'ah di
Magister Studi Islam UII Yogyakarta. '’

Dart uraian-uraian tersebut diatas, nampak jelas bahwa BN Syari'ah
Cabang Yogyakarta mempunyai respon yang positif terhadap kewenangan
Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

. Faktor-Faktor Penyebab BNI Syari'ah Cabang Yogyakarta Responsif
Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan
Sengketa Ekonomi Syari'ah

Ada beberapa faktor penyebab BNI' Syari'ah Cabang Yogyakarta
resposif terhadap kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syari'ah diantaranya adalah -

a. Jangkauan lokasi'Pengadilan Agama ‘meliputi~setiap Kabupaten /

Kotamadya.

b. Biaya berperkara di Pengadilan Agama relafif lebih murah ketimbang
berperkara di Basyarnas.

c. Pengadilan Agama berkemampuan untuk mengeksekusi putusannya.

d. Para Hakim Pengadilan Agama sudah banyak yang memahami akad-

akad yang berdasarkan prinsip syari'ah.

'” Data Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tahun 2009,



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap olah dokumentasi dan hasil

wawancara terhadap pimpinan dan pengelola pembiayaan Bank BNI Syari'ah

Cabang Yogyakarta maupun terhadap nasabah/ mudarib , maka sesuai dengan

rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Dalam menentukan pembagian (bagi hasil, kedua belah pihak telah
melakukan kesepakatan yang| fertuang pada |akad perjanjian pembiayaan
sebagaimana tertuang pada pasal 7 ayat 1 tentang nisbah bagi hasil. Pihak-
pihak dalam menentikan \akadselalu_nengedepankan unsur saling
menguntungkan, kesetaraan, dan iktikad baik dalam rangka menegakkan
kemaslahatan.

Apa yang dilakukan terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para pihak
dalam kontrak bagi hasil pada BNI Syari’ah Cabang Yogyakarta secara
transparan cukup baik dan wajar, hal ini dapat dilihat dalam pembagian
nisbah antara pihak bank dan para mudarib ada yang 60%:40% juga
tergantung kesepakatan para pihak yang dilakukan secara bebas tanpa
ada paksaan dan ini memenuhi asas konsensualisme dan bentuk

perjanjian pembiayaan tersebut adalah riil, karena selain
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ditandatanganinya akta perjanjian juga disertai dengan serah terima

uang yang diperjanjikan secara tunai.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka penulis perlu

menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa penelitian ini tidak berhenti sampai disini, dan diharapkan bagi
yang akan melanjutkan penelitian ini lebih mempertajam obyek-obyek
penelitian yang tidak hanya terbatas pada bagi hasil saja, akan tetapi
lebih jauh dari itu sepertivpembuatan- akad pembiayaan, system
penerapan hasil nisbah, bagaimana penyelesaian sengketa pada BNI
Syari’ah Cabang Yogyakarta apabila terjadi wan prestasi atau cidera
janji.

Untuk para peneliti s¢lanjutnya

Bahwa penelitian ini masth | jaul'\ dari/ sempurna, masih banyak
kelemahan tentang terbatasnya jumlah-mudarib, / responden, hal ini
karena keterbatasan waktu, untuk itu penelitian lanjutan, responden
perlu diperluas agar dapat lebih akurat dalam pengujian setiap
instrument-instrumen penelitian.

Bagt pihak perbankan syari’ah agar dalam menentukan pembagian
nisbah selalu mengedepankan keseimbangan yang wajar tidak semata-
mata mengejar profit oriented, namun harus diimbangi dengan upaya
membangun perekonomian kerakyatan, keberkahan, dan kelangsungan

hidup yang saling menguntungkan.
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Jenis Kelamin : Laki-laki.

Pendidikan

1. SD Negeri Dempet 1- Demak : Tamat Tahun 1983

2. SMP Negeri Botosengon - Dempet : Tamat Tahun 1986

3. Madrasah Aliyah Negeri Sragen : Tamat Tahun 1989

4. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta /£ \Tamat Tahun 1997

Skripsi : Perkawinan Antar Agama-Dalam /dslam dan Katolik (Suatu Studi
Perbandingan)

Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta :Tamat Tahun 2002
Skripsi : Kedudukan Talak Di Luar Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Program Magister Studi Islam (S-2) Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta : Tamat Tahun 2010
Tesis : Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Bagi
Hasil (Mudarabah ) (Studi Kasus pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta)

Riwayat Pekerjaan

1.
2.

Pegawai pada Pengadilan Agama Wates, Yogyakarta, 1994 — 2000.
Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta , 2000 —2004.



3.

4,

Kepala Sub. Bag. Kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta,
2004 - Sekarang.
Widyaiswara pada Mahkamah Agung RI, 2008 - Sekarang.

Kegiatan Organisasi Kemasyarakatan

l.

Ketua Remaja Islam Masjid Nurul Fajri Yogyakarta (1993 s.d 1998)

2. Direktur TPA Nurul Fajri Yogyakarta (1993 s.d 1998)

3. Kaum Rois Kampung Sanggarahan - Semaki Umbulharjo (1994 s.d 2008)
4.
5
6
7

Ketua Takmir Masjid Nurul Fajri Yogyakarta (1998 s.d 2004)

. Sekretaris Yayasan Nurul Fajri Yogyakarta (2004 s.d Sekarang}
. Direktur TPA Al Fatah Banguntapan Yogyakarta (2006 s.d 2007).
. Pengasuh Pengajian Rutin An-Nisa’ Ngentak Baru Banguntapan (2003 s.d

Sekarang)
Pengasuh Pengajian Rutin (Remaja) Malam Minggu Ngentak Baru-Perum
Mojosari Banguntapan (2006 s.d sekarang)

Seminar/Sarasehan

1.
2.

ESQ Leadership Training (2008) diselenggarakan oleh Mahkamah Agung.

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah dii Bawah Peradilan Agama

Tantangan dan Solusinya (2008), diselenggarakan oleh Program Pascasarjana

(S-2) Magister Studi Islam UIIL

Revitalisasi Peran Peradilan' Tata. Usaha ‘Negara’ [Dalam Konteks RUU

Administrasi Pemerintahan (2008), diselenggarakan oleh Pengadilan TUN

Yogyakarta.

Refleksi Fakultas Hukum UGM Terhadap Kondisi Hukum Indonesia (2009),

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM.

Sosialisasi UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari’ah (2009}

diselenggarakan oleh Prodi Syari’ah FAI UII bersama Mahkamah Agung.
Yogyakarta, 3 Juli 2010
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